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MNOTTO

- Bagl Jiwa yang besar dan wmulia, hutang yansg paling berat
lalah ketidakmampuan untuk membalas budi yang pernah
diterima dari orang lain.

Tidak ada yang mudah, tapl tidak adsa yang tidak mungkin.

(Napoleon Bonaparte)

- Makin banyak orang belajar., makin insyaflah dia betapa
sedikitnya yang la ketahurl.

(Kong Hu Tsu)
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ABSTRAK

Skripsi berjudul "Integrasi Negara Indonesia Timur ke
Negaras Kesstuan Republik Indonesia”, dibuat dengan mengacu
permasalahan pada : (1) "Mengapa Hegara Indonesia Timur
berintegrasi ke Negars Kesatuan Republik Indonesia 2?7, (2)
"Bagaimana proses 1integrasi Negara Indonesia Timur ke
Negars Kesatuan Republik Indonesia ?".

Dasar pennlisan skripsi, berpegang pada tujuan bahwa
pentingnys untuk wmengetahui, memahami dsn menghayati,
"Bagaimana pahit, getirnya bangsa ini (Indongsia) dalam
perjuangan wmenuju sebuah bangsa dan negara yang sempurna
sesuai dengan keinginan segenap rakyat Indonesia 7.
Perjuangan vang dibahas adalah menciptakan bentyk negara
dan sistem pemerintahan yang sesuai kehendak rakyat, pada
mzsa sesudash KHMHB ataun ditahun 1850-an, khususnya di Negara
Indonesia Timur. OSelain diatas juga tekanan pokok guna
mengerti dan memahami, perjuangan rakyat Indonesia Timur
untuk dapat hidup bersama dengan gaudsra-saudaranys vang

lain, vang ada di pualaun Jswa, Sumatera dan lain-lain lewst

"Jalan integrasi ke RI dan menciptakan suatu negara kesa-

Ltuan.

Integrasi Negara Indonesia Timur ke HNegara Kesatuan
Republik Indonesia, melalui syatu perjuangan vang pahit,
banyak pengorbanan dan penderitsan, walsupun hanya 4 tahun
negara 1tu bertshan. Perjuangan untuk integrasi harus
melslunl tahap-tahap, menghancurkan pengaruh Belsnda, dan
mengalahkan keinginan kaum federal, yang tidak mau bila
terjadli suatu integrasi, Perjuangan itu dibarengi puls

oleh saundars-saudara di Jawa, Kalimantan, Sumatera dan
pulan lainnys vang berusaha msnumbangkan RIS, sgetelah
negars mereks dibubarkan (negars bagian). Diplomasi dan

militer mewarnal perjuangan rakyat Indonesis Timur pula,
terutama di tahun 1950 dan semakin memyncak dipertengahan
tahun 1850. .
Perjuzngan rakyat Negara Indoensia Timur (NIT) gzuna
membubsarkan NIT dan mewujudkan kembali Negsra Kesatuan
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Republik Indonesia (NKR1) seperti yang terwujud pada masa
proklamasi 17 Agustus 1945 sudah dilakukan Jjauh sebelum
Republik Indonesia gerikat (RI$) terbentuk. Sejak
berdirinya NIT atau 24 Desember 19486 sudah mulai timbul
gerakan~-gerakan menentang NIT, bahkan banysk pula gerskan
mau menggagalkan berdirinya NIT, seperti gerakan pasukan
Letkol Ngurah Rai, vang terkensl dengan “Puputan
Hagarana" . Juga untuk mendirikan NIT, Belanda ditahun 18486
itu, telah membunuh 40.000 rakyat Sulawesi Selatan dengan
tindakan penganiayaan terlebih dahnly.

Berkat perjuangan gigih rakyat MNIT beserta Kaum
Urnitarisnya, maka di tahwun 1950 bvlan Agustus, tanggal 17,
integrasi NIT ke HKRI dapat terwnjud, setelah melalui
berbagai peristiwa seperti, Andi Azis, pertempuran di
Hakasar bulan Agustus antara RHIL, KL melawan APRIS,
pertempuran Laskaq-laskar Rakvat dengan KNIL, KL dan
Polisi NIT. }

Integrasi NIT ke NKRI, bersamaan dengan terbentunya
kemhali HKERI pada tanggal 17 Agustus 1950, sebagai ganti
KI5 vyang telah dibubarkan. NKRI di tahun 1950 itu, bukan
suatu negara bary, tetapi hanyalah swatu negara, jelwmaan
dari NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Hasalah

Dewasa ini ilmu Sejarah di .Indonésia menunjukkan
perkembangan yang menggembirakan. Para sejarawan merasa
tidak puas apabila peristiwa di wpasa lampan hanya
ditampilkan dalam bentuk kisah, karena tidak mampu
mencari latar belakang peristiyanysa secarg memuaskan. Di
kalangan sejarawan berkembangan kesadaran bahya ilmy
sejarah tidak hanya bertuygas menceritakan masa lawmpauy,
tetapi Juga menjelaskannya. Qleh karena itu, sejarawan
harus melakukan pengkajian vyang mendalam terhadap
lingkungan fisik, sosial, kebudavaan, dan faktor-faktor
sitnasional yang mendprong térjadinya spatu peristiwa.l
Kesadaran itu tentplah suatu langkah yang sangét menggeh-
berikan yang wmenimbulkan ilmp sejarah dapat mengémbangkan
diri dengan berbagal spesialisasi.

calah satu studi sejarah yang ménarik bagi sejarvan
adalah sejarah modern di Indonesia. Salah saty masa yang
valing menggugah pemikiran sejarah modern di Indonesia
adalah dasawarsa-dasavarsa pertengahan abad ke-20, vang

penuh diwarnai dengan pergolakan serta ysaha melepaskan

T

lsartono Kartodirjo, BRendekatan Ilmn Sasigl Qﬁlﬁm
Metodalogi Seiarah, Pn. Gramedia, 1992 Jakarta, hlam. 2.
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diri dari penjajah dan usaha mempertahankan kemerdekaan.
Masa-masg itu merupakan masa yand sangat menentukan bagi
perkembangan bangsa Indonesia baik di bidang pemerintah,
politik, ekonomil, pertahanan dan kemiliteran. Kelahiran
kesadaran HNasional Indonesia diiringi dengan semakin
bertawbsahnya pengetahuan di kalangan rakyat tentang suatn
sejarah Nasional yang kita miliki bersama. Sejarah itu
melukiskan suatu semangat yang harus dimiliki bangsa baru
vang berusaha mengari identitasnya sendiri.

Penulisan sejarah Indonesia banyak dilakukan oleh
para sejarawan baik sejarawan dalam negeri mauypun luar

negeri. Sejaprah revolusi bangsa Indonesia merupakan salah

(&)

atu studi sejarah yang sangat diminatli oleh banyak
Sejarawan. Hal tersebut disebabkan wmasih banyaknya
pelaku-pelakuy  revolusi yang sampal sekarang sebagian
wasih hidup. Dan inl penting karena merupakan sumber
sejarah  lisan. Disamping itu sejarah revolusi Indonesia
hingga Lahun 1966 masih segar dalam ingatan bangsa
Indonesia. Peristiwa itun sepertinya baru saja herakhir
darli kewsrin wegkilpun usia negara Republik Indonesia
hamplr mencapal setengah abad (49 tahun).

Sejarah masa lalu, bangsa Indonesia akan menjadi
suaty pemnaou dan aluat Lerbaik untuk wmencapal cita-cita
dan tujuan bangsa ini, bile para dgenerasi-generasinya,
nampy mengambil inti sari pelajaran dari sejarah
bangsanya tersebut. Peristiwa-peristiwa masa lampauy dapat

menbuat generasi sekarang dan seterusnya, wmampu untuk
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memilih dan menentukan langkah yang terbaik bagi wmasa
depan  bangsa dan negerinya. Peristiwa sejarah  akan
menjadi suatu inspirasi dan pelajaran yang tidak akan
habis-habisnys bagli masa sekarang dan akan datang.

Sejarah pemerintah dan perpolitikan merypakan suatu
hal yang wenarik untuk dikaji. Bangsa Indonesia semenjak
merdekanya (1948%5) hingga tahun 1990-an sampal sekarang
mengalami berbagai pergolakan politik maupun
penreintahan. -Hasa peralihan Negara kesatuan Republik
Indonesia ke Negara Indonesia Serikat serta berlanjut
pertentangan antara golongan federalis dan unitaris vyang
berakhir dengan kewmenangan uynitaris, dengan kembalinmya
negara Indonesia kebentuk, "Kesatuan” pada tanggal 17-
Agustus 1950. Penyatuan kembali negara-negara bagian
untuk membentyk suaty negara Kesatuan Republik Indonesia,
mulai tercapai dipertengahan tahun 19§0. Tiga negara
bagian belum menyatakan meleburkan diri bersaty dengan
pemerintah pusat RI. Hegara Indeonesia Timur merupakan
salah satu negdara bagian yang paling akhir menyatakan
meleburkan diri masuk negara RI.

Kesadaran untuk bersaty menjadi suatu negara
kesatuan seperti vang diproklamasikanlpada tanggal 17
Agustus 1945, pada maasa RIS amatlah suylit diukur
pertentangan golongan unitaris dan federalis amat kuat
'uampak pada masih bertahannya NIT, walaupun Negara bagian
lainnysa Lelah bersatu dengan RI. Kesadaran Nasional akan

tumbuh melalul perkembangan politik nasional dengan
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gerakan-gderakan partai-partai politik vyang nempunyai
tujuan nasional, mewypuk patriotisme dengan lambang-
lambang nasional, seperti bendera lagy kebangsaan, mata
uang, dan sébagainya.2

Begitu pula kesadaran Nasional di masa RIS, telah
menimbulkan gerakan-gerakan untyk kembali ke negara-
kesatyan dan dibubarkannya RIS. Tak kecuali di NIT Juga
ada gerakan-gerakan kembali Ek NKRI. Bentuk negara kesa-
tuan (yntaris) terwujud pada tanggal 17-8-"50, dimana
bentuk Negara Serikat telah dihapuskan secara resmi.

Dalam skripsi ini penpnlis wemilih judul "Integrasi
Negara Indaonesia Timur ke Negara Kesatyan Republik
Indonesia”., Penulis tertarik pada permasalahan ini
dikarenakan ingin mengetahui dan memahami herbagai aspek
penyebab terjedinva integrasi NIT ke NKRI pada tahun 1950
dan proses integrasi NIT itu pula. Untuk itu beberapa
konsep vyvang berkaitan dengan jydyl skripsi ini perluo
dikemukakan di sini. |

Judul skripsi menunjukkan adanya proses perubahan
dari sebuah negara yang wandiri berdiri sendiri,
melakukan tindakan pewmbubaran negaranya dendan Jjalan
wilayahnya diserahkan kepada negara lain ( disini negara

RI). Proses tersebyt sering kita sehut sebagai proses

¢sartono Kartodirdjo, Pemikiran Perkembangan Histo-
riografl Indonesia. suatu Alternatif, Pn. P.T. Gramedia,

-Jakarts, 1982, hlm. 248.
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intggrasi. Di dalam kamps Istilah Belitik karangan Yahya-
Huhaimpin, Amin Rais, dan kawan-kawan, mengartikan " inte-
grasi bangsa" (Natignal Integration) sebagail suaty penya-
tuan berbagal kelompok budaya dan sosial ke dalam kesa-
tuan wilayah dan pada pembentukan suatu identitas nasion-
al. Integrasi biasanys melalui spaty proses yvang berta-
hap. Kemudian untuk integrasi wilayah mereka mengartikan
sebagai menunjuk pada pewbentykan vewenang keknasaan
nasional pusat di atas ynit-ynit atay wilayah politik
vang lebih kecil yang mungkin heranggotakan suaty kelom-
pak budaya atau sosial tertentu.S

Proses ity diawali dari timbuylnya ketidakpuasan
suatu kelompok tertentu terhadap pemerintahan negaranya,
atau wemang sejak awal sudah ada syatu kelompok vyang
tidak menghendaki berdirinya negara tersebut (NIT).
Kelompok-kelompok tersebut, terytama tidak menghendaki
adanya negara itu (NIT), bila memiliki power (kekuatan)
make mereka dapat mperobephkan pemerintahan vang berkuasa,
serta dapat berganti yang wmemiliki kekuasaan. Dengan
kekuasaan dan power vang ada mereka dapat memasksa pemer-
intahan atau negaranya untuyk berintegrasi ke negara 1éin.

(Di sini terjadi integrasi NIT ke RI dan terbentuknya

NRRI seluruh Indonesia).

Y T

3 Yahys Muhaimin, Amin Raias, Sygiono, Ilin Hallina,

dan Usmar Salam, Bamus Istilabh Bolitik, Jakarta, P&K,
1985, hlm. 98. |
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Dalam ilmy politik, kekuasaan vyang di dalamnya
terkandung pula suaty kekuatan atan power merupakan kunci
bagi suatu kelowpok atau politikys untuk memenangkan
semua vyang mereka inginkan, baik di bidang politik atau
sosial, ekonomi. Politik dapat didifinisikan sebagai,
“Ilmu yang wempelajari sifat dan tyjuan dari negara,
sejauh mana sebagal organisasi kekwpasaan, serta pelajari
gejala kekuasaan lain, yvang dapat mewmpengaruhi negara."4

Kekuasaan sendiri diartikan sehagai, "Kemampuan
seseorang atau sekelompok manysia yntuk wmewmpengaruhi
tingkah lakunya seseqQrang atay sekelompok lain,
sedemikian rupa sehingga tingkah laky ity menjadi sesyai
dengén kemajuan dan tuyjuan dari orang yang mempunyal
kekuasaan."5

Sementara ity sumber kekyasaan dapat dari berbagai
segi. Dia dapat dari kekuasgan fisik (misal: seorang
polisi dapat wmemaksa penjahat yntuk mengakuyi kejahatannya
karena dari segl persenjataan pglisi lebih kuat); dapat
bersumber pada kedudukan (misal: seprang komandan
terhadap bawahannya; seorang wenteri dapat mnemecat
pegawainya vang korupsi atgu memptasikannya ke tempat
lain); pada keyayaan (misal: seorang pengdusaha kaya dapat

mempengaruhi politikus melalui kekayaannya); sumber pada

4Dra. Soelistyati Ismail Gani, Pgngankar Ilmy Bgli-
tik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlwm, 18-20. '

SProf. Miriap Budiardjo, Rasar-Dasar Ilmu PBolitik,
PT. Gramedia, Jakarta, 1977, hlm. 35.
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kepercayaaﬁ (misal, seorang pendeta terhadap ywmatnya),
dan lain-lain.l’

Sejarah bangsa Indonesa sejak tahun 1945 hingga 1850
menganut dua bentyk negara . Pada tangdggal 17 Agustus 1945
sampail 27 Desember 1949 bangsa Indonesia menganut bentuk
negara kesatuan. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949
sampal 17 Agystus 1949 bangsa Indoneéia menganut bentyk
negara serikat. Berdasarkan buky "Ensiklopedi Nasional
Indonesia”, negara kesatuan diartikan sebagal suatu
negara vangd mempunyal satu pemerintahan pusat vang memi-
liki ~kekuasaan wuntuk mengatur seluruh daerahnya dan
nemegang kedaulatan ke dalam dan keluar. Negéra kesatuan
memiliki satw UUD, satu kepala negara (Preéiden). satu
Dewan Menteri, dan satu Dewan perwakilan Rakyat (DPR).
Dagrah negara ini terbagi atas propinsi-propinsi atau
daerah tingkat satu. Kemudian yntuk pnggara sgrikat diar-
tikan sebagai suatu negara yang terbentuk bila ada beb-
erapa negara menggabungkan diri dibawah saty kekuasaan
pusat. Gabungan negara itu lalq werupakan satu kesatuan
dalam tindakannya keluar, tetapi dalam tindakan ke dalam
masing-masing negara wmasih tetap wmerdeka asal negara
bagian 1itu tindakannya tidak bertentangaan dengan UUD
persatuan negara serikat tersebut, Dengan kata 1lain
kedaulatan keluar dipegang pewerintah pusat, sedangkan

kedaulatan ke dalam dipegand oleh negara-negara bagian.

1) Ibid., hlm. 36
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Wilayah negara serikat berupa negara-negara bagian bukan
propinsi-propinsi atau daerah tingkat satu. Di setiap
negara bagian dapak memiliki UUD sendiri, kepala negara
sendirl, Dewan Henteri senciri, dan DPR, walaupun untuk
urusan dalam negeri saja7

Kalsu diteliti sebenarnya bentuk federal ini adalah
suatn kelanjutan yvang logis dari politik kolonial Hindia
Belanda sebelum perang; sebab pada waktu. itu Belanda
memang berniat untuk membentuk daerah-daerah otepnom di
Indonesia. Bangsa Belanda sejak nmemberlakukan politik
ctika pada tahun 1904 sudah mempunyal kehendak melakukan
perbaikan di Indonesia. Pemerintah Belanda sejak 1itu
menyebarluaskan program penyelenggaraan pendidikan dasar,
membangun banyak sarana irigrasi dan transmigrasi dengan
meaindankan  penduduk - Jawa ke Lampung. Politik etika
nznbust bangsa Belanda sampal Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya tetap menganggap bangsa Indonesia sebagail
bandsa vyang belum siap merdeka atau memerintah sendiri.
Sebagal contoh H.J. Van Mook, setelah berhenti bertugas
dl  Indonesia pada tahun 1948, 1ia wmenulis buku berjudnl
"The Stakes of Democracy in South-East Asia". Isi buku
antara lain menjelaskan bahwa Yan Hook sejak lama telah
merunuskan pemikirannya tentang tugas negara penjajah dan

fungsi penjajah, vaitu penjajahan bertugas memerdekakan

7511.:}_1}1\].&9_:21_1 Hagional Indonesia, Jilid 11, Jakarta, PT.
Cipta Adi Hustaka, 1990, hlm. B3
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pihak yvang terjajah.la wmenjelaskan, guna mencapai tujuan
tersebut perlu syarat-syarat antara lain, kemajuan pendi-
dikan, ekonomi, dan komunikasi.8

Ide ini dengan sendirinya berbeda dengan cita-cita
seluruh bangsa Indonesia, yaity sejak pergerakan Nasion-
al. Jadi tidak mengherankan kalau tokoh-tokoh Republik
vang sebagian besar adalah tokoh-tokoh Pergerakan Nasion-
al juga menentang 1ide ini. Apalagi federalisme yang
diinginkan Van Mook ity harus dipimpin oleh Belanda. Jadi
sejak semula telah ada perbedaan paham yang sukar dapat
didasmaikan. Pergolakan-pergolakan dalam tahun 1946 sampai

1850 adalah perjuangan untuk mengalahkan niat Belanda

itu.g

Dimana-mana di Indonesia rakyat dengan para
pemimpinnya vang berjiwa Proklamasi 17-8-1945 berjuang
menentang ide feadalisme tersebut. Dan di daerah Maluku
perjuangan tersebut ditepiskan aleh para pejuang sampai
terwujudnya Negara Kesatuan RI tanggal 17-8-1950.10

Di daerah Sulawesi Tengah, berdiri organisasi-
prganisasi vang menentang paham federalis, seperti pada
bulan Juli 1949 dibentuk satu wadah menghimpun

organisasi-organisasi vang ada bernama Ikatan Perssatuan

8seri Pembinaan Eengaiarap Seiarah, Seri XVIII,
April 1892, Univ. Sanata Dharma Press, hlm 3-4, 10.

9John A. Pattikayhatu, op, ¢ift., hlm. 53.
107hid., him. 54
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Perjuangan Rakyat Indonesia disingkat IPPRI berpusat di
Palu.ll

Di NIT melalui lembaga legislatif di daerah setempat
dilakukanlah perjuangan yang senada dengan perjuangan.
partai politik karena kebetulan mayoritas dari anggotanya
adalah mereka vang berjiwa republiken. Dengan
terbentuknya Dewan Perwakilan ini disamping gerakan
rakyat bersama partai-partai pelitik dilanjutkan
perjuangan mengarah pada membubarkan NIT untuk kembali

bergabung menjadi Negara Kesatyan Republik Indonesia.12

B. Perumusan Hasalah

Berdasarkan latar belakang di atas, naka
permasalaﬁan vang akan di bahas adalah sekitar situasi
politik Indonesia pada tahun 1850, di saat kembalinya
negara Indonesia ke bentuk kesatuan atau TI. Mengingat
begitu luasnya ruvang lingkup permasalahan, sehingga
penulis hanya mengfokuskan diri pada peristiwa penyatuyan
kembali negara bagisn ke RI, dengan mengawmbil negara
Indonesia Timur sebagai pokok permasalahannya.

Dari hal tersebut, maka dapat dibuyat suvatu rumusan

permasalahan sebagail berikut

11Bambang Suwondo, Sejarah Reyolusi  Kemerdekaan
Daerah Sulawesi Tengah, P & K, Jakarta, 1982, hlm. 127.

121hid., hilm. 127.
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1. "Mengapa Hegara Indonesia Timur berintegrasi ke
Negara Kesatuan Republik Indonesia ?°
2. "Bagaimana proses integrasi HNegara Indonesia

Timur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia 7"

C. Tuiuap Benelitian

| Berdasarkan permasalahan vang diangkat dalam
penelitian ini maka tujuan dari penelitian adalah guna
mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor tyang
mempengaruhi, sehingga Negara Indonesia Timur melakukan
integrasi ke Negara Kesatuan Repyblik Indonesia. Serta
untuk mendiskripsikan, "“Bagaimana proses integrasi-
tersebut dapat berlangsung atau Jjalannya proses

integrasi?”

D. Manfaat Penelitian

Berbagai manfaat dari penelitian  ini - dapat
disebytkan yaitu, untuk menambah kasanash pengetahuan,
baik untuk mahasiswa sendiri, Pergyruyan Tinggi, khususnya
IKIP Sanata Dharma, wmasyarakal dan Departemen P & K.
Penelitian tentang Negara Indonesia Timur ini berguna
memberikan suaty sumbangan uyntuk wenambah bahan untuk

sempurnanya penulisan sejarah Indonesia.

E. Metodologi Penglitian

e’ oens - o iinan

(a). MHEtode vang diguynakan dan Jjenis penelitian

sebuah penelitian adalah suaty laporan mengenai suatu
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obyek, vang dikaji secara obyektif gleh seorang peneliti
atau ilomywan. Tujuwan lappran vyang 1istimeva adalah
meletakkan fakta-FPakta dengan tepat, dan tidak lain
daripada suaty fakta-fakta yang tepat, tanpa 'berhubung@n
dengan perasaan, atau pandangan pribadi tentang fakta-
fakta itu.13

Berdasarkan pengertian di atas dan topik penulisan
penelitian ini, maka metode penelitian yang paling teliti
dan akurat adalah mpemperdynakan jenis penelitian
historis. Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat
suatu rekonstruksi masa lampap secara sistematis dan
obyektif, dengan cara nengumpulkan, mengevaluasi,
menverifikasi, dan mensistesiskan bukti-bukti untuk
menegakkan fakta dan memperoleh kesimpylan yang kuat.14

Penelitian historis ﬁenggunakan dua sumber dalam
peneltiannya, yaity sumber primer (ytama) dan sumber
sekunder (kedua). Suwber ytawa antara lain dokqmen,
peninggalan langsyng dari peristiwa, dan catatan saksi
mata, misal notulen rapat, rekawan kejadian, karya seni,
saksl mata, dan lain-lain. Suwber kedua adalah sumber

dari tangan kedua seperti byky-byky, artikel, hasil

o 13Ramaruddin, Metodologi Penelitian Skripsi dan
Tesis, Pn. Angkasa, Bandung, 1992, hlm. 11.

. 4supadi Suryabrata, Hetodologi Penelitian,  Pn.
Rajawali, Jakarta, 1891, hlm. 16.
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penelitian, ensiklgpedi, dan 1ain—1ainnya.15

Beberapa langkah yang penulis tempuh dalam penulisan
ini adalah |

a). Perumusan Masalah

b). Perumusan Judyl dan Hetodologi

c). Pelaksanaan Kerja Lapangan

d). Analisa Data dan Informasi.

e). Penulisan Laporan.

(b) Teknik Pengumpulan data

Berdasarkan kebutuhan informasi dan _data vang
diperlukan, naka penelitian ini nengguynakan alat
pengumpulan data melaluyi
1). Studi Dokumentasi

Dilakukan untuyk mencari data-data fakta sejarah. Hal
ini dilaksanakan sebab masih banyak arsip-arsip yang
membicarakan permasalahan vang diangkat. Data yang benar
dan akurat diharapkan sekali dapat tercapai di sini.

Beberapa studi dokumen yang akan di teliti adgalah,
dokumen yang terdapat di lembar negara perpystakaan
Universitas UGH (berupa tentang Pembubaran, Undang-undang
darurat, dan Kgputusan Pre;iden, segpya berkisar di tahun
(1949-1850), dokumen KHB dan integrasi yang terdapat di

Arsip Nasiqonal Jakarta, dan Perpustakaan Nasional

a

194ana Sudjana dan Ibrahim, Pepnelitian dan Penilzian
Pendidikan, Pn., Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 81.
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Jakarta. Serta dokumen media massa tahun 1949-189%2, vyang
terdapat di Perpystakan Wilayah DIY.
2). Studi Kepustakaan

Guna menghasilkan suatu penelitian yang lengkap dan
sempurna perlu ditambah dengan stydi pustaka. Studi ini
ditekankan pada penggunaan sumber-sumber sekunder vyang
berupa buku-buky, karya-karya, vang semya ity dapat
dipertanggung Jjawabkan secara ilmiah dan mendukung tujuan
serta permasalahgn penelitian. Buku pustaka dan karya
vang digunakan dalam penelitian ini, antara lain, vyaitu
buku Drs. H. Bambang Suwondo, dkk., tiga Jjilid, berupa
selarah Revolusi EKemerdekasn QRaerah Sulawgsi Tendah.
Sulavegi Utara, dan Sejarah Daeragh Nusa Tenggara Darat,
Drs. John Rattikayhatu, Sejarah Revolusi Daerah Malukn,
I.H. Doko, Periunangan Kemerdekaan Indongsia Nusa Tengdara
Timux, Ide Anak Agung Gde Agung, Rari MNegaras Indonesia
Tigur ke Republik Indonesia Serikat, A.A. Schiller, The
Formation  Federal Indonesia 1945-1949, Prof. G. Kahin,

Hationalism and Reyolution Indaonesia, Cornell University

Press, dan lain-lainnya.
(c). Hasil Studi Awal

Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan
oleh peneliti, maka dengan ini peneliti berani memberikan
suatu praduga sementara yang berisi, bahwa "Faktor-faktor
penyebab integrasi NIT ke NEKRI", dapat dicari dengan

mendasarkan diri dalam pencarian masalah
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1. Ada keikul serta RI dan pemerintah pysat dalam uysaha

untuk terjadinya integrasi NIt ke NKRI.

e

Ada usaha dari rakyat NIT agar NIT dibubarkan dan
berintegrasi ke HNKRI.

3. Presiden Soekarno memiliki peranan dalam mewujudgan
intedrasi NIt ke HKRI.

Dugaan sementara tersebut dimaksydkan penulis untuk
nembantu dan memperlancar penelitian yang hendak
dilakukan.

(d). Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran keseluruhan isi skripsi ini
penulis di sini menyajikan bentuk dan isi penulisan vyang
akan di Dbuat. Sistematika penulisan ini di. bagi dalam
per-bab, yang masing-masing memberikan | uraian-yraian
penting tersendiri.

Pada bagian Bab I, akan diuraikan permasalahan
mengenai latar belakang, permasalahan, tyjuan penelitian,
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Pembahasan skripsi ini terdiri tiéa bab. Pada bagian
ini, dibagi wenjadi bab II, III, IV. Bab II akan
menguraikan tentang latar belakang terbentuknya RIS
(Republik Indonesia Serikat) di Indonesia, serta
menguraikan tentang reaksi atas kelahiran RIS. Dibagian
bab III, akan diuraikan tentang uysaha rakyat NIT (Negara
Indonesia Timyr) untuyuk berintegrasi ke RI (Repuyblik
Indonesia). Di sini dan peranan RI di dalam proses

tervujudnya integrasi NIT ke RI. Pembahasan terakhir atau
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babb IV, akan menguraikan tentang proses menuju ke

integrasi MNIT ke RI, dan tentang pembubaran NIT serta

terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Repuyblik Indonesia).

Kesimpulan skripsi ini kami letakkan pada bab akhir

atau bab

lima. Bab ini berisikan Jjawaban-jawaban atas

peramalahan dalam skripsi ini.
(e). Teknik analisa data
Penelitian yang dipakal sadalah penelitian historis,

maka analisa data yang dipakai adalah

pendekatan
historis. Menganalisa data dalan penelitian ini
menggunakan kritik internal dan kritik eksternal. Hasil

vang diperoleh dari analisa data adalah rangkai fakta-

fakta historis yang saling mendukung dan berkaitan satu

dengan yang lain membentuk suatu kisah sejarah.
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BAB II

LAHIRNYA NEGARA INDONESIA TIMUR

Pada saat- Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemer-
dekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945,
Pemerintah Belanda di Den Haag (Negeri Belanda) maupun
Pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Letnan Guber-
nur Jenderal Dr. H.J. van Hpok vyang beiﬁedudukan di
Brisbanc (Austraiia) masih memimpikan bahwa pemerintah
Belanda akan dapat mengembalikan pemerintahan kolonial di
atas tanah jajahannya, dahylu Hindia Belanda, sekalipun
dalam bentuk yang disesyaikan dengan keadaan dan kondisi
politik sesudah berakhirnya Perang Pasifik. Dr. H.J. wvan
Hook menulis pada tanggal 29 Agustus 1945 dari Brisbanc
kepada MHenteri Tanah Seberang Prof. dr. H.J. Logemann
bahwa "tidak perlu menaruh perhatian kepada Republik oleh
karena Republik adalah kreasi Jepang."16

Sityasi Indonesia, terutama Indonesia Timur, vyang
nencakup Sulawesi, Haluyku, Bali, Husa Tenggars Timpur dan
Husa Tenggara Barat (yang nanti masuk wilayah NIT), dan
daerah-daerah lainnya; sesudah proklamasi, penuh diwarnai
dengan gejolaﬁ politik, yang semakin panas setelah

kedatangan sekutuy yang dibgncengi tentara NICA (Belanda),

161ge Anak Agung Gde Agung, Dari Negara Ipdonesia

Timur ke Republik lndQnﬁilﬁ Serikat, UGH University
Press, Yogyakarta, 1985, hlm. 1.

17
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bahkan akhirnya mengobarkan berbaggai perang berdarah di
seluruh Indonesia, tak terkecyali di Indonesia Timur.

Pada tanggal 11 Januari 1946, pasukan Sekuty masuk
daerah Nusa Tenggara Barat. Kapal perang Sekutu memasuyki
pelabuhan Bima. Bersama wmereka ikut tentara Belanda.
Beberapa hari setelah tanggal 12-1-1846 di Pylay Symbawa,
NICA wengadakan operasi penangkapan terhadap pemuda-
pemuda vyang dicurigai. Banyak di antaranya berasal dari
polisi TKR ditahan dalam penjara. Selama ditahan mereka
mendapatkan siksaan-siksaan berat.l7

Fada tahun 1945, Belanda mengirim Wésferling ke
Sulawesi. uyntyuk memadamkan pembergntakan rakyat di éana,
vang berjuyang untyk merdeka. Dia telah melakukannya
dengan cara yang tak kenal ampun, dan kejam. Perempuan
dan anak-anak, yang pylang dari pasar, lelaki di tengah
Jalan ditembak dengan semaunya. Ada yang diseret dari
rumahnya. Rahyat ditangkap sec¢ara membabi buta, kemudian
ditembak, sebagai peringatan kepada vyang lain sypava
Jangan mencoba menggulingkan Belanda. Sebuah kampung
telah disapu bersih. Laki-laki dipaksa wmenggali parit
sebagal kuburan dari pembuhan besar-besaran yang menyusul

setelah itu.l8

17Bambang Suwando H, dkk., Seiarah Daerah Nusa lﬁng.
gara Barat, P & K, Jakarta, 1878, hlm. 185.

188 ‘Tut Tantri, Revgolusi di Nusa Dampai, PN. Gunung
Agung, Jakarta, 1965, hlm. 344-345.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

19

Soekarno didalam pernyatsannya seusai perundingan
Linggarjati, didalam pembicaraan telepon, ia mengecam Van
Hook dan NICA-nya. Perselisihan Scekarno dan Van Mook,
timbul lama baik sesudah maupun sebeluym Linggarjati.
Kecaman-kecaman Soekarno banyak dilontarkan terhadap Van
Hook. Soekarno menyebut Van Hook, sebagal seorang sadis,
pembynuh kejam, dan pembantai masyarakat, salah satunya
dengan NICA dan Westerlingnya telah menteror dan memban-
tai rakyat Sulawesi Selatan.lg

Pada tanggal 18 Maret 1946 tentara NICA mendarat di
Ampenan, HNusa Tenggara Barat. Sebelum rakyat mengadakan
perlawanan terhadap HNICA, pemimpin-penimpin mereka
ditangkap dan ditahan. Di antara pemimpin yang ditangkap
adalah antara lain: Hasmosawigito, Suweco, Wayan Ruma,
D.A. Koemenit, Reksoatmgjo, R.B. Hujiman, Dr. I. EKetut
Numija, Jusuf Tayib Napis, Haman Padelah, Saleh, Mamig
Ripaah, Hade Putu Wirya, HNangcik, Suhardi, Sumantri,
Asmp, A. Hasan, Lalu Tahir, Rasida, Kusalamwardi, I Gusti
Hade Hurna, I Hade Gelgel, Rawisah, I Hade Raka, Acih,
dan lain-lain. Penangkapan dan penyiksaan terhadap
pejuang-pejuang kemerdekaan secara intensif dilakukan
NICA. Anak—anay sekolah pun tidak lyput dari penangkapan.

Cacian dan cemoohan kepada pejyang kemerdekaan disiapkan

19Cindy Adams, Bung Karng Penyambune Lidah Rakyat,
Pn Gunung Agung, Jakarta, hlm. 366.
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seluas-luasnya kepada masyarakat melalyi pidato,
penerangan, dan surat kabar. Rinjani, dan beberapa

berbagai buletin dan brosur. Selain itu ada petugas
keliling dengan mobil ynit menyiarkan kabar bohong‘ dan
penghinaan terhadap republik dan pejuang kemerdekaan.
Karangan Mr. Mas Slamet yang menghina Bung Karno Jjuga
disiarkan dan diberi cuyma-cuma, kepada semua kantor dan
sekolah-sekolah. Di ruyumah-rymah tahanan dan penjaran-
penjara mata-mata disebarkan.

Dikatakan sejak operasi penangkapan di atas, gerakan
rakyat lumpuh sama sekali dan Belandsa mqlai menyusyn
pemerintahannya di Pulay Sumbawa.zo

Perlawanan pemuda yang paling hebat untuk menentang
kembalinya kekyasaan kolonial Belanda terjadi di Bali dan
Sulawesi Selatan. Tentara Belanda berusaha meluaskan
kekuasaannya di 1luar kgota-kota di Bali, dan wmendapat
perlawanan sengit dari TKR dan pewmnda-pemuda, di bawah
pimpinan Letnan Kolonel I Gusti Ngurah—Rai.z2

Peristiva-peristiwa di atas merupakan gambaran
situasi daerah Indonesia Timyr setelah proklamasi,
terutama setelah kedatangan pasukan NICA ke Indonesia

Timur. Sehingga ketika tentara Sekytp ditarik kembali

20Bambang Suwondo, op. gift., hlm. 183-185.

221de Anak Agung Gde Aguyng, Dari Negegara Ind9n45la

Timur ke Republik Indonesia Sexiksat, UGHM Press, Yogyakar—
ta, 1985, hlm. 47.
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pada bulan Juli 1946, maka pasukan NICA telah bercokol
dengan hebas di wilayah Indonesia Timur.23

Kemudian setelah menguasai keadaan dan kekuasaan di
Indonesia Timur, pasykan HICA, di bawah bimpinan Van
Hook, segera membujuk para pemimpin atau penguasa-
penguasa daerah di Indonesia Timur yntuk mendirikan suatuy
negara yang berdiri sendiri, terpisah dari RI, dan negara
itu diberi nama Hegara Indaonesia Timur (NIT).

Berbagai peristiya besar yang mendahylui sebelum
didirikannya NIT, pada tanggal 24 Desember 1946, dapat
disebutkan; (1) pertempuran pupytan Hagarana di Bali,
dipimpin Letkol, I Gusti Ngurah Rai, yang melawan pasukan
Belanda pada tanggal 20 MNopewmber 1946 dan Belanda
berhasil membunuh seluruyh pasykan Tentara Republik
Indonesia di Bali. Sehingga tidak dapat disangkal lagi
setelah peristiwa tersebut terutama Belanda di Bali dgpat
peluang untuk menormalisasi keadaan di Bali, oleh ka}ena
ity tidak ada lagi kekyatan militer RI yang dapatt ha-
langi Belanda secara teratur.24 (2). Peristiwa di Bali di
atas kemudian dilanjutkan dengan pembantaian rakyat
Sulawesi Selalkan, yang dilakuykan oleh NICA pada tanggal 7

Desember 1846,.dengan membunuh 40.000 Jjiwa rakyat Sulawe-

si Selatan, (3). Peristiwa tersehyt dilanjutkan dengan

23 John Patikayhaty, Seiarab Reyolusi Kemerdekaan di
Daerah Maluku, P & K, Maluku, 1979, hlm. 54. .

24pnak Agung Gde Agung, op. ¢it., hlm. 128-129.
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pembersihan dan penangkapan 42 orang Indenesia di Haka-
sar, pada tanggal 13 Desember 1946, dan di sekitar Lim-
bung, patrgli Belanda telah membunyh 8 orang Indonesia,
(4). Pada tanggal 18 Desember 1846, kota Malino (tempat
dilangsungkannya konferensi Malino pada bulan Juli 1946)
diserang dengan hebat oleh sepasukan orang Indonesia,
vang berjumlah 500 orang, tetapi dapat dipukyl mundur
oleh Belanda.25

NIT (Negara Indonesia Timur) merypakan negara pagian
pertama yang digciptakan aoleh Belanda dalam bulan Desember
1846 dan wmweliputi daerah-daerah sebelah timyr Selat
Makasar dan Selat Bali. Rencana pendirian federasi
diciptakan di Malinoe dalam bulan Juli 1946, sedang
realisasi pendirian HIT terjadi dalam konferensi Denpasar
pada bulan Desember 1946 menuryt konfensi Halino federasi
vang dibangun di Indonesia akan terdiri dari Jawa,
Sumatera, Kaliwmantan dan NIT (duly Timyr Besar). Karena
Jawa dan Sumatera di luar kekuasaan MNICA sedangkan
berbagai kekyatan sosial politik di Kalimantan wmenolak
federasi (mula-mula), maka konferensi Denpasar han?a
dihadiri oleh wakil-wakil berbagail daerah di lingkuyngan
NIT saja. Hereka mencapai persetujuan tentang konstitusi
HiT pada 24 Desember 1946, yang dalam perundang-undangan

Belanda disebui Denpasar regeling, vang kempydian

2%0sman  Raliby, Documents Historica, Pn. Bulan
Bintang, Jakarta, 1953, hlm. 468, 470, dan 475. atay Ide
Anak Agung Gde Agung, op. git., hlm. 129-131.
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diperkuat dengan wett (undang-undang). Lembaga pemerintah
HIT terdiri dari badan Eksekutif (pemerintah dan menteri-
menteri), DPR Sementara, Senat Sementara, Komisaris
Mahkota bertindak sebagal penasehat dan pengawas agﬁr
hak-hak warganegara dijamin. Denpasar regeling mengalami
perubahan dalam konferensi Malino II pada bulan Mei 1948.
Sebagai presiden NIT terpilih Cokrode Gde Raka Sukawati.
Di bawahnya ada kabinet yang berkuasa dengan dukungan DPR
(sisten parlementer).2-8

Dalam buylan April 1847 dibentuk Dewan PRS. Utusan-
utusan dipilih dewan-dewan daerah disamping yang diangkat
oleh pemerintah Belanda. Dari MHalyku dikirim wutusan-
utusan oleh Dewan Haluku Selatan dan dewan Haluky Utara.
Dalam Dewan PRS inilah ide federalisme dilawan oleh
tokoh-tokoh vang wmenganut 1ide negara kesatuan attau
unitarisme. Suatu perjuangan parlementer diteruskan
sappai tahun 1949.%7

Waktu terjadi agresi militer Belanda ke 1II, kaum
pergerakan Maluku mengambil reaksi, dengan organisasi-
organisasi pergerakan mulai mengadakan gabungan-gabungan
agar dapat berjuang lebih tegas. Tidak lagi suatu negara
federal, akan tetapi negara Indonesia yang berdaulat

penuh. Dalam parlemen golongan progresif meningkatkan

26G. Moedjanto, Indonesis Ahad ke-20, Jilid II, Pn.
Kanisius, Yogyakarta, 1980, hlm. 60D.

273ohn A. Pattikayhatu, op. cit., hlm. 57.
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perjuangannya. Arnold Mononutu mendirikan Gabungan Per-
jJuangan Kemperdekaan Indonesia ((}APKI).28

Pada saat menjelang KHB Delegasi Belanda didukung
oleh pemerintah NIT dalam ysaha melemahkan posisi
Republik Indonesia dengan tindakan mendirim berita yang
dilakukan oleh MHenteri Sosial HNIT berbunyi sebagdai
berikut

“Di daerah Sulawesi Tengah pada khususnya, Indonesia

Timur pada ywmumnnya, tidak lagi ada. perlawayanan,

semua orang Republiken sudah tertawan dan seluruhnya

Rakyat NIT pada umumnya patuh kepada pemerintah.”

Untuk wmembuktikan ketidakbenaran berita itu maka
pejuang-pejuang Abdullah Riy, Andi Baso Rahim dengan
kawan-kawannya pada tanggal 29 Oktober 1949 segera menuju
Masamba (daerah Kabupaten Palopo sekarang)'untuk melepas-
kan Andi Atas bersama 40 orang kawannya ‘yang tertawan
oleh Belanda. Pasukan pejuang berhasil melepaskan semua
pejuang yang tertawan oleh Belanda malah dapat wmerampas
senjata dari pengawal penjara kemudian mereka menyerbu
kantor polisi Masamba dan merampas persenjataan di kantor
tersebut. Dalam waktu yang singkat praktis seluruh kota
Hasamba dapat diduduki oleh para pejuang dari divisi PKR
Luwu. Peristiwa ini dikenal dengan nama "Hasamba Affair”
dsan mewmpengaruhi syasana perundingan KMB di mana Belandsa
tak dapat menyangkal bahwa sebenarnys kekuatan Republik

dl Sulawesi masih tetap ada. Disusul pula peristiwa sksi

28134, him. 59.
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pasukan Resimen VII Divisi PKR Luwu cabang Sylawvesi
Tengah dipimpin oleh Abdul Latief Mangitung pada bulan
Desember 1949, menggempur dan mendydulki asrama EKNIL di
Pgso selama .3 x 24 jam kemucgian bertempur dengan polisi
Belanda di Poso. Pada peristiwa 1itu seorand pejuang
terluka kena tewbak dan 50 prang pasukan PKR tertawan.
Setelah penyerbuan ity pasukan pejuang kemudian wmengun-
durkan diri ke pedalaman.<Y

Perjuangan menentang bentyk federasi dan menuntut
Pembubayan NIT myncul pula di Svlawesi Utara dengan wadah
perjuangannya organisasi LRRI (Laskar Rakyat Repuyblik
Indaonesia) dan KRIS(Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi).
Juga telah diketahui bahwa dalam KENIL dan polisi NIT
sudah banyak yang secara diam-diam menjadi pro RI berkat
penggalangan dari para anggota LRRI untuyk polisi dan LFP
(Laskar Front Pemuda) untyk RNIL.30

Pada tanggal 8 Oktober 1849, para anggota KRIS Mina-
hasa wmengadakan pertemuan di Tondano untuk memperingati
hari lahirnya KRIS di Jawa. Para pemimpin pro' RI vang
hadir waktu itu ialah Bert Sypit, Sj. Taulu, Ompi, Hon-
ingka, L. Anes, N.Th. Rumajar, Ch. Talumikir (Letnan AURI
vang menyusup?, F. Runtynuwy, J.Watuseke, F. Tuyjuy dan

lain-lain. Pada wakty ity hadir pula J. Wajong yang baru

29 Bambang Suwondo, Seiarah Revolusi Kemerdekaan
Daerab Sulawesi Tengah, P & K, Jakarta, 1982, hlm. 128.

30pyg, Bambang Suwondo, $Seiarah Revolusi Kemerdekaan
Daerah Sulawesi Utara, P & K, Jakarta, 1983, hlm. 185.

-
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saja datang dari Yogyskarts vyang menjasbst selaku Wakil
Sekretaris/Sekretaris Jenderal Pemerintahan Propinsi
Sulawesl  dari pemerintah RI vang berkedudukan di
Yogyakarts {(berhubung Sulaswesi mesih dikuasai HWIT).

Acara peringastan itu manandakan raga solidaritas
dari KRIS di Yinshasa terhadap KRIS di Jawas vang samsa-
sama sebagsail barissn perjuangan melawan kekuatan Belanda.
Juga peristiva itu dirasakan sebagai tewmpat konsolidasi
keanggotaan oleh tokoh KRIS J. Wajong vang dalam katsa-
kata sambutannya, wewmbakar gemangat perjuangan KRIS
kinususnya gerilya pro RI di daerah ini. Beberapa di
antsra mereka sudsah disebuthan di  depan. Peranan mereka
amatlah bessr dalam menunjang perjuangan gerilya wmelawan
Belanda di  daerah ini. Antaranya dapat disebuthan Kapten
C. Mamahit vyang lebih dikenal sebadsai Tein Hawmshilit yang
ditugaskan oleh piwpinan LRRI F.H.L.W. Hondong untuk
menjabat selaku Komandsan Wilayah V LRRI Kakas-Remboken.
Pada tanggal 25 Oktober 1949, bersama sepasukan LRRI dari
Remboken, ia pergl menyerang kedudukan polisi HNIT di
Kakag .31

Uraiagn-uraian di &atas menunjukkan hepada hita bahwa
daril awal berdirinva NIT (Hegara Indonesis Timur) sampsai
menjelang akan diselenggarskannya KBM, selaly ditentang

dan dimusuhi oleh golongan-golongan yang tidak ingin ada

Siflpid., hlm. 186-187.
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di HIT, baik i1tu golongan militer manpun politik.
{Golongan-golongan ini wenawahkan dirinya golongan Pro-RI

(Republik Indonesia).
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BAB III
BERDIRINYA RIS

A. Latar Belakang Terbentuknya RIS

Konflik antara pemerintah RI dan BFO (Badan
Perwusyawarahan Federal) di saty pihak dan dengan
pemerintah Belanda dipihak lain, secara formal dapat
diakhiri dengan dilaksanakannya perundingan EKMB
(Ronferensi Heja Byndar). Dalam peryndingan KHMB pihak RI
waypun BFO wengirimkan wakil-wakil mereka masing-masing.
Sebelum KMB diselenggarakan telah diadakan terlebih
dahulu perundingan antara pemerintah RI dan BFO dengan
tujuan untuk dapat wmenghadapi pemerintah Belanda bersama-
sama dalapm perundingan KHB nanti.

Konferensi inter Indonesia (antara RI dan BFO)
diselenggarakan dalam dua konferensi. Konferensi pertama
diadakan - di Yogyakarta, pada tanggal 19 - 22 Juli 1949,
dengan menghasilkan suaty persetujyan antara lain menge-
nai: Pasal 1, nama negara adalah Republik Indonesia
Serikat (RIS), berdasarkan antara lain atas demokrasi dan
perserikatan; Pasal 2, bahwa dalam konstitusi sementara
RIS harus diterangkan dengan jelas, dari negara-negara

apa RIS ity terdiri.33

33 K.H.L. Tobing, Perjuangan Politik Bangsa Indone-
sia., EKHB, CV. Haji Hasagung, Jakarta, 1987, hlm. 151.
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Konferensi inter Indonesia yang kedypua diselenggara-
kan di Jakarta, pada tanggal 31 Juli - 2 Agustus 1949.
Konferensi ini menghasilkan suatu persetujyan, diantara-
nya adalah, Pasal II, bagian a, b dan c, berisi : a).
oleh kedua delegasi (RI & BFO) dibentuk sebuah panitia
teknik uyntuk wmerancang konstitusi sementara yang akan
berdasar atas persetujuan yang telah dicapal pada konfer-
ensi Inter Indonesia yang pertama dan kedua; b). Setelah
konstitusi sementara ity selesail dirancang, lalu dimaju-
kan kepada kedua delegasi di Den Haag sebagail wakil-yakil
dari negara-negara bagian RIS; c). Sesudah
diperundingkan, kalau pula dengan peruybahan atau
disetujul oleh kedya delegasi, maka rancangan tadi
diparaf oleh kedya delegdasi, maka rancangan tadi di paraf
oleh kedua delegasi atas nama pemerintahnya masing-
masing.34

Sebagai hasil dari perundingan antara delegasi
Republik, delegasi BFOQ, dan Nederland, waka tujuan dari
KHB ialah penjelesaian daripada persengketaan Indonesia
dan Belanda. KMB mencapai persetujuan tentang cara pen-
verahan kedaulatan yang sungguh, penyh dan tidak bersya-
rat kepada HNegara Republik Indonesia Serikat sesuai

dengan pokok-pokok persetujuan Renville.

34 Ipid, hlm. 158.
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Para pihak yang tyrpt serta dalam KHB berjanji untuk

berusaha sypaya KHB dapat dimulai sebelum tanggal 1 Aguys-

“tus 1949 dan diselesaikan di dalam wakty dua bulan sesu-

dah itu.

Para peserta berjanji untuk berysaha mengesahkan
persetujuan-persetujuan yang dihasilkan KMB ity di dalam
wakty enaw winggp sespdah KHPB selesai., Oleh karena itu
kedaulatan harus dapat diserahkan kepada NHegara Indonesia
Serikat seblum penghabisan tahyn 1949.35

Pada tanggal 23 Agustus 1949 Konperensi Meja Bundar
dibuka di Den Haag, bertempat di ryang Ridderzaal. Pada
tanggal 29 Oktober Konperensi ity selesai dan Konstitusi
Republik Indonesia Serikat di parap di Scheveningen.38

Pada akhirnya konferensi Meja Bundar ataun KHB dapat
selesai pada tanggal 2 Hopember 1948. Semua organisasi
dan partai politik di Indonesis menjadikan bulan MHopember
sibuk mewmbahas hasil KHMB. Tanggal 7 Desember 1948 RNIP
vang bertindak sebagai parlewmen Repuyblik Indonesia menga-
dakan rapat membahas hasil-hasil KHB. Selama 7 hari EKNIP

(Komite Nasional Indonesia Pysat) mengadakan‘rapat dengan

'perdebatan yang sengit. Hasil rapat, ENIP wmenerima EKHB

35 .
Hotogsgetardjo, Dokumen-deokumen KMB. Sebelum
Sesudah, dan Bembunbaraonva, Pn. Endang, Jakarta, 1856,
hlm. 98.

36 Moh. Hatta, Mem@ir, Pn. Tintamas, Jakarta, 1979,
him. 839.
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secara bulat setelah dilakukan veoting, 15 Desember
194937

Kepytusan KHB yvang paling penting adalah pengakuyan
kedaulatan Indonesia Serikat oleh Belanda. Pelaksanaan
pengakuan kedaulatan ini diselenggarakan pada tangggl 27~
Desember 1849 di Den Haag, negeri Belanda. Di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1949 Soekarno berpidato
menyatakan bahwa RIS telah terbentuk. |

Pada tanggal 16 Desember 1848 di Kepatihan
Yogyakarta dilakykan pemilihan Presiden R.I.S. ' yang
pertama oleh wakil-wakil Negara Bagian. Dengan suara
bulat Presiden Soekarno dipilih sebagai Presiden R.I.S.
vang pertama. Penobatan Presiden R.I.S. dilakykan di
Bangsal Sitinggil Yogyakarta.

Pada tanggal 19 Desember 1949 Kabinet R.I.S.

dibentuk dan tersysun sebagai berikut

Perdana Menteri : Drs.Mohammad Hatta

Henteeri Luar Negeri : Drs.Hohammad Hatta

Menteri Pertahanan : Sultan Hamengkubuwono IX
Menteri Dalam Hegeri : Ide Anak Agung Gde Agung.
Henteri Keuangan : Mr. Sjafruddin Prawiranegara
Henteri Perekonomian : Ir. DJjuanda.

Henteri Perhubungan dan

Pekerjaan Umum : Ir. Laoh

37 K.M.L. tobing, Ihid, hlm. 231-232.
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Henteri Kehakigan : Prof. Mr. Sgoepomp
Henteri P. dan K. : dr. Abu Hanifah.

Henteri Kesehatan ' : dr. J. Leimens.

Henteri Perburuhan : Hr. Wilopa

Henteri Sesial : Mr. Kosasih Prywanegara.
Menteri Agdama : K.H. Wahid Hasyim.
Henteri Penerangan : A. Honenytu

Menteri Negara : Sultan Hawid Algadri II.

Hr. Hoh. Roen
dr. Soeparno.38
Pada tanggal 27 Desewmber, Hr Asaat disumpah sebagai

pejabat sementara Presiden Repyblik Indonesia di Yogya-
karta, dan Prawoto Hangkysasmito sebagai wakil Ketua
K.N.P. Pada tanggal itu pula ada penyerahan Kedauylatan
di Awmsterdam, Penyerahan kedaylatan dari Belanda kepada
Indonesia. Di Jakarta Penyerahan kedaylatan Belanda dari
Lovink kepadé Sri Sultan Hamenghkubuwono IX sebagai wakil
(RIS). Di Yogya Penyerahan kedaulatan Repyblik Indonesia

kepada Reppblik Indgnesia Serikat.aS

B. Reaksi Tgr@gﬂgp Negara RIS

Berbagai'reaksi muncyl atas berdirinya negara Repyb-

lik Indonesia Serikat. Bangsa Indonesai terbagi menjadi

3B Moh Hatta, gp.gik, hlm. 5B1.
38 Notoscetardjo, ap.git, hlm. 54.
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dua kubu, vaitu golongan pra atay setuju dengan berdiri-

nya RIS yang sering disebut pula sebagai golongan federa-

lis. Golongan kedua yaitu golongan kontra terhadap RIS

dan menghendaki kembali ke negara Kesatuan Republik

Indonesia yang sering disebut sebagal golongan ynifaris.

Hanya dalap waktu 6 minggu nasib RIS sebagai vyang

ditentykan oleh EKHMB tidak diganggy gugat. Sesudah itu

maka suara-suara yang menghendaki kembali HKRI timbyl dan

makin lama makin santer.

Banyak peninjau asing menganggap perubahan ke NEKRI

sebagai suatu hal yang tidak perlu tergesa-gesa.

menurut Prof.

Tetapi.
Kahin dari Amerika (yang sangat bersimpati
kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia) kembalinya RIS

ke NKRI sebagai syaty hal yang wajar dan sehat. Jika RIS

dibiarkan hidup terus secara politis dan spsial-

psikologis bisa wmenimbylkan keadaan yang tidak sehat.

BAngsa Indgonesia menilai bhentyk federasi sebagai warisan

penjajah vang dimaksud yntyk dapat mempertahankan

pengaruhnya di Indonesia. Bahkan federasi adalah cara

vang ditempuh Belanda untuyk merintangi perjuangan

kemerdekaan. Di

sapping ity mempertahankan RIS berarti

pula mempertahankan posisi banyak creng Indonesia pro-

Jelanda vang hanya mewmentingkan kepentingan sendiri serta

.1dak mendapalt dukyngan rakyat.40

40

G. MWoedjanto, M.A., Ipdopnssia Abad ke 20,
ilid II,

1988, Pn. Ranisiys, Yogyakarta, hlm. 69.
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Presiden RIS (Ir. Spekarno) merypakan salah satu
orang yang tidak senang Indonesia menjadi negara federal.
Pandangan beliay ini sudah ada Jauh sebeluym KHB
dilgksanakan. Hal ity nampak seperti pernyataan beliay
sehabis penandatgnganan persetuyjuan Linggarjati, beliau

mengatakan bahwa

Saat inilah pokok pangkal timbul guntur dan tauyfan.
Sesungguhpun peringatan akan hujan petir masih
menyala-nvyala di dalam dada setiap orang, akan
tetapi oleh karena kaami sangat memerlukan waktu
untuk bernapas kuterigalah gagasan Hegara Indpnesia
Serikat sebagai taktik untuk beberapa waktyu. Aku
menyadari bahwa perundingan tawar-menawar - ini
akhirnya akan memakan habis masa yang reda dari ady
kekuatan ini dan mengembalikan kamil kepada cita-~cita
dasar, vyaity saty repyblik yang berdaulat, mereka
prenuh dan berbentuk negara kegatyan.

Dan ia katakan pula Belanda terlalu banyak

nemasang perangkap sehinggda ?kan tidak mungkin
memegang ycapan-uycapan mereka.4 .
Dalam KHMB penyesuaian diri kepada Hollands denkeu
inil disyahkan dengan jalan penyusunan UUD yang baru,
Nah, begitulah jadinya kami tertipu. Begitu pula,
ketika mereka mengusulkan sistem multi partai !yang
liberal, kamipun menganggukkan kepala. 2

Di daserah luar jawa ketidak puasan juga muncul di
kalangan rakyat dan organisasi politik. Di NTT khususnya,
di daerah Haluku. Dalam bulan Nopember 1949, parlemen NTT
menerima persetujuan KMB. Tetapi GAPKI, gerakan gabungan
politik Maluku magih menganggapnya sebagai suatu penye-

lesaian sementara.43

41 cindy, Adams, gp. gif. hlm 360.

42 1hid., hlm. 393.
43 John. A. Pattikayhatu, op,. cik, hlm. 39,
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Walaupun wmenurut konstitysi RIS keduduykan Hatta
sebagail Perdana Henteri lebih dowminan daripada Sukarno,
Tetapi Sykarno mempunyal prestise dan daya tarik yang
kuat dimata rakyat daripada kepagda Hatta., Sebagal gdamba-
ran pada akhir tahun 1848 pgopularitas Sukarno sangat
menonjol, orang-orang kota dan desa di wilayah BFO dan
Repyblik dengan banggda memasang gambarnya di dinding
rumah mereka dan banyak orang menyanjung di mana ia pergi
mengadakan kunjungan,44 Di daiam pandangan dari presiden
Sukarno bentuk federasi mendorong timbulnya sifat regio-
nalisme. Dalam kunjungannya ke berbagai daerah pada tahun
1950 1ia disambut dengan gelombang perasaan nasionalisame
vang luar biasga, bagil Sukarno pada pokeknya ia mengingin-
kan pembubaran Negara RIS. (39)

Dilihat dari lintasan sejarah, maka dapat dikatakan
Sukaarno melakykan suatu manuver politik. Syatu hal vyang
tidak dapat diingkari bahwa pada dasarnya Sukarno Jjuga
ikut wmendukyng berdirinya negara Repuyblik Indponesia
Serika (RIS), hal ini nampak dalam pidatenya pada tanggal
17 Agustus 1948. Sukarno nampak mendukung. kebijaksanaan
Hatta; Sunkarno mengatakan, bahwa: |

Persetujuan Renille tidak lebih daripada dasar untuk

menyelesaikan soal Indonesia, vang menjadi

persengketaan antara kita dengan Belanda.

Penyelenggaraan persetpjuan Renville itu tak lain
melainkan wmeratakan Jalan yntuk mencapai selekas-

44 Yerbert Feirt, The Declinge of Constilusional
Democracy "In Indengsia, Itaca, Cornell University, New
York, 1962, hlm. 51.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

36

lekasnya terbentuknya negara Republik Indonesia yang
merdeka dan berdaulat. Dari mulai sekarang titik
berat perjuangan kita harus dialihkan dari
mempertahankan Republik semata-mata kepada
pembentykan MNegara Indonesia Serikat yang merdeka
dan berdaulat yang meggadi cita-cita dan tujuan
bangsa kita selama ini.

Reaksi pro dan kontra terhadap RIS terjadi pula .di
daerah HIT. Hanya golongan Republikein yang merasa tidak
puas terhadap lahirnya RIS, sehingga timbullah 2 kelompok
di wilayah NIT yaitu , aliran Upifaris vang menghendaki
bubatnya WIT dan kembalinya HNegara Kesatuan @ Republik
Indonesia sesuail Proklamasi 17 Agustus 1949. Sementara
lainnya aliran fgderalis, ingin RIS tetap hidup, begitn
pula NIT.48

Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak puas
dengan bentuk federasi hasil KMB. Ketidakpuasan itu
kemudian diwnjudkan dalam bentuk tuntutan agar negara-
negara begitu bersatu dendan RI atay RIS dilikuidasi.
Pemimpin-pemimpin RI dan orang-orang RI yang duduk di
pusat menanggdapi keinginan mereka secara positif dan
terang-terangan, sehinggda keinginan bergabuyng dengan RI
dan melebur RIS menjadi wmakin keras, terlebih—lebih

setelah tentara Belanda ditarik mundur dari negara—neéara

-

45 Moch Said, Pedoman Untuk nelgksanaksn Amanat
Penderitaan  Rakvak, II, Permata, (Kumpulan Pidato
Proklamasi Soekarno), Surabaya, hlm. 1469.

4% Bambang Suwondo, dkk., Sejarah Revolusi Kemerde-
kaan DRaerah Sulauwesi Tengah, P&K, Jakarta, 1982. hlm.
129.
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bagian dan politisi-pplitisi di negara-negara bagian yang
ditahan karena pro RI dibebaskan.

Redudukan golongan Pro RIS (federalis) menjadi lebih
buruk karena di antara mereka ada yang berlaku Bahat
terhadap RIS sendiri. Di antara mereka ini terdapat
Sultan Hamid dari kalimantan Barat yang menjabat MHenteri
Negara. Ia bersekongkol dengan Westerling, pembantai
rakyat di Sulawesi Selatan, yang dengan APRAnya yang
berkekuatan kira-kira 800 tentara, hendak menolong Hamid
untuk membuynuh Henteri Pertahanan, Syltan Yogya, Sekreta-
ris Jenderal EKementerian tersebut, Ali Budiharjo dan
Kepala Stsf Angkatan Perang, Kolonel Simatupang. APRA
adalah singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil.

Petualangan Westerling dimulai di Bandung, 1ibukota
negara Paasunda, pada bulan Januari 195Q0. Tetapi situasi
egera daapt dikuasai. Karena itu rakyat Jawa Barat merasa
enggan untuk mempertahankan kelangsungan RIS. Rakyat
menuyntut dibubarkannya pemerintahan HEgara Pasundan.
Untuk menanggapi keinginan vrvakyat pemerintah RIS
mengeluarkan uyndang-uyndang daryrat pada 8 Febryari.
Dengad undang-undang daryrat itu pemerintah Pasundan di
bawah Wali HNegara (Presiden) Wiranatakusumah, harus
menverahkan kekuasaannya kepada Komisaris Hegara (RIS),
Sewaka. |

Apa  yang terjadi di Pasundan kemudian diikuti oleh
Sumatera Selakan. DPR Sumatera Selatan pada 10 Februari

memutuskan untuk menyerahkan kekuyasaan kepada pemerintah
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pusat RIS di Jakarta,. Negara-negara lain kemudian menyu-
sul, tetapi kebanyakan cenderung untuk bergabung dengan

RI daripada dengan RIS sendiri.47

Tuntutan-tuntutan rakyat membuyat negara-negara
bagian meleburkan diri bergabung dengan RI. Bersatunya
kembali ke RI juga dikarenakan wibawa pemerintah RIS

hilang sebab gelombang protes yang besar di masyarakat.
Setelah negara-negara bagian melebur diri ke RI, tinggal-
lah tiga negara yang belum bersatu, yaitu Negara Republik
Indonesia, Negara Indonesia Timyr, HNegara Symatera
Timur .48

Salah satu pendapat yang mendukung kembalinya RIS ke
NKRI, antara lain datang dari Wr. Hoh Yamin yang tidak
berpartai. Belliau seorang yang sangal disegani dan diakui
sebagai seorang yang pintar.Dikatakannya keuntungan yang
kita dapat dengan hasil KHB adalah kesewmpatan yang kita
dapat untuk membentuk suatu natie Indonesia.

Hembicarakan bentuk negara apakah wmenurut paham
federalisme atau unitarisme, Yamin mengatakan, bahwa
federalisme adalah mahal bilayanya, sedangkan yntuk itu
harus banyak kita pakal zijpe excellenties yang di Neder-

land, kini hargdanva sudah gedevalyerd. Yamin berkata

-

47 ¢ Hoedjanto, aop. ¢it., hlm. 70.

48 Jopeniarto, S.H., Dejarah Betatanegarasn RI, Pn.
Juni Aksara, Jakarta, 1980, hlm. 70.
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bahwa unitarisme sangat murah biayanya. Ia menganjurkan
supaya kita wmemilih Unitarisme dalam menyusun negara
kita.

Hengenai kanstitusi Yamin mengatakan bahwa kita
hanya dengan tiga konstitysi saja kelak, guna mencapai
tujuan kita selaras dengan proklamasi Indonesia merdeka,
sedang untyk itu berbagai negara lainnya seperti Inggris,
Perancis menggunakan lebih banyak konstitusi,

Akhirnya Yamin berkata;

Akhirnya saya percaya, bahwa RIS adalah alat
rakyat uqtug berjuang melaksana&gn cita-cita, dan
proklamasi kita pada tahun 1945.

Kecaman-kecaman terhadap hasil KMB dan pembentukan
“"Republik Indonesia Serikat”™, hadir di mana-mana, khusus-
nya mereka yang selama ini bekerja di lingkungan HNegara
Republik Indpnesia (RI). Sejak bulan Desember 1949‘ kaum
Republiken merasa sangat khawatir, karena banyaknya
negara bagian yang muncyl. Sejak sebelywm KHB wmencapai
persetujuan, kaum Repybliken telah bertekad bulat meng-
hancurkan sistem Ffederalisme yang telah terbentuk di
Indonesia. Hamun niat mereka itu: mereka tutup-tutupi,
kekhawatiran pokeok mereka adalah khawatir bila sistem

federal akan lama sekall yntuk dihancyrkan dan kembali ke

49 surat Kabar, Heqara, J1. Schutterij, MHanadt, Pn.
Yayasan MHenara, Hakasar, tanggal 17 Desewmber 1949. hlam.

2.
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“Negara Kesgtuan", seperti waktu proklamasi 17 Agustus
1945 90

Peluang untuk memylal perjuangannya, akhirnya
didapat oleh kelompok Republiken di Jawa. Syatu peristiwa
di Bandung yang memakan hanak korban dan sangat mempkul
bangsa Indonesia, telah memberi angin segar bagi kaum
Republiken guna menarik simpati rakyat, menggerakkan
massa rakyat, guna mengikuti pandangan kaum Republiken,
untuk kewmbali ke nedgara kesatuan sesyal proklamasi 17
Agustus 1840.

Pasukan APRA pimpinan Westerling mulai "menunjukkan
siapa diri wmwereka yang sebenarnya, pada tanggal 23
Januari 1950, dengan kekuatan 500 orang menyerang dan
nembunyh segkitar 80 prang prajurit reguler di Bandung.
Kota itu mereka dudyki pula. Keesokan hari satpan-satuan
Siliwvangi merebut kembali ibukota Pasuyndan itu, tapi
tidak dapat menghancurkﬁn APRA. Hari berikutnya APRA
dengan Westerling mengacay Keota Jakarta dan mencoba
menangkapi anggota-anggota kabinet federal, membunuh
Sultan Hamengku Buwono IX ¢an Sipatupang. Gerakan pasukan
APRA dan rencananya di Jakarta dapat digagalkan o¢leh
pasukan Siliwangi vang siaga dipinggir kota. Tak lama
pasukan APRA dapat dibuat berantakan coleh pasukan TNI.

Pemimpin pasukan APRA (Westerling) dengan mudah menyela-

— N— =

0 Robert Bridson Cribb, Gejolak Revolusi di Jakarta
1945-1949, Pn. PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1990,
him. 196.
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matkan diri dan lari dari Indonesia dengan naik pesawat
terhang Belanda.51

Peristiwa di Ibykota negara Pasyndan (Bandung)
berakibat jauh terhadap kelangsungan hidup negara 1itu,
dan ini berarti awal kemenangan kaym Repuybliken. Tindakan
Westering bersama APRAnya, membuat rakyat marah dan
menuntut dibubarkannya negsra-negara Jawa Timpr dan
Pasundan. Didalam DPR juga timbul suara—suara‘guna diby-
barkannya negara Pasundan dan Jawa Timnr. Padé tanggal 11
Januyari 1980, tyntytan ity mylai dibicarakan oleh pémer—
intah RIS. Serta HMenteri Dalam Hegeri mulai menyiapkan
rencana Undang-undang pemerintah federal, yang wmengatur
masalah pembybaran sesustu negara hagian, seperti yang
dimaksudkan pasal 43 dan 44 UUD RIS. Rencana Undang-
undang dari Henteri Dalam Negeri itu akan diajukan ke
sidang Parlemen RIS yang akan dimulai pada awal bulan
Februari.52

Tuntutan pembubaran negara bagian.tersebut kemudian
diikuti pula oleh negara Hadura. MHadura lewat DPRnya
mengambil keputusan untuyk membybarkan negara Hadyra. Dari

Pamekasan telah dikabarkan bahwa dalam raparnya pada

CRENNTIA Sundhaussen, -Rgliilh Militer Indonesia.
1945-1987, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 92-93.

2 Surat Kabar, Harian Indongsia Bandung, Bandung,
Grote- Postweg Oost 53, Post Box Ho. 169, tanggal 13-11-
1980, hlim. 1.
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tanggal 10-1-1950, DPR negara Hadura telah melangsungkan
membentuk spatuy panitia untuk segera mengadakan perundin-
gan dengan pemerintah pysat (RIS) byat tercapainya pemby-
baran negara Hadura. Juyga hendak wmengajukan suaty reso-
lusi mendesak dibentuknya negara Kesatuyan Indonesia,
seperti waktu proklamasi 17 Agustuys 1945. Sebagal alasan
pembubaran negara Madura sebab negara ini sudah nyata
tidak dapat mewmbiayai adwinistrasinya sebagai sebuah
negara .3

Gerakan menentang sistem federal (pemerintahan RIS)
ini Jjuga wyncul di daerah luar pylay Jawa. DPi daerah
Sumatera Selatan, terdengar suaranva, bahwa dalam sidang
istimewanya DPRS NSS (Negara Sumatera SElatan) pada
tanggal 2 Januyari 1950, wmenerima suaty resolusi hasil

sidang dengan suara bulat, sidang mepytuskan untuk;

(1) Henghendaki dibubarkannya Negara Sumatera
Selatan (NSS).

(2) Heneolak dimasukkannya daerah-daerah TBa& ke
dalam NSS.

(3) Dempkratisasi serigg di DPRS NSS.

(4) Bubarkan DPR3S NSS.

Hal-hal di atas, merupakan berbagai contoh kongkrit

reaksi rakyat dan beberapa pemimpin serta orang terkemuka

93 Ipid, tanggal 14-1-1950, hlm. 1.

°¢  syrat Kabar, Pikiran Rakyat, Pn. Pikiran Rakyat
Palemwbang, Palembang, tanggal 3 Februari 1950, hlm. 1.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

di masyarakat, atas berubahnya Indonesia dari suatu
negara kesatuan Republik Indonesia, menjadi suaty negara
federal dengan nama Republik Indanesia Serikat. Pergola-
kan dimasa pemerintahan RIS, merupakan suatu pergolakan
pertentangan antara tekad kembali ke Hegara Kesatuan
Republik Indonesia, serta tekad ingin Indonesia tetap
menjadi negara serikat (RIS5) kehendak membubarkan negara-
negara bagian, merupakan suatu bukti, mereka menentang
sistemn federalisme, dan menginginkan kembali ke negara
kesatuan.

Kecaman-kecaman terhadap hasil KMB dan pembentukan
“"Republik Indonesia Serikat”, hadir di  mana-mana,
kthususnya mereka yang selama ini bekerja di lingkungan
Negara Republik Indonesia (RI). Sejak bhulan Desember 1949
kaum Republiken merasa sangat khawatir, karena banyaknya
negara-negara bagian yang muncyl. Sejak sebelum KUB
mencapali persetujuan, kaum Republiken telah bertekad
bulat nenghancurkan sistem Ffederalisme vang telah
terbentuk di Indonesia. Namun niat mereka ituy, mereka
tutup-tutupi, kekhawatiran pokok mereka adalah khawatir
bila sistewm federal akan lama sekali untuk dihancyrkan

dan kembali ke "Hegara Kesatuan"”, seperti waktu proklama-

si 17 Agustys 1945.55

S9Robert Bridson Cribb, Geiolak Revolusi di Jakarta
1245-1943, Pn. PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1990,
him. 196.
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Peluang untuk memulal perjyangannya, akhirnya

didapat oleh kelpmpok Republiken di Jawa. Suatu peristiwa
di Bandung yang memakan banak korban dan sangat memukul
bangsa Indenesia, telah memberi angin segar bagi kanm
Republiken guna menarik simpati rakyat, menggerakkan
massa rakyat, guna mengikpti pandangan kaum Republiken,
untuk kembali ke negara kesatuan sesuwail proklamasi 17
Agustus 1845.
Akan bom waktu yang pertama yang ditinggalkan oleh
Belanda. Kapten Westerling beserta anak buahnya (KNIL) di
Bandung memproklamasikan dirinya sebagai "Ratu Adil™.-
Tujuannya adalah mewmpertahankan sistem federal, serta
melindungli orang-orang Sunda terhadap hegemoni Jawa.
Westerling membentuk pasukan, "Legium Ratuy Adil", vyang
tan Porang Ratu Adi (APRA) dan minta diakui sebagal
kepolisian resmi dari negara ditolak oleh pemerintah
pusat (RIS).

Pasukan APRA mulai menunjukkan gsiapa diri mereka
vang sebenarnya. APRA dengan pemimpinnya Westerling pada
tanggal 23 Januari 1950, dengan kekuatan‘ 500 orang
menyerang dan membunuh sekitar 80 orang prajurit reguler
di Bendung. Kota itu mereka duddki pila. Keesolan hari
satyan-satuan Siliwangi merebuyt kembali ibukota Pagundan
itu, tapi tidak dapat menghancurkan APRA. Hari berikutnya
APRA dengan Westerling mengacan Kota Jakarta dan mencoba

menangkapl anggota-anggota kabinebt federal, membunuh
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Sultan Hamenghky Buwono IX dan Simatupang. Gerakan pasukan
APRA dan rencananya di Jakarta dapat digsagalkan oleh
pasykan Siliwangi vyang siaga dipinggir kota. Tak lama
pasukan APRA dapat dibuat berantakan oleh pasykan THI.
Pemimpin pasukan APRA (Westerling) dengan mudah
menyelamatkan diri dan lari dari Indonesia dengan naik
pesawat terbang Belanda.56

Peristiwa di Ibukota negara Pasundan (Bandung)
berakibat jauh terhadap kelangsungan hidup negara itu,
dan ini berarti awal kemenangan kaum Republiken. Tindakan
Westering Dbersama APRAnya, wmembuat rakyat marah dan’
menuntut  dibubarkannya negara-negara Jawa Timur dan
Pasundan. Didalam DPR Jjuga timbul suara-suara guna
dibubarkannya negara Pasundan dan Jawa Tiwmur. Pada
tanggal 11 Januari 1950, tuyntutan ity mulai dibicarakan
vleh pemerintah RIS. Serta Henteri Palam Hegeri wmulai
menyiapkan rencana Undang-undang pemerintah federal, yang
mengatur masalah pembubaran sesyatu negara bagian,
seperti vang dimaksudkan pasal 43 dan 44 UUD RIS. Rencana
Undang-undang dari Henteri Dalam Negeri itu akan diajukan
ke sidang Parlemen RIS yang akan dimulai pada awal bulan

97

Februari.

"Osundhaussen, Bglikik Wiliter Indonegia, 1945-
1987, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 92-93.

“"Media HMassa, Harizn Indonesia, tanggal 13-11-
1950, hlm. 1.
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Tuntuytan pembybaran negara bagian tersebut,
kemudian diikyti pula oleh negara Madura. Madyra lewat
DPRnya mengambil keputusan wuyntyk wembubarkan negara
Hadura. Dari Pamekasan telah dikabarkan bahwa dalam

raparnya pada tanggal 10-1-1850, DPR negara Madura telah

membentuk suatu panitia untuk segdera mengadakan
perundingdan dengan pemerintah pysat (RIS) buat
Lercapainya pembubaran negara Madyra. Juga hendak

mengajukan suatu resolusi mendesak dibentuknya negara
Resatuan Indonesia, seperti waktu proklamasi 17 Agustus
1945. Sebagai alasan pembubaran negara Hadura sebab
negara ini sudah nyvata tidak dapat membiayai administra-
sinya sebagai sebuah negara.58

Gerakan menentang sistem federal (pemerintahan RIS3)
inl juga muncul di daerah luar pulau Jawa. Di daerah
Sumatera Selatan, terdengar suaranya, bahwa dalam sidang
istimewanya DPFRS N353 (Hegara Sumatera SElatan) pada
tanggal 2 Januari 1950, menerima syatu resolusi hasil
sidang dengan suara bulat, sidang memutuskan untulk;

(1) Henghendaki dibubarkannya Negara Sumatera
Selatan (HSS).

(2) Henolak dimasukkannya daerah-daerah 1lain ke
dalam HSS.

{3) Demokratigasi serigg di DPRS HNS35.

(4) Bubarkan DPRS HSS.

—

B1bid, tanggal 14-1-1950, hlm. 1.

59Hedia Hassa, Bikirap Rakyvat, Pn. Pikiran Rakyat
Palembang, Palembang, tanggal 3 Febryari 1950, hlm. 1.
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Hal-hal di atas, merupakan berbagai contoh kongkrit
reaksi rakyvat dan beberapa pemimpin serta orang terkemuka
di wmasyarakat, atas herubahnya Indonesia dari suatu
negara kesatyan Republik Indonesia, menjadi suatu negara
federal dengan nama Republik Indonesia Serikat.
Pergolakan dimasa pemerintahan RIS, meruvpakan suatu
pergolakan pertentangan antara tekad kembali ke HNegara
Kesatuan Repuplik Indonesia, serta tekad ingin Indonesia
tetap menjadi negara serikat (RIS) kehendak membubarkan
negara-negara bagian, wmerypakan syaty bukti, mereka
menentang sistem federalisme, dan menginginkan kembali ke

negara kesatuan.
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BAB IV
PROSES MENUJU NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

A. Usaha Rakyat NIT Menyatukan Diri

Indonesia pada masa Proklamasi 17 Agustus 1945,
hingga masa pemerintahan RIS meruypakan suatu masa untuk
menghilangkan segala sesuatu vang bersifat kolonialisme
(terutama dari penjajahan Relanda). Masa 1itu disebut

sebagal proses dekolonisasi yang berlangsung hinggs' 15

Agustus 1962, wvyaitu hari Nieuw Guinea (Irian Barat)
menyatakan lepas dari Indonesia atau Jadi negara
&0

sendiri.

Sebagian besar kelompok-kelompok di Indonesisa
Timur juga mempunyal anggapan bahwa pengaruh
kolonialisme belumlah hilang di Indonesia Timur.
Pada tanggal 16 Febryari 1850, Front Resatuan

Nasional Indonesia mengadakan rapat umum, yang
diadakan di Gedung Flora MHanadg. Dihadiri oleh
anggota Front Kesatuan Hasional Indonesia vang
beranggotakan : Barisan Hasional Indonesia, Gerakan
Indonesia MHerdeka, Partai Syareat Islam Indonesisa,
Hasyumi, Gabungan Pemuda Indonesia, Persatuan
Pekerja Indonesia, dan Gabungan Buruh Sulawesi

Utara, vyang dihadiri oleh 1.200 orang antara lain
utusan-utusan dari partai-partal dan perserikatan-
perserikatan : Pemakat, Dewan Islawm Sangir Talande,
Penyelenggara Kebutuhan rakyat, Serikat Buruh
Coprafonds dan utusan pres : mimbar buruh, Sepakat,
Kemudi, Rebenaran (Goroantalo), Pembela, Sinar
Herdeka, Suara P.%ll.l, Pikiran Rakyat, MHenara,
Sekata, dan Antarsa.

50snit, Dekelonisasi Indonesia, Pustaka @ Azet,
Jakarta, 1986, hlm. 11.

8lsurat Kabar, Mepara. op. cit, hlm. 1.

AR
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Pertemuan yang dihadiri 11 partai, ditambah 11
media massa (Press) ity mendapat perhatian yang banyak
dari rakyat Indonesia Timur. Dalam rapat telah tercapail

suatu kesepaksatan bulat, yang isinya, yaity : menimbang,

(1) PBahwa NIT dibentuk oleh Belanda sebagal siasat
untuk memblokir RI (2) Bahwa waktu pembentukan HIT
itu rakyat tak dibolehkan mendengarkan suaranya
dengan bebas, (3) Bahwa wmenimbang keamanan baik
batin maupun lahir akan baru sempurna Jjika APRIS
vang berintikan THI telah ada di Indonesia Timuar.
Naka rapat memutuskan mendesak pemerintah HIT, agar
(1) supaya pemerintah NIT selekas munghkin akan
menyerahkan mandatnya kepada RIS supaya selekas
mungkin RI kesatwan dapat dibentuk atas dasar
kerakyatan.
(2) Selekas mungkin agar supaya sudah ditempatkan di
Indonesia Timur umumnya dan Hinahasa khususnya,
APRIS yang berinti TNI.

Dalam penjelasannya menteri penerangan Doko
yang ada di Minahasa dengan para pemnimpin-pemimpin
partai-partai.beliay mengatakan bahwa hal ini sudah
Lentu saja terserah kepada kehendak rakyat seluruh
NIT, Jjika rakyat wmemang menghendaki demikian, maka
tentang penyerahan mandat kepada RIS, tidak boleh
pemeg%ntah HNIT sekarang ini mempertahan kedudukan-
nya.=#®

Konferensi vang diselenggarakan di Hanado tersebut
pada bulan Februari, menunjukkan pada kita, sebagian
besar rakyat HIT menginginkan terjadinya integrasi negara
tersebut kedalam negara RI. Banyaknya peserta vang
mewakili berbagal organisasi dan media massa menunjukkan

keinginan yang kuat, ditambah dengan dukungan massa

rakyat. Pemerintah NIT sendiri dengan diwakili menteri

521hid., hlm. 1.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penerangan I.H. Doko denan jelas menegaskan semua tergan-
tung pada kehendak rakyat. Hal itu membuyat pertentangan
golongan unitaris dan federalis mylai nampak di NIT.

Segala pergolakan politik vang terjadi di Jawa,
Hadura dan Sumatera, ditambah wmunculnya APRA dengan
Westerling, serta pembubaran beberapa negara bagian
seperti Pasyndan, telah wmembuat rakyat HNIT menjadi
gelisah dan sempa penganut golongan repupliken, juga di
Hakasar mulai berani bergolak lebih tegas wenuntyut NIT
dibubarkan. Perkembangan yang dspat mengancam ketertiban
dan keamanan ymum terasa di Hakasar, hingga kabinet
Tatengkeng mendambil keputusan ﬁelarang adanya demonstra-
si dari masing-masing golongan tersebyt. Suyasana pertik-
aian 1nl semakin bergelora menjelang hendak dibukanya
sidang DPR NIT .83

Perjuangan menumbangkan HIT juga tymbuh di Sulawesi
Utara, vaity kekuatan-kekuatan pro. RI yang menghendaki
timbulnya Hegara Kesatuan, seperti BNI, KRIS, dan 1lain-
lain. Di dalam sidang-sidang DPR Hinahasa sejak bulan
Maret 1948 sampai 1950, senantuiasa mendesak agar dewan
bentukan Belanda itu menyatakan diri lepas dari HIT dan
bergabung dengan BEKRI. Tokoh-tokoh Pro-RI ini antar lain,
H.B. Tumbel (Jjuru bicaranya), M. Sondakh, R.M.A. DFhlan,

Q.F. Pua. D1 Sulawesi Utara, di daerah Bolaang mangondow,

53anak Agyng Gde Agung, op. git, hlm. 704.
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takyat membentyk organisasi politik dan perjuangan, yaitu

organisasi-organisai, seperti
PSII, PNI, GIN, KERWANT, (Kerukunan Wanita
Indonesia), PERGINDO (Persatuan Guruw Indonesia),
PERPIBOH (Persatuan Pegawai Indonesia Bolaang
Hongondauw), SERBIBOHM (Serikat Buruh Indonesia
Bolaang Mongondouw), SIAP Kaum Tukang (SIKAT), PPI
(Pasukan Pemuda Indonesia), Laskar Rakyat Bolaang
Hongondpuw, SPK (Serikat Pegawai Kesehatan), KPN
(Kesatuan Pemuda Hasehi), dan sebagainya. Mereka ini
melakukan kegiatan memperjyuangkan Negara Kesatuan,
vang nyata sekali terutama pada tahun 195 saal
untuk melikuidir NIT dan bergabung dengan RI.

Sunda Kecil bagian dari NIT, menurut T.R. 'Lobo,
seorang anggota parlemen RIS yang berasal Sunda Kecil,
menjelaskan para kaum progresif maupun yang konservatif.
Hereka vyang konservatif menghendaki lebih suka tetap
negara federal. Kelompok progresif, berpendapat supaya
negara bagiannya digabungkan dengan RI. Kelompok bertiga
vaitu diantara progresif dan konservatif berpandangan,
mulai merasakan mahalnya federalisme, dan lebih suka
bergabung, tetapi hendaknya penggabungan itu, Jjanganlah
merupakan jalan lewat paksaan. Relompok ketiga ini memp-
ertanyakan bila sudah tergabung denéan RI, apakah alat-
alat yang ada di RI sudah cukyp guna menjamin kemakmuran

dan kesejahtersan rakyat, terutama termasuk pula di Sunda

Kecil.Bd

®4sunondo, Sulawesi Utara. op. gif, hlm. 190-191.

85Kabar, Yarte Indongsia, Senen No. 37, Jakarta,
1950, tanggal 20-2-19380, hlm. 1.
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Pada tanggal 22-2-1950, di Makasar telah dilantik
suatu parlemen baru oleh presiden Sykawati. Kesibuykan
para anggota nampak jelas, bukan persiapan kerja, namun
sibuk mencari-cari teman yang sepaham, mengatur serta
menjalankan siasat. Tokoh-tokoh myncul, seperti  Bung
Henki (H. Rondonuwu) dari partail Kedaulatan Rakyat, dan
Bung Lanto (Lanto Dg Pasewang) yang merypakan salah seo-
rangg pelopopr PHI dimasa Westerling di Sulawesi Selatan
vang dulu dibuang di Serpi. Hereka ity sibuk mengatur
perjuangan para pro-RRI, vyang berminat berjuang dii
parlemen. Dari mereka lahirlah kelompok Fraksi RKesatuan
yvang nanti merupakan fraksi vyang berani wmembubarkan
Negara Indanesia Timur, sebagal "negara"”. Henurut harian
surat kabar Menara, untuk sementara rakyat puas, dengan
pergantian parlemen tersebut dan sudah saatnya rakyat
menuntut di bubarkannya NIT.S'8

Relompok-kelompok organisasi yang menginginkan
integrasi NIT ke Hegara Kesatuan Republik Indonesia, juga
terdapat di daerah Lombok. Kaum pro-RI, pada awal Maret
(8 MHaret 1950) yang dipelopori front nasional yang ber-
anggotakan dari PIR (Partai Indonesia raya), MHasyumi,
Pargindo (Partai Guru Indonesia), dan lain-lain
perkumpulan, telah mengajukan syaty resolusi te;hadap

pemerintah NIT dan RI$ yang resalusi itu, berbunyi

66 sbar Henara. ap. cit, tanggal 22-2-1950, hlm. 1.
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(1) Hendesak keadatangan APRIS yang berintikan TNI
ke HNIT

(2) Pembubaran NIT dan menuntut dibentuknya Negara
Resatyan,

(3) Serta semua gawatan diserahkan kepada
bangsa Indonesia.

Suatu tindakan yang tidak dewpkratis dan memaksakan
pendapat, dengan ancaman senjata api siap meletus, telah
dilakukan o¢leh kaum penganut faham federalisme terhadap
para anggota parlemen seorang demi seorang. Hal ity
terjadi beberapa hari setelah parlemen bary diresmikan.
Pemimpin kabinet Perdana HMenteri Diapari sampai sering
jatuh sakit, karena berbagai kesulitan di kabinet.

Dari kaum Republiken didesak untuk membubarkan NIT
dan 1leburkan diri dalam Negara Kesatuan RI, sedang
dari kauym reaksioner Twapr¢g, (Twaalfde Propinsi)
dipimpin oleh Mawikere, Persatyan Timur Besar (PTB)
dipimpin oleh Pollypessy ‘Lima Serangkai’” di Timor
dipimpin oleh F.W. nmacare, yang terang-terang
didalangi oleh Belanda dengan KNIL dan kaki
tangannya wmenghendaki pembentykan Hegara Indonesia

Timur yang merdeka dan berdaulat dalam ikatan
Kerajaan ‘Gropt Hederland’.

Anggota-anggota KNIL didalangi olehsgelanda mengada-
kan tindakan terror dan intimidasi.

Tindakan pemaksaan-pemaksaan, banyak dilakukan oleh
anggota KNIL dibantu KL yang dihasut oleh Belanda (kelom-
pok federalis tersebut di atas).Hal ity berakibat banyak
andgota parlemen, antara lain yang berasal dari Timor,

Sumba, Flores melarikan diri kembali ke tempat asal

871hid, tanggal 8 Maret 1950, hlm. 1.

681 4. Doko, gp. cit, hlm. 240.
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masing-masing. Salah satyu contoh, pada awal Haret 1850,
seorang. Sersan Hayor KNIL, suku Ambon berusaha memaksa
Henteri Doko (seorang pemippin parlemen dan anggota
pemerintahan) dengan meletakkan senjatanya yang larasnya
tepat ditujukan kepada Dako. Ia menuntut agar NIT diprok-
lamasikan wmenjadi nedara merdeks, berdaulat lepas dari
RIS, dan t 60.000 anggata KNIL yang ada di MHakasar,
Hinahasa, Awmbon dan Timer, siap berdiri dibelakang pemer-
intah NIT. . NHamun pada akhirnya anggota KHIL tersebut
dapat disadarkan oleh Doko, yang mengatakan bahwa keipgi-
nan rakyat harus disatukan lewat Dewaan Perwhkilan Rakyat
(DPR). Dan belian memberi contoh, bahwa baik Twapro,
begitu pula PTB dan Lima Serangkai tidak.berhasil menda-
patkan sebuah korsipun dalam parlemen HIT. Dan mengenai
bantuan luar negeri, sehabis perang dunia ke II pada
umumnya dunia masih bosan berperang.” Dan apa saudara
mau Jadi "pion” negara asing guna kepentingan mereka 2?7
Haka Sersan itu minta maaf dan mohon pentunjuk apa yang
sebaiknya dilakukan KNIL. Supaya masuk ke APRIS-lah vyang
disarankan pleh Menteri Dokg. Dan beberapa hari setelah
itu datang wartawatil Perancis menemui menteril Doko diru-
mahnya. Wartawan itu wmenanyakan, "mengapa NIT tidak
berdiri saja menjadil negara sendiri lepas dari RIS ?2°
Henteri Doko mengatakan bahwa

Cita-cita rakyat Indonesia sejak dulu dan hingga

kini tetap wmenginginkan HNegara Kesatuan, dan

berdirinya negdara-negara bagian, termasuk NIT
hanyalah sebagai alat dan bukan sebagai tujuan
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(medium untuk datang kepada pembentukan negara
kesatuan Republik Indonesia sespail Proklamasi). Dan
kami dengan sekuyat tenaga kami akan terus berusaha
mencapai cita-cita perjuangan kami, yaitu mewmbentuk
Negara Republik Kesatuan Indanesia dari Sabang
sanpai Meranke."”
Pertentangan antara golongan federalis dan unitaris
di Sulawesi Selatan, terutama di Hakasar pada awal 'bulan
Maret 1950, semakin berkobar dan gawat. Para kelompok
pemuda dijalan-~-jalan mylai menyatakan sikap mereka menen-
tang terus berdirinya NIT. Hereks menuntut kepada pemer-
intah HIT wuntuk diperbolehkan mengadakan demonstrasi
secara besar-besaran. Gejolak menuntut pembubaran Negara
Indonesia Timuyr semakin bersemangat. Setelah wmendengar
pemerintah RIS mengeluarkan syatu undang-undang darurat
vang mengatur pembubaran suatu negar bagian, yang dike-
luarkan pada tanggal 2 Haret 18950. Pada akhirnya karena
desakan yang keras dari golongan unitaris, maka pemerin-
tah NIT pada tanggal 16 Maret 1950, membatalkan keputusan
kabinet Tatengkeng wmelarang adanya demonstrasi. Rabinet
Diapari yang memplai tugasnya pada tanggal 14 Haret 1850
tidak wmampu lagil membendung gerakan massa yang 1ingin
demonstrasi. Kaum wunitaris kemudian mengadakaﬁ demonstra-
51 secara hesar-bhesaran pada Langgal 17 Maret 1950 di

Hakagasr. Demonstrasi itu diikuti oleh puluhan ribu pemudsa

dan rakyat yang menuntut Negara Indonesia Timur dibubar-

891@11, I.H. Doko, hlm. 241-246.
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kan. Serta mengajukan mosi ke Badan Perwakilan Rakyat
agar badan tersebut membubarkan Hegara Indonesia Timur.
Mosi yang dipeloporo Fraksi Kesatyan Hasional dan Fraksi
Indonesia, dibacakan oleh Lanto Daeng Pasewang (ketua
Fraksi Kesatpan Nasional) pada tanggal 22 Haret 1850 di
depan rapat Badan Perwakilan rakyat, yang bunyinya antara
lain

"Memperhatikan,

Bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan

pada tanggal 17 Adustus 1845 adalah negara ¢iptaan

rakyat Indonesia selurphnya, dan sebagainya,

"Memytuskan,

Hendesak dengan sangat Pemerintah Hegara Indonesia

Timur supaya Hegara Indonesia Timur segera

dibubarkan dan digabungkan pada Negar Republik

Indonesia.

Pemerintah NIT memberi tanggapan dengan
mengdeluarkan hasil-hasil pembangynan selama tiga tahun
vang dinilaai cukup berhasil, sebagai bukti bahwa NIT
layak untuk tetap berdiri sebagai negara.70

Perjuangan untuk mewujudkan Hegara Kesatuan seperti
pada waktu proklamasi 17 AGustus 18945 yang secara Jelas
dan terang-terangan terjadi di daerah Sulawesi Tengah,
dimana telah didirikan suatu pemerintahan darurat daerah
REpublik Indonesia Palu pada tanggal 19 Haret 1950, dan

pucuk pimpinan dipimpin oleh Tjatjo Idjazah, sedanghan

anggota Dewan Pemerintahan terdiri dari kepala-~kepals

70Ide Anak Agung Gde Agung, oQp. c¢it, hlm. 714-716.
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distrik wilayah Palu. DPengan KNI (Kowmite - Nasional
Indonesia) sebgagai badan legislatif dan BKR (Badan
Keamanan Rakyat) sebagai Dewan pewmerintah daerah RI
darurat di Paly. DAn sebagal penjada keamanan, diserahkan
kepada penuda yang bersenjata sebagai APRI darurat yang
berjumlah satu batalyen, dan ditempatkan dalam satu
markas. Tugas penjaga keamanan pemerintah daryrat
Republik . Indaonesia ini, diambil dari anggota poligi HNIT
atas persetujuan bersawa dengan pimpinannya memakai ban
lengkap putih bercap PRI (Polisi Republik Indonesia)
pada lengan baju dinasnya sebelah kiri. Inspektyr
penbanty Lumewa dan Awandatn sebagal komandannya dan R.
Soengkawo sebadgai Komandan BEKR, dengan wakilnya Hamzah
Sanusi. Pemevintahan darurat Repuyblik Indonesia di Palu
ini, mempunyail suysunan anggota pemerintahan, sebagai
berikut (1) Ketya KNI dipegang oleh I Made Geria dan
beranggotakan wakil-wakil partail politik dan tenaga ahli
dari pemerintah (kepala-kepala jawatan) (2) Kepala staf
BER dipegang H. Djaruddin Abdullah, (3) Keuangan oleh H.

o

Yunys Sanusi, (4) Publikasi oleh Horas Siregar dan H.A.
Inca Makka. Dibantu oleh Perwani (Persatuan Wanita

Indonesio) yang bertugsess pokok di dapur umum (konsumsi

buat BRKR). Zifat dan corak pemerintahan ini jelas sangat
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nasionalis dan bercita-cita membentuk Hegara Kesatyan,
dengan saty negara, vaitu Republik Indonesia.71

Sementara diseluruh Negara Indonesia Timur berbagai
gerakan yntuk menghancurkan negar 1itu oleh rakyatnya
sendiri, suvaty sandiwara lucu yang berupa suatu tipu
muslihat agar NIT mendirikan nedara lepas dari RIS
dilakukan aleh Belanda, dengan mencoba memancing emosi
orang-orang penting oleh Kolpnel Schotburg (georang
pemimpin Angkatan Bersenjata Belanda di Hakasar)
mengirimkan syaty kawvat berita kepada pemerintah NIT pada
tanggal 2§ Maret 1950 yang isinya bahwa APRIS telah
mengirimkan pasukan-pasukan bersenjata yang kuat dengan
beberapa kapal pengangkut dari berbagai pelabuhan di Jawa
menpju ke NIT.

Berita vang jelas -jelas bermaksud mengadu donmba
antara NIT dan pemerintah puysaat (RIS) tersebut, ternyata
berhasil membyat orang-orang WIT kalang kabut dan bin-
gung. Sidang Istimewa diadakan presiden Sukawati tanggal
25 Maret 1930 itu Jjuga. Beberapa orang setuju untuk
memproklamasikan NIT Jjadi negara lepas dari RIS. Akan
tetapi karena sikap bijaksana dari menteri Doko dan
menteri Dr. D.P. Taihitu maka tindaﬁan tersebut "dapat
Jitunda, bahkan rapat kabinet ity akan diulang lagi,

setelah pemerintah HIT mendapatkan informasi berita vyang

718ambang Suwondo, Sulawesi Tengah. ap. @ik, hlm.
136-137, R
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Jelas dan benar. Guna nmencapai hal tersebut, maka menteri
Doko dikirim ke Jakarta untuk mendapatkan berita vyang
benar. Setibanya di Jakarta, Doko segera menemuyli menteri
dalam negeri Anak Agung Gde Agung, yang hanya tertawa
saja mandengar pertanyaan Doko. Akhirnya setelah Alnak
Agung, Doko dan EKepala Perwakilan Pemerintah HNIT di
Jakarta ( J. Tahiya), mencek semua media massa dan setiap
pelabuhan dari Tanjung Priok, Cirebon, Pekalongan, Sema-
rang, Surabaya, Probolinggo, Banyuwangi ternyata tak ada
kapal APRIS satupun vang akan pergi ke HIT. HMenteri Doko
selanjutnya kembali ke Hegara Indonesia Timur, disambut
para anggota kabinet, dan mereka semua akhirnya sadar,
telah ditipu oleh Belanda lewat kolonel Schotburg. Se-
hingga menetapkan tidak lagi berniat memproklamasikan NIT
lepas dari RIS, ?eristiwa inipun hanya wenjadi bahan
tertavwaan dan ejekan saja, baik di HIT maupun di RIS. Dan
hanya berakibat kelompok unitarys semakin lantang berbi-
cara.’?

Perbuatan yang memaluykan yang telah dilakukan oleh
kelompok federal dengan mencoba menipu pemerintah NIT dan
mereka gagal serta mendapat malu, belum membuat nyali
(tekad) mereka mengendor. Usaha mereka kemudian mencontoh
kaum wnitaris yaitu mengadakan demonstrasi besar-besaran.

Rencana itu akan dilakukan pada tanggal 26 Haret 1950,

70
[

“I.H. Doko, gp. «it, hlm. 240-251.
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sebagal unjuk rasa, bahwa mereka ingin mampertahankan

prinsip federalisme dan tetap berdirinya Hegara Indonesia

Timru. Kelompok unitaris di kota Makasar dan sekitarnya

tidak mau mengambil sikap berdiam diri. Beberapa hari
sebelum dan semalam sebelum demonstrasi dilakukan,
kelompok wunitaris melakukan tindakan teror di Kota
Makasar dengan menembakkan senapan mereka beberapa kalil
di tempat tertentu. Intimidasi juga dilakukan terhadap
para tokoh federalis, seperti telah dilemparkan granat
didepan rumah anak MHassarappi. MHelihat keadaan itu,
kabinet Diapari mengeluarkan pernyataan kaum federalis
dilarang melakukan demonstrasi, sebab dikhawatirkan akan
terjadi swuatu pertuwmpahan darah. Pernyataan itp ditaati
kelompok federalis, sehingga gagalah rencana demgnstrasi
tersebut. '3

Pertentangan antara aliran federalis dan unitaris
semakin meruncing setelah kegagalan nsaha demosntras kaum
federal vyang dikacaukan dengan insiden bersenjata oleh
para penganut unitaris. Di dalam parlemen pertentangan
tersebut berpengaruh pula. Hingga untuk sedikit kelompok
unitaris vang duduk didalam bangku parlemen, khususnya
fraksi kesatuan Nasional pada tanggal 25 Haret 1950 untuk

sementara Negara Indonesia Timur. Beberapa hari kemudian

kaum federal diwakili fraksi Nasional progresif untuk itu

73Ide Anak Agung Gde Agung, op. cit, hlm. 722-723.
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juga sementara waktu menarik pula mosinya untuk memperta-
hankan Negara Indaonesia Timur. 4

Berlainan dengan situasi di dalam parlemen. Diluar
parlemen keadaan pertentangan kedua golongan tetap mer-
uncing. Rakyat tetap terus menyatakan hasratnya untuk
membubarkan Yegara Indonesia Timur dengan Jjalan tetap

terus berdemonstrasi, yaitu dengan cara

Beberapa tempat dipedalaman Suylawesi oleh partai-
partai politik dilangsungkan demonstrasi menuntut
pembubaran HNIT. Demonstrasi itu mendapat sambutan
hangat dari rakyat, ternyata Jjumlah vyang turut
dalamnya; Pare pare oleh 45.0Q00 orang. Kalopo oleh
104.000 orang, Djeneponmto aleh $0.000 orang, sedang
di Limbung «qleh 20.000 orang. Dalam demonstrasi-
demgnstrasi itu vang bermaksud sama, antara lain
terdapat semboyan, "Sukawati serahkan mandat kembalil

kepada RI, buygrkan HIT masuk REpublik Indonesia”,
dan lain-lain.

Situasi negara yang semakin kacaw dan tak menentu,
membuat pemerintah NIT memutuskan menyelenggarakan acara
premandangan umum anggota Badan Perwakilan Rakyat,  vang
diselenggarakan mulai dari tanggal 27 Haret 1950, sampai
permulaan bulan April 1950. Didalam acara pemandangan
umum vang banyak berbicara adalah kelompok fraksi
Resatuan lasional. Dalam setiap Pidato pokok pidato

selalu divlang-ulang sekitar tuntutan pembubaran, yaitu

"dgurat Kabar , Harian Umum tanggal 29 Haret. 1950,
hlm. 2, kolom 5.

751hid, hlm. 2, kolom 5.
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Tema selalu mnendesak agar Hegara Inconesia Timur
dibubarkan dan digabungkan ke dalam Hegara Republik
Indonesia, dan oleh karena Kabinet Diapari menentang
pendirian tersebut, maka Kabinet Diapari diharap
mengundurkan diri ¢oleh karena :

(1) Susunan kebinet tidak dapat disetujui, sebab
tidak berdasarkan kerakyatan.

(2) Asas politik pemerintah yang federalistis vyang
bertentangan dengan aliran yang telah berkembang
dan menjadi idam-idaman rakyat, yang didambaha-
kan utuk membubarkan NHegara Indonesia Timur dan
menggaggngkannya ke dalam negara Republik Indo-
nesia.,

Kanm unitaris guna mencapai maksud dan tujuan
mereka membubarkan dan menggabungkan NIT kedalam HNegara
RI, mereka perjuangkan hingga (i Jakarta (Pusat

pemerintahan RIS). Rombongan pimpinan Andi Gappa telah

pergi ke Jakarta menerangkan situasi dan keadaan di HIT

dan meminta pemerintah federal (RIS) tyrut campur dalam

membereskan masalah pertentangan dua faham yang terjadi
di UWNegara Indaonesia Timur. Andi Gappa menjelaskan hahwa
dengan perasaan tanggung jawab sepenuhnya sebagai wakil
rakyat yang memperhatikan setiap kepentingan rakyat dan

negara, maka Andi Gappa menyatakan bahwa di Negara

" Indonesia Timur (NIT) elemen feodal dan kolonial masih

mempengaruhi masyarakat banyak di NIT. - Andi Gappa

‘menambahkan penjelasan bahwa

Program kabinet Dbertentangan dengan acara-acara
partai-partai politik. Politik beberapa orang disapa
merupakan bela negara, padahal dikatakan ~bahwa
negara wenghormati dasar demokrasi. Hanai Sophiaan
menambah keterangan Andi Gappa dengan beberapa

78Ide Anak Agung Gde Agung, gop. cit, hlm. 724,
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kenyataan yang pernah dialami dan disaksikannya
sendiri waktun mengadakan perjalanan keliling NIT
NIT tidak wmengenal keadaan perang atau bahaya,

tetapi disana tidak ada kemerdekaan bersuara,
menurut pembicara ketika mengunjungi HNIT Polisi
Hegara menduduki semnua gedung pemerintah,
Demonstrasi-demonstrasi dilarang dan sebelun
mengagekan rapat orang harus minta izin lebih
dulu.

Rakyat dan para pemimpin daerah serta partai-partai
pergerakan di Sulawesi Tengah turut berjuang menumbangkan
Negara Indonesia Timur. Diawal buian April 1950 para
pemimpin pergerakan ﬁnitaris di Sulawesi Tengah, seperti
Horas Siregar, Ince Makka, M. DJ. Abdullah (orang
Biromaru) dan Haji H. Yoto Daeng Pawindu D.S. MHereka
berempat menemui rajs Palu Tjatjo Idjazah, guna membuat
suatu mosi tuntutan dJdibubarkannya NHIT dan diwujudkannya
suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti waktu
proklamasi 17 Agustus 1945.Pada tanggal 2 April 1950
konsep pernyataan selesai dibuat dan akhirnya pada tang-
gal 3 April 1850, dikirimlah kawat kepada wakil Sulawesi
Tengah dalam parlemen HIT di Hakasar (Ujung Pandang),
berbunyi -

"Inade Geria/Binol DPR Empres hotel Makasar.

Kami partei-partei pergerakan Sulawesi Tengah di

Palu koma Tawaeli koma Wani koma Donggala dan Sigi

Dolo terdiri dari 29 partei koma memutuskan setuju

dan menyokong adanya gerakan embubaran HNIT dengan
segera dan terbentuknya negara kesatuan RIS  titik

7Tsurat Kabar Harian Umum. op, cit, tanggal 30
Haret 1950, hlm. 1. '
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hbs. ”IP@EI" Paly 3 April 19850 ttd Rambing -
Abdullah.

Perjuangan H. Dj. Abdullah, I Hade Geria, Raja Palu-
Tjatjo Idjazah dan kawan-kawan dilanjuytkan oleh mereka
di tanggal 30 April 1950. Untuk mwmempercepat pembubaran
NIT, di tanggal tersebut diadakan rapat dirumah Tjatjo
Idjazah, vang dihadiri oleh wuynsyr pemerintah dan
kepolisian, para anggota parlemen NIT wakil dari Sulawesi
Tengah. dan anggota DPR daerah dan wakil organisasi
“"Isteri Sedar” Hy. A.H. Siregar. Hasil rapat secara
aklamasi menyatakan mendukung dgn mempertahankan 1isi
kawat wyang pernah dikirim pada tanggal 3 April 1950.
Rapat memutyskan mengirim P.A. Rambing menemui raja-raja
Donggala, Tawaeli, ©Sigi Dolo, Kulawi, dan Parigi agar
mendukung dan ikuyt berjuang wmempertanggungjawabkan isi
kawat 3 April 1850. Oleh para tgkoh-tokoh itu diputuékan
pula agar meminta pemerintah pusat (RIS) secepatnya
mengirim pasukan TNI dari Jawa .9

Berbagai «cara dilakukan rakyat dan kaym unitaris
untuk mengalah kaum federal. Usaha yang dilakukan untuk
menghancurkan HNegara Indanesia Timyr, telah dilaksanakan
lewat berbagai jalan, baik secara halus (lewat parlemen)

maypun kasar dengan suatu kekuatan senjata.

783apbang Suwondo, Sulamesi Tengah. op. git, hlm.
133.

791hid, hlm. 133-134.
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B. Peranan Pemperintah Puysat dan RI

Repyblik Indonesia Serikat berdasarkzn isi perse-
tujuan KMB (Ronferensi Heja Bundar), walaupun di
dalamnya RIS mengakuil étruktur federal y=2ng didirikan
oleh Belanda (serta mencakyp pula rencana konstitysi
RIS), tetapi pengakuan kedaulatan itu suatu pengakyan
tidak bersyarat, maka dengan demikian bangsa Indonesia
tidak ada yang melarang bila melakukan suatu perubahan
struktur dan bentuk negara Indonesia dikemudian hari.SP

Didalam RIS suatu Panitia Persiapan Nasiognal
telah dibentuk vyang beranggotakan uaki;-wakil dari
Republik dan BF0O. Beberapa keputusan diawbil oleh panitia
tersebut, yaitu MHenteri Pertahanan RIS, Sri Sultan
Hamengkubquho IX, akan bertanggungjawab mengenai
masalah-masalah keamanan negara dan bangsa Indonesia. Sri

Sultan dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kolenel

AH. Nasution, mengangkat dan menemnpatkan segQrang
Komandan Pasuykan THNI di setiap negara bagian, guna
memangku jabatan sebagai "Gubernur Hiliter", Untuk
keperluan tersebut, Sri Syltan dan Kolonel A.H. Nasution

kemudian mengunjungi ibukota ke-15 negara bagian yang ada
di Indonesia dan meresmikan berdirinya Gubernur MHiliter

di masing-masing negara bagian. Kamandan Pasukan TNI yang

80Barbara Sillars Harvey, Pemberontakan Kahar
Mnzakkar. DRari Tradisi ke RI/TII, Pn. P.T. Pustaka Utama
Grafiti, Jakarta, 1988, hlm. 153,
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menjadi Gubernyr Hiliter, memiliki tugas bertangEUng&wab
atas terpeliharanya keamanan dan ketertibzn di negara
bagian tersebyt. Serta bertugas menerim=: penyerahan
kekuasaan dari pasukan KL dan KNIL yang aza di negara
bagian itu. Sesuai dengan persetujwan KHB, maka pasukan-
pasukan KL akan dikembalikan ke negeri Belanda. Pasukan
RNIL akan ikut pylang ke Belanda atau di demobilisasikan
di Indonesia ataw mereka dimasukkan sebagai bagian
anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
(aprIs). 8!

Orang-orang bangsa Indonesia banyak pula yang sangat
kegewa pada perubahan bentuk negara yang pada .mulanya
negara kesatyan, lalu menjadi negara federal (serikat).
Dulun hanya ada satu negara bagi bangsa Indonesia, yaitu
Republik Indonesia, namun kini menjadi ada 16 negara
walaupun herada dalam satu naungan negara federal RIS.

Kelompok vang ingin kembalinya Indonesia menjadi
negara kesatuan Republik Indonesia, disebuyt kaum
unitaris. Satw penganut faham ynitaris adalah para
pemimpin negara Republik Indonesia yang berdomisili di
kota Yogyakarta mereka berjuang untyk kembalinya
Indonesia menjadi negara "kesatuan" . Pada waktu

pembentukan program kabinetnya, pada tanggal 21 Januari

®la 0. MNasution, Sejarah Periugngan HNasional di
bidang Berseniata, Pn Buku Mega, Jakarta, 1966, hlm. 161-
162 |
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1850, RI memasukkan perjuangan yntuk mencapal negara
kesatuan menjadi salah satu program kabinetnya. Dengan
persetujuan selyruh partai politik, wmaka RI dengan
presidenya Mr. Asaat, salah saty programnnya adalsh
meneruskan perjuangan untpk mencapai syatu negara
"kesatuan" kembali, sesuai proklamasi 17 Agustus 1949,
dengan wiayahnya mencakup seluruh kepulauwan Indonesia.82

| Program kabinet negara Republik Indonesia yang ada
di Yogyakarta itu, tidak hanya dijalankan saja oleh peme-
rintah RI, tetapi juga oleh rakyat negara RI dan usaha-
usaha penyebaran ide-ide peerwujydan negara kesatuyan,
oleh pemimpin yang sudah puynya nama dan berpengaruh,
seprti Mr. Moh Yamin dan Syahrir. Pendapat dan ide
Syahrir tentang pembentukan negara kesatuan dimpat di
dalam harian "Indonesia Bandyng", yang antara lain
mengatakan bahwa RI hasil proklamasi 17 Agustus 1943,
memiliki daya yang lebih kuyat dari pada RIs, karena
merupakan | hasil perjuangan nyata bangsa Indonesia
sendiri.’ Syahrir berpendapat bahwa RI 1layak untuk
dipelihara dan dipertahankan eksistensinya, bahkan harus
dikembalikan sebagai pemerintahan tunggal di Indonesia.
Mr. Moh Yamin, sendiri berencana akan keliling Indonesia

untuk menjelaskan arti dan pentingnya unitarisme. Para

823urat Kabar, Harisn Indgqngsia, Bandung, hlm. 1,
kolom 2.
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penganut paham ynitaris ini yakin bahwa pada saat ini
kekuatan pro-perjuangan pemhentykan negara wesatuyan baruy
sedang giat dilaksanakan di mana—mana.83

Pihak pemerintah -Reppblik Indpnesia Serikat,
golongan pro-unitaris, datang dari presiden RIS sendiri,
Ir. Siekarno. Memang tidak secara terang terangan
presiden Soekarng wmenyatakan sikapnya yang meneﬁtang
terhadap sistem federal (serikat), namun. sikap tidak
senangnya terhadap sistem federal, sering nawmpak dalan
setiap pidatonya, pidatonya, semenjak tahun 1948 hingga
1850.

Di dalam pidatonmya pada tanggal 17 Agustus 1948,

presiden Soegkarng, antara lain mengatakan, bahwa

Pemerintah Republik vyang mengenal semangat ’
rakyat dan kesetiaan rakyat kepada republik percaya
Ltahkan 1lebih dari percaya, mengetahui bahwa Jjika
diadakan plebisit (pewmungutan suara) 1ity, rakyat
tidak boleh tidak sebagian besar tentu akan memilih
Republik. Tentu tidak a@ay pula memilih sesuyatu
negara bikinan ataw anjyran Belanda. Kalau masa
peralihan yang wmestinya berarti peralihan ke NIS
vang berdaulat maw dijadikannya wmasa pengembalian
pena. Hindia Belanda yang sedia kala. Laly tentang
bentuknya NIS, kecuali sudah barang tentu tentang
soal negara-negara bagian yang tiap-tiap oprang,
telah mengetahul apa yang dikehendaki Belanda tidak
terlalu besar perbedaan faham. Rypanya orang Belanda
mengerti Juga bahwa soal ini terytaa sekali adalah
soal orang Indonesia dan orang Indonegia, bukan soal
orang Indonesia dengan ¢orang Belanda.

al M " -

831hid., hlm. 1, kolom 1.

844och Said, op.git, hlm 1466-1474.
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Federalisme pada awal sejarahnya memang Belanda vyang
membentuk terutama Negara Indonesia Timur. Negara itu
didirikan dengan terbunuhnya 40.000 Jiwa rakyat Sulaweéi
Selatan (Makasar). Belanda saat ity, algojonya bernama
Westerling seorang Belanda, pemimpin pasukan Belanda di
Hakasar. Ia telah memerintahkan menyiksa sekejam-kejamnya
rakyat Sulawesi Selatan dan mewbunuh mereka satu persatu
secara perlahan-lahan (dengan siksaan terlebih dulu).
Tindakan yang sudah dilyar kewajaran ity (bisa disamakan
tindakan binatang) tidak lain adalah guna memadamkan
semangat perlawanan rakyat dan kaym gerilyawan melawan
Belanda (Gyna memadamkan semangat yntuk merdeka berdiri
di atas kaki sendiri). Untuk tujuan itu Westerling
melakukan perbuatan di luar batas kemanuysiaan, Syamsudin
Lubis dalam bukunya "Sulawesi Selatan", menjelaskan,

bahwa

Tidak ada yang pencegah penyembelihan besar
vang dilakukan Westerling, sebelum berdiri Negara
Indonesia Timur. MHelihat perkembangan keadaan di
Sulawesi 1itu dapat pula dikatakan, bahwa Belanda
sengaja melakukan kekejaman luar biasa ity untuk
menakutkan rakyat dan membunuh perlawanannya guna
menegakkan negara boneka Indonesia Timur diatasnya.
Pengorbanan itu tak luput dari analisa gahwa mereka
mati karena adanya revolusi dan N.I.T.8

Peristiwa-peristiwa pembantaian, agresi militer I,

1T dan setiap perundingan yang gagal atau selalu

Sssyamsudln Lubis‘ S_mH_m S_m_t&n, Pn. Anallisa,
Jakarta, 1954, hlm. 95-g9g3.
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diingkari oleh pihak Beglanda membuat para t.koh-tokoh dan
pemimpin nasional seperti Bung Karno, Moﬁ Yzmin, Syahrir
tidak perrcaya bahwa penjajah (Belanda) akan membawa
kebahagiaan dan kesejahteraan Indonesia.  Federalisma
merupakan elemen dan sesyaty hasil cipltaan penjajah
(Belanda) dan dari awal memang bukan gita-cita dari para
penimpin nasional kita, seperti: Ir. Scoekarno, Hatta,
Soebardja, dan lain-lain (terutgma mereka yang ikut
berjasa terselengdaranya proklamasi 17 Agustus 1945).
Seorang vyang ikut Dberusaha menggulingkan sistem
federalisme adalah, Ir. Scekarno presiden RIS sendiri.
Soekarno dalam salah satu pidatonya pada tangga} 1
Agustys 1948, mengatakan, bahwa
Pandangan kami terhadap negara-negara di 1luar

Republik tidak berubah. Kami tetap berpegangan
kepada falsafah III1 Linggarjati, bahwa HNIS akan

terdiri atas tiga negara, yaituy Repyblik,
Kalimantan, dan Indonesia Timur. Saudara-saydara di
Kalimantan dan Indonesia Timur ity tetap kita
pandang sebagai saudara-saydara sebangsa. Namuyn

begitu, saya minta perhatian dari saudara-saudara di
luar Republik itu, supaya mengerti henar-benar akan

duduknya perjuyangan kami ini. Kami mempertahankan
repulik, kami berjuang mati-matian untyk memelihara
kedudukan Repuyblik ity, ... sehenarnya bhukan semata-
mata mewmpertahankan republik-an sich. Akan tetapi
perjuangan kami mempertahankan Repyblik itu berarti
memperjuangkan modal perjuwangannya seluruh bangsa
Indunesia, mempertahankan suatu pokok jaminan bagi
pelaksanaan Negara Hasional Indonesia, Rumah
pengayoman bagi seluryh bangsa Indonesia  vyang
70.000.000. Republik adalah penjelmaan, perwujudan,
konkretisasi dari <cita-cita kemerdekaan seluruh
rakyat Indonesia, Republik ibarat pewmegang amanat
atas modal tersebut tetapi kewajiban memeliharanya
sebagai modal perjnangan, terletaklah diatas ‘pundak
seluruh bhangsa Indonesia. Tidak saja terletak di
atas pundak rakyat di Jawa, Sumatera, dan 'Madura
tetapi Jjuga tLerletak di atas pundak mereka, hai
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saudara-saudara di Kalimantan, Sulawesil, kepulauan
Sunda~kecil, MYalyku dan Irian !. Harilah . kita
mempertahankan Republik ini bersama-sama ! Kita
tidak wempertahankan Republik ini untyk ‘Republik.
Kita mempertahankan Republik ini sebagail milik
bersama, sebagai modal bersapa, sebagal alat bersama
untuk menegakkan, "Rumah kemerdekaan dan kejayaan
seluyruh Nusa dan Bangsa, ... sebagai bentengsbersama

[

dari perjuangan besar seluruh Indonesiaz !".

Berdasarkan pidato itu, amatlah Jz2las sekali
Presiden Republik Indanesia Serikat, menghendaki
pemerintahan vang ia pimpin sendiri haruys dikarenakan dan
diganti dengan republik seperti vang telah ia
proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 145. Dalanm vsalah
satu pidatonya yangd lain pada tanggal 17 Agdustus 1949,
bebterapa bulan sebelum RIS terbentuk (4 bulan
sebelumnnya), presiden Soekarno mengatakan bahwa

Revolusi MNasional kita belum selesai, Jjauh
belum selesai. Revgluysi Hasional kita itu haryus kita

teruskan, sedang kita feruskan, akan kita teruskan
sampai jauh sesudah berdirinya RIS Revolusi Nasional
itn harys kita teruskan ! Politik mwmemecah belah

vang dimyglai Van Hook semenjak 1846 untuk memisahkan
Republik dari pemuka-pemuka bangsa Indonesia di luat
darah Republik, mencapailah salah satu kulminasinya
dengan berupa konperensi Bandung. Dualismenya
politik Belanda pada waktu itu sungguh berjalan di
segala lapangan mereka mengadakan dua perundingan !
saty dengan Republik satu lagi dengan pemuka-pemuka
di luar Repuyblik. Semenjak ity timbullah 1itu dua
istilah vyang dipergunakan wuyntuk memisahkan kita

antara kita istilah "Republik” dan istilah
"Federalisme”. Tak dapat kita menamakan Politik
semacaw inli selain daripada politik dual}stis.
Politik berunding sambil mencaba memperlemah
kedpndykan lawan berunding, di atas lapangan politik,
di atas lapangan ekonomis, di atas lapangan
militer !.

853aid, ap. cit., hlm. 1486-1487.
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Maka masuklah kita ke dalam saty halaman
sejarah, yang amat sedih bagi Republik. Hatiky masih
gemetar, kalay saja ingat halaman ity. Sebab, apa
vang hendak saya ceritakan adalah ceritanya suatuy
negara yang hampir-hampir saja tenggelam, karena
merobek~robek dadanya sendiri. Dan blokade ekononmi
vang laksana 1lilitan wuylar makin lapan, makin
menyekek leher Republik ity, makin lama pakin
menykarkan perekonomian rakyat. Aduhai Hegara kita
terkena cpbaan berat. Ia kena cobaan bencana. Dadaku
sesak kalau aku ingat melapetaka yang diperbuat oleh
bangsaky sendiri ini. Kelpar, Republik menghadapi
kepungan politis, sepuah ekonomis, kepyngan wmilter.
Ke dalam menghadapi bencana perang saudara. Rakyat

Republik, Republikeinnen ! Senantiasa peganglah
sebagai bundelan hatimy, bahwa kanu mempunyai
kewajiban tetap dalam memelopori - perjvangan

kemerdekaan kita sekarang dan dalam faase yang
baharu wnanti. Ingatlah bahya kamy kamulah yang
nelopori proklamasi kemerdekaan 1ini, dan bahwa
kamulah telah bersumpah di dalanm hati untuk
melaksanakan isi proklamasi itu. .
Kita belum hidup di dalam sinar bhulan yang

purnama, kita wasih hidup di wasa pancarpba,
tetaplah bersemangat elang-radjawali !. Ya sesudah
RIS nané% tercapal tetaplah semangat elang-
rajawali.

Presiden Socekarnc tidak hanva memberi pendapatnya
mengenai Kketidaksesuaian beliay pada sistenm fedefal
(RIS), namun dalam pidatonya ia menyuryh agar rakyat dan
para pemimpin Indenesia lainnya menghancurkan sistem
federal (membubarkan RIS). Dalam bukunya, MHavis Rose,
antara lain mengatakan bahwa Soekarnpg di tahun 1950.
Sangat kecewa sekali dengan bentuk Republik Indonesia
Serikat. Havis Rose dalam "Biografinya Hoh Hatta",
mengatakan

Soekarno dengan kepercayaan diri, ia menyarankan
untuk kembali ke bentuk pemerintah kesatuan.

L 1

871hid., hlm. 1500-1515.
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Federalisme dalam pandangan Soekarno merupakan
sesuati yang wendqorong terjadinya regionalisme.
Penyataan presiden Saekarno ini, selaly menjadi
fokus pembicaraanya di dalam pidato-pidato Soekarno
selama tahun 1850, ketika ia berkeliling ke berabgai
daerah di luar JAwa, di mana ia ¢isambut dengan enuh
semangal dalam gelombang suasana nasionalistis.
Dengan demikian Soekarng secara aktif berkampanye
untyk menghancurkan RIS.O8 g
Demikianlah bukan hanya pemerintah Republik
Indanesia (suatu negara yang ada di Yogyakarta) saja,
vang wmempynyail program menghancurkan RIS. Tetapi orang-
orang vang duduk di dalam pemerintahan RIS yang berjiwa
"republikan" seperti Soekarno berusaha mempybarkan Negara
RIs. Para republikan (gplongan uynitaris) merasa sekalil
bahwa bentuk maupun konstitusi federalis itu hanya akan
menimbulkan perpecahan. Bukan saja semata-mata golongan
etnis Java, tetapil non-etnis Jawa juga mulai merasakan
perpecahan akibat sistem federalis. Banyak pemimppin
republikan di Jawa dan luar Jawa, terutama Soekarno dan
Sultan Hamengkubuwono IX (Menteri Pertahanan Keamanan
RI1IS), sudah wmempunval tekad kuat sejak awal KHB guna
secepat mwungkin menghapuskan sistem federal dan kembali
ke "negara kesatuan”.89

Akibat dari tindakan Westerling pada bulan Januari

1950, maka pemerintah Hatta (federal) mengambil tindakan

|
i

%BMavis Rose, Indgnesia Yerdgka. Bipgrafi Bolitik
Hoh. Hatta, Pn. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
1991, hlm. 289.

88ULF. Sundhaussen, gp. ¢ik., hlm. 91.
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negara Pasyndan diletakkan di bawah kekyasaan langsung
pemerintah pusat pada tanggal 30 Janyari 1950. Dan untuk
menangkal agar tidak terjadi syaty kekacayan yang sama
dengan dJi negara Pasundan, maka pada tanggal 10 Januari
1950 sesndah peristiwa Westerling, pemerintah Hatta
mengelyarkan suatuy peraturan bary dan Hénteri Dalam
Hegeri Anak Agung Gde Agung diperintahkan menjalankan
kebijaksanaan kabinet Hatta, yang atyran itu menegakkan,
bahwa pemerintah berhak menempatkan negara-negara bagian
langsuyng di bawah kekyasaan dari pemerintah federal yaitu
menempatkan seorang komisaris pemerintah. Dalam peraturan
itu tidaklah ©berarti pemerintah telah menyimpang dari
ketentuan Undang-Undang Dasar Sewmentara RIS, akan tetapi
sebab negara, mengatasi kesuylitan Politik yang timbul,
sehingga pemerintah federal berhak mengambil tindakan
darurat guna menghindari terjadinya keryswhan dan
kekacauan di negara-negara bagian, terntama yang sampai
membahayakan eksistensi pemerintah pusat (RIS_).QvD
Berpegang pada kebijaksanaan kabinet Hatta ity, maka
berturut-turut, pemerintah federal dapat membybarkan
beberapa negara-negara bagian. Pertama kali negara
Pasundan pada tanggal 30 Januari 1950 di bubarkan, meski
rakyat ¢dan beberapa orang pemimpin negara Pasundan memang
ingin Pasyndan dibubarkan, namyn peratuyran pemerintéh

pada tanggal 10 Pebruari akan semakin memperkuat bahwa

901de Anak Agung Gde Agung, Qp. cit., hlm. 701-7D2.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

75

negara ity layak untyk dibybarkan. Selanjutnya menyusul
negara Jawa Tengah , negara Jawa Timur, dan MHadura.
Puncaknya . pada tanggal 10 Pebruari 1950, npegara Symatera
Selatan Jjugs dibuat ¢di bawah pemerintah federal secara
1angsung.81
Pemerintah fegeral (RIS) selalu mendukyng perbuatan
daﬁ kehendak kaym ynitaris. Anggota parlemen RIS, Hr. Hoh
Yamin dalam menvorati perkembangan di dalam parlemen RIS,
terutama tentang usulan rancangan Undang-undang federal
guna menggabuyngkan daerah-daerah, mengenai soal tata
caranya. Yawmin memberikan kaomentar bahwa dengan tindakan
seperti itu maka dalam tahun ini Jjuga suaty “negara
kesatuan" akan terbentuk kembali, terutama bila sudah
banyak negara bagian digabyngkan ke puysat. Negara
kesatyan ity pada saat ini oleh rakyat Indonesia sudah
diimpikan untuk terwujudd an rakyat sedang bergerak untuk
mewujudkannya dan sekarang sudah nyata-nyata nampak
kehendak rakyat tersebyt. Hengenai masalah penggabungan
daerah-dagrah dengan Republik Indopesia di Yogyakarta,
Mr. Moh Yapin, dengan tegas menerangkan, bahwa
Henurut peninjauan selama ini, terang di daerah
Jawa, Sumatera, Madura dan Kalimantan umumnya rakyat
menghendaki bergabung pada Republik. Ini kempdian

akan disusul pula oleh rakyat Indeonesia Timur, vyang
menurut Yamin sekarang ini mereka sudah menglendaki

8l1hid, hlm. 701.
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bergabung dengan Republik, tetapi sampal sekarang

pernyataan _jtu belum tegas, karena tekanan kaum

reaksioner.g‘

Rekuatan yang memiliki pengaryh besar pada masa
demokrasi 1liberal (wmasa RIS) yaity yang bersumber dari
presiden Soekarno dan TNI (Tentara Nasiocnal Indonesia).
Hereka wmerypakan kelompok .yang serangannya terhadap
sistem demokrasi liberal paling langsung dan efektif. THI
selalu mencyrigai sipil secara unup dan memandang rehdah
terhadap kelemahannya dan ketidak cakapan pemerintah
sipil. TNI sebagal badan yang lahir dalam pasa revolusi
bersenjata, membupat THI sangat menekankan pendekatan dan
keakraban dengan rakyat, terytama masa “agresi militer
BEelanda I dan II". Namyn THI punya pula problem-problem
sendiri yang meningkat sehabis "“Pengakuan kedaulatan,”
beberapa problem THI adalah

Dalam tubnh THI terdapat masalah persaingan

perseorangan, perpecahan idiglegi, dan ketegangan-

ketegangan antéra pusat‘dag3 daerah, serta dalam
membanguyn tentara Indonesia.

Selain masalah sistem dan bentuk pemerintahan yang
masih merupakan preoblema yang harus dipecahkaﬁ. Pi dalam

ketentaraan nasional menghadapi pula berbagai masalah

9%surat Kabar , Tanah Air, ¥. Hogendorpsir, No. 12,
Semarang, hlp, 4.

9parbara Sillans Harvey, BREBMESTA Pemberontakan
Setengah Hakti, Pn. PT. Grafika Press, Jakarta, 1984, hlm.
18.
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yang harus segera diselesaikan. Inti angkatan bersenjata
Indponesia adalah THI, vang meliputi ketiga angkatan dan
Polri. Kenyataan vang terjadi di awal tahun 1950,
angkatan bersenjata Indonesia memiliki anggota terlalu
banyak wuntuk angkatan daratnya vyaitu sekitar 500.000
orang, vang semua itu hanyas terdiri dari keatyan.
Kesatuan infantri, Arteri, kavaleri, dan kestuan-kesatuan
bantuan tempur lainnva tidak ada. Akibatnya di Indonesia,
tidak ada industri pembuatan senjata sama sekalil, kecuali
sebuah pabrik senjata ringan di Bandung yvang sudah tua.
Angkatan Laut dan Angkatan Udara nyaris tidak wmemiliki
peralatan sama sekall, sebagai contoh walawnpun kedua
angkatan telah dibentuk di masa perang kemerdekaan, namun
begitu kita masuk dalam kancah perang sesungguhnya,
praktis nereka tidak herperan selayaknya sesnail
angkatannya. Permassalahan ini ditambah menakutkan sebab
dunia terbagi antara dua blok yaitu "blok barat dan blok
timur"”, sementara Indonesia mengambil sikap netral, maka
bila ada serangan dari negara lain, praktis tidak akan
ada vang membanty Indonesia. Perspalan ditambah
membengkaknya veteran perang yang scbenarnya tidak
memiliki ketrampilan sebagai tentara, hanya tahuy lewat
pengalaman perang gderilya saja, yang veteran tua perlu
pula di beri uang pensiun. Banyak prajurit menolak untuk

didemaobilisasikan dari dinas ketentaraan, sebab banyak
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mereka usia masih mudah sehingga tidak punya pekerjaan
ain, selain hanya sebagai prajurit. MHereka tidak mau
sebab derajat sosial menjadi prajurit lebih tinggi dari
pada menjadi petani. Hasalah 1itu semakin diperberat
dengan hasil persetujuyan KMB, bahwa KNIL harus sebagian
ditampung menjadi pasunkan APRIS. Orang-orang prajurit THI
yang Jjumlahnya sudah banyak jelas merasa tidak senang
sebab mengurangi pelyang mereka tetap menjadi tentara.
Dan orang-grang THI merasa tidak senang bahu-membahu
‘dengan atau bahkan ditempatkan di bawah, orang-orang vang
mereka anggap sebhagal pengkhianat perjuangan kemerdekaan
Indonesia, apalagi KNIL memang sautu pasukan milik
Belanda pada mulanya.94

Femgrintah Perdana MHenteri Hatta pada masa RIS
memang memikul banyak masalah dari bentyk "~ negara,
pemerintahan, angkatan perang. Situasi tersebut
diperburuk dengan keadaan perekonpmian negara yang benar-
benar nol besar, dalam arti tidak ada sedikitpun modal
guna mewmbangun negara, sempla hancur di masa perang
kemerdekaan, khusus saat agresi militer Belanda I dan
I1I. Kesejahteraan rakyat menurut, kekprangan pangan
muncul di gana sini. Situasi dan kondisi itu nyata dalam
pernyataan presiden Scoekarno, pahwa banyak harta, nyawa

hilang bahkan, “"Bangsa Indonesia di saat ini sedang

94 L.F. Sundhaussen, op, cit., hlm. 99-103.°
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merobek—rogek dadanya sendiri”, dalam pidatonya di tahun

1948 hari kemerdekaan Indonesia (17 Agustys).
Kebijaksanaan pemerintah pysat (RIS) pada tanggal 29

Februari 1950, sangatiah membantu perjuangan kaum

unitaris. Beberapa isi kebijaksanaan ity adalah

(1) Untuk menentuykan statuys tetap salah saty bagian
RIS dalam hubungan federasi, keputusan rakyat
vang diperoleh dengan jalan demokrasi merypakan
syarat mutlak.

(2) Prakarsa yntuk mewnjudkan perubahan statys dapat
diambil ¢leh daerah-daerah bagian oleh
pemerintah pusat dengan ketentpan bahwa
keputusan pada tingkat terakhir harys ditentykan
oleh  rakyat vyang bersangkytan lewat  jalan
plebisit.

(3) Di daerah yang ada DPR, maka keputusan diambil
gleh syatu Dewan vyang dipilih khusus untuk
keperlyuan itu.

(4) Rencana Undang-yndang ini memberi ke empatan
bhagi Dewan-Dewan yang akan dibentuk untuk
memilih antara, masuk dalam dagrah keknasaan
negara bagian Republik Indonesia atau berggri di
bhawah kekuasaan pemerintahan pysat (RIS).

Rangangan Undang-undang itu mempermucdah suatu negara
bagian untuk membubarkan diri dan bergabung ke RI
Yogya. Dari 1isi-isi tiap wundang-yndang Jjelas sekali
nampak pemerintah Hatta'(pusat) merestuli pembubaran
suatu negara bagian terebut. Bahkan kalau memang rakyat
vang menghendakl vyang terlihat dari tuntutan rakyat
baik lewat DPR atau plebisit, dempnstrasi , maka negara

federal (pusat) memiliki pula kekuasaan, hak untuk

991de Anak Agung Gde Agung, Qo. cif., hlm. 702-703.
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membubarkan negara bagian yang bersangkutan. Pengeluaran
undang-undang ini merupakan suatuy langkah maju bagi kaum
unitaris bila ada kaum unitaris yang menentang undang-
undang ini, maka itu hanyalah syatu manuver politik guna
menyempurnakan undang-undang agar lebih mempermudah
dalam pembubaran negara bagian. Hal 1ini nampak, vyaitu
setelah undang-undang dikeluarkan, kaum unitaris Justru
menentang undang-undang, dengan alasan bahwa undang-
undang tersebult prasedurnya terlaluy berbelit-belit,
sehingga getiap kekacayan vang timbul akan sylit di
atasi pemerintah, maka tidak setuju bila suatu
dserah bagian ditempatkan langdsung di bawah kekuasaan
pemerintah pusat (federal). Penentang 1inil berasal dari
anggota-anggota parlemen dan pemerintah Republik
Indonesia sendiri di Yogyvakarta. RI Yogyakarta,
sebenarnya dalam sikapnva ini punya alasan lain, yaitu
Suyaty alasan yang tidak diumumkan, alasan itu
bahwa mereka berpendirian agar daerah daerah bagian
itu diberi kesempatan uyntuk masuk ke dalam daerah
kekuasaan Republik Indonesia dan dengan begitu
Republik Indonesia Serikat akan bubar dengan
sendirinya, dan akan berakhir pula pertentangan
antara penganut Federalisme dan unitarisme
{kesatuan) dengan beggirinya lagi, "Hegara Kesatuan
Republik Indonesia” .
szha uzahzs manuver politik dilakukan pemerintah RI

d1 Yogyvakarta dengan memanfaatkan berbagal keadaan dan

-

961hid, hlm. 703.
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kondisi vyang ada guyna mencapail ppsisi yang semakin kuat
guna membuybarkan RIS, mereka dibantu oleh orang-orang di
luar RI vyang pre-unitaris pula, baik di daerah negara
bagian atan dipemerintéh pusat. Permintaan anggota
parlemen RI dan corang pra-unitaris dikabulkan pemerintah.
Pada tanggal 1 Haret 1950 dalam sidang kabynet DPR dan
Senat RIS, berpendapat bahwa tidak ada suaty daerah yang
langsung dJi bawah RIS, Dan diperbgolehkan pengembhalian
suaty dagerah atau negara bagian lain, ke dalam negara
bagian RI Yogva. Usaha pengembalian daerah-daerah ini
dipermudah dan di atur dengan suaty Undang-Undang Darurat
vang dikeluarkan oleh pemerintah pusat (RIS). Pihak
pemerintah RI mengajukan tuntutan lagi agar soal
renggabungan syatu daerah atau nedara bagian sebaiknya,
pemerintah pusat tidak perlu ikyt campyr. Pemerintah RI
di Yogyakarta herpendapat bahwa

Penggabungan daerah-daerah ke RI sebenarnya,RI bisa

bertindak secara merdeka sesuaty dengan kenyataan
vang ada pada saat ini, di mana rakyat sudah tak

sabar menunggu lebih lama lagi. Jika dalam soal
penyelesaian penggabungan daerah-daerah vang
sebenarnya muydah diselesaikan dengan waktu vang
pendek, maka kurang perlunya Jjika soal itu
dibics;akqn dalam parlemen yang akan memakan waktu
lama.
Fermintasn vyang keras dari pemeintah RI, terutama
wakil-wakil vyang duduk di dalam parlemen RIS, serta
Q7

Surat Kabar, Tanah Aix, gp. c¢it, tanggal 1 Maret
1950, hlwm. 1.
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bantuan kaum unitaris termasuk presiden Soekarno sendiri,
maka lahirlah beberapa Undang-Undang Darurat yang sangat
meaguntungkan bagl perjuangan kaum unitaris. Salah stu
Undang-Undang Darurakbt yang mengatur " soal penggabungan
suatu negara bagian ke RI atau RIS, adalah Undang-Undang
Darurat yang ditetapkan oleh pemerintah RIS pada tanggal
8 Maret 1950, vaitu : Undang-Undang Darurat No. 186, tahun
1950, mengenai tata cara perubahan susuynan kenegaraan
dari wilayah RIS, vang berisi antara lain

1. Pasal 4, berisi

(1) Daerah-¢gdaerah bagian dapat mengambil inisiatif
untuk

a. Menghapuskan daerah-daerah itu dalam
pokoknya dan wmenggabungkannya dengan suatu
daerah bagian yang lain.

L. Memecahkan satu bahagian dari pada daerah-
daerah bagian, dan digabungkannya bahagian
itu dengan saty daerah bagian lain.

¢. Penggabungan dengan gatu atau beberapa
daerah-daerah bagian menjadi satu daerah
bagian baruy,

(2) BSatu daerah bagian tidak dapat mengambil
inisiatif untuk melyaskan wilayahnyva.

2. Pasal 21, herisi

Jika diperlukanuntuk kepentingan pertahanan, maka
bagian-bagian kecil d ari wilayah yvang termasuk atau
tidak termasuk dalam saytu daerah bagian, dengan
undang-undang federal dapat ditempatkan seluruhnya
tau sebagiannya langsung di bawah pemerintah dari
RIS, dan untuk 1itu, jika dianggap perlu, diceraikan
dari daerah bagian atay dari satuan-satuan
kenegaraan yang lain. ‘

3. Pasal 22, Dberisi

(1) Jika sebelum terbentuknya undang-undang ini
oleh suatu dewan perwakilan ‘sudah ambil
pernyataan yang berisi suatu inisiatif sebagai
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vang dimaksudkan dalam yndang-undang ini, maka
pernyataan ity dalam menjalankan UU ini dapat
dian%éap sehagal inisiatip atay sebagal pernya-
taan*’

Dikeluarkannya Undang-Undang Darurat pada bulan
Haret itu, bagaikan jembatan emas, bagil kemenangan kauym
unitaris terhadap kaum federalis. Isi undang-undang
amatlah jelas memberi peluang besar untuyk dibubarkannya
suatu negara bagian, serta tampilnya negara RI Yogyakarta
suatu sebagail kekuatan tunggal (mayoritas) di Indonesia,
didukung RI sebagai negara pelopor kemerdekaan Indonesia.
Situasi di Hegara Indgonesia Timur sedikit berbeda dengan
di negara-negara bagian lainnya. Di situ, kaum anti
Federal (unitaris) harus berjuang lebhih keras guna

mengalahkan kaum federalis, sebab

Hegara Indonesia Timur dengan sekitar sebelas Jjuta
renduduk merupakan negara federal yang paling tua,
dengan kekyasaan yang lebih besar dan 1identitas
vang lebih kuat dibandingkan dengan negara-negdara
federal lainnya yang telah diciptakan pleh Belanda.
di dalam wilayahnya praktis tak ada pasukan
Republik, kecuali sepasykan laskar, yang untuk
bagian terbesar terdiri dari orang-orang Islam, di
Sulawesil Selatan. Sebaliknya, di sana terdapat
Kontingen-kontingen KNIL yang besar yang anggdotanya
sedang disiapkan untuk dihubarkan atay dimasukkan ke
dalam APRIS. Golongan-golongan etnik di Indonesia
Timur, trutama swvukubangsa Minahasa di Sulawesi
UTara dan Ambon di Maluku Selatan, secara
tradisional telah menyediagan bagian terbesar dari
serdadu-serdadu untuk RHIL. '

%Bpemerintah  RI,  Lembar  Negara  Republik
Indopesia, Jakarta, Ho. 1-85, hlm. 3- 10

99ULF. Sundhaussen, op,. ¢it, hlm a4,
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4

Indonesia Timur meruypakan focus perhatian pokok kaun
unitaris, karena musuh bangsa Indonesia dan elemen-
elemen koldnialisme masih banyak bercaokol di sini,
khsusysnya ¢di Ambon, di mana prang-orang Belanda masih
ikyt di dalam pemerintahan. Anggota KNIL terbesar
terdapat di daerah itwu. Hal 1inillah yvang sangat
ditakytkan kaum wunitaris dan militer serta beberapa
pejabat RIS, sebab baru jelas dengan tegas kesetiaan
nereka kepada RIS.

Pada bulan Haret tanggal 17, akhirnya kanm
unitaris (Republikan) merasa sedikit lega sebab berita
kemenangan kaum unitaris di dalam parlemen RIS. Ketuna
parlemen RIS (Mr. Sarteono) mengeluarkan suvatu pernyataan,

bahwa

Melihat, dari keadaan aliran-aliran vyang ada di

dalam parlemen sekarang ini, maka socal wunitaris
tidak menjadi scal lagi. Hampir semua anggata
parlemen menghendaki wunitarisme, hanya Jjika ada
anggota yanglﬁanyimpang, mereka ini tidak membawa

suara rakyatbt.

Pernyataan "Ketua Parlemen RIS", ditambah dengan
kecaman bagi para anggota yang tidak setuju kembali ke
negara kesatuan (dalam arti RIS dibubarkan) tidak
membawakan suara rakyat Indonesia. Hal ini jelas nampak

"Megara Indonesia Serikat"”, sudah harus dibubarkan,

100syrat  Kabar, Tanah Air. op. ¢ik, tanggal 17
Maret 1830, hlm. 1.
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karena wmasa ity menganut “demokrasi ditangan rakyat”
(kekuasaan tertinggi di tangan rakyat) maka hal ini
berarti kehendak dan Reinginan rakyatiah yvang harus
terjadi, tanpa ada kekhatan apapun Jjuga yang boleh
menghalanginya.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Daruyrat pada
tangal 8 Haret 18350, yang mengatur tara cara penggabungan
suatu negara bagian ke negara bagian lain atau ke pusat
(RIS), waka pada tanggal selanjutnya pemerintah pusat
menerima dan mengesahkan penggabungan negara Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Madura ke dalam RI Yogyakarta. Kalimantan
Barat akhirnya menyusul mengdabungkan diri dengan RI pada
tanggal 22 April 1950. Sehingga tinggal tiga negara
bagian vyaitu Sumatera timur, NTT dan RI. Di daerah HIT
terjadi suatu Ltindakan yang kotor dan cyrang, dilakukan
cleh perintah Henteri kehakiman Soumokil, yaitu
memenjarakan tokoh-tokoh pro-RI Yogya, serta melakukan
tindakan pembatasan pemnbebasan terutama demonstrasi.
Perbyatan 1licik dan curang dari Soumokil dilakukan
setelah terjadi demontrasi besar-besaran rakyat NIT vyang
di dukung oleh mosi DPR-NIT vyang intinva meminta
pembubiaran NIT dan penggabungan NIT ke dalam RI di
Yogyakarta.lol

>ehingga bila kita kunsekuensi mengikuti Undang-

Undang Federal (yaity Undang-Undang Darurat)  vang

-

101 Woedjanto , op. gif, hlm. 70-71.
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ditetapkan oleh pemerintah RIS pada tanggal 8 Maret 1950,
maka pada gsat itu pemerintah pusat (RIS), sudah memiliki
hak wuntuk membubarkan "Hegara Indonesia Timur"”, tanpa
persetujuan negara bhergangkutan, dengan alasan demi
kepentingan rakyat (umum). Hamun saat itu pemerintahan
federal (RIS) tidak awbil sikap apapun, selain hanya
menyaksikan saja keadaan di NIT tersebut.

Puncak kegabaran pemerintah puysat di uji berat aleh
NIT, dengan meletusnya insiden $ April 1950. Kapten Andi
Azis dengan tanpa persetujuan pemerintah NIT telah
menggagalkan masuknya pasukan APRIS ke Makasar (HIT),
vang Juga menjébat sebagal Panglima Besar Angkatan,
bertindak keras, dengan mencap Azis sebagai
pemberontak”, pada tanggal 13 April 1950. Selanjutnya 20
April 1950, APRA telah berhasil masuk MHakasar dan
membebaskan para golongan P-RI yang dipenjarakan.
Soumokil dalang semua peristiwva pemenjaraan ity takut
pada APRIS dan melarikan Republik MHaluku Selatan.
Kedatangan APRIS membuat kaum unitaris dapat bekerja
kewmball, sampal wmampyu wenjatnhkan kabinet PHM Diapari dan
menggdantikannya dengan kabinet likpidasi, pimpinan PN

Putuhena (seorang unitaris, republikan).lgz

L

ggala perbuatan, dan kejadian vyand amat cepat

berubbah di NHIT, yaitu dengan mundurnya kabinet Diapari

1021134, him. 71,
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dan kekalahan hampir diambang pintu-bagi kaum federal,
sebelum ini kaum unitaris mwemang wendapatkan semangat
dari PM RIS Moh. Hatta, vang pada tanggal 11 April 1950,
mnemberi amanat kepada seiuruh bangsa Indonesia. Di dalam
pidatonya, beliap mengatakan bahwa

Pada dasarnya tidak ada perbedaan faham antara
Republik dan NIT. Kedua-duannya berpegang kepada
demokrasi dan kedua-duanys mengakuil bahwa rékyatlah vang
menjadi hakim akhirnya dan rakyatlah yang menentukan
bentuk negara Indonesia kelak.103

Regeragaman cara penyelesaian masalah pertentangan
golongan unitaris (Republikan) dan ¢golongan federalis,
telah terapal diantara para pemimpin di pusat (RIS),
vaitu antara presiden Scoekarno, P.M. - Hatta dan, MNr.
Sartaono (Ketua Parlemen) di mana rakyatlah vang memiliki
kedanlatan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan ity,
suara-suara rakyat baik vang lewat DPR pusat DPR daerah
atau DPR syatu negara bagian serta suara rakyat lewat
demongtrasi besgsar-hesaran, haryslah yang dianut dan harus
dilaksanakan oleh pemerintah, baik pysat, maupyn daerah.
Apapun vang dikehgendakil oleh rakyat, itulah yang haarus
diwujudkan tanpa boleh ada suaty kekuatan apapun Jjuga

vang menghalanginya.

19350rat Rabar, Bakvat: Medan. ep. ail., tanggal 11
April 1950, hlm. 1.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V
TERBENTUENYA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Pexbubaran Hedarg Indonesis Timur

Keinginan terwujydnya Negara Kesaltuan dengan nama

Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah jelas merupakan
impian hati nurani selyruh rakyat Indonesia, baik para
pemimpinnya waupyn rakyatnya. Perjuangan panjang vang
dirintis dan dipertahankan pleh putra dan putri Indonesia
sejak dikumandangkannya proklamasi 17 Agustus 1945,
hingga pertengahan tahun 1850 saat negara-negara Bagian
RIS terutama NIT bergolak. Hal ity suaty kenyataan
kongkrit gerakan suara hati nurani rakyat yang tulys,
menginginkan suyaty negara kesatuyan.

Hemasuki bulan April 1950, merupakan awal langkah-
langkah kemenangan kelompok faham unitarisme secara
nyata. Suatu perbuyatan mencoba mengadakan' suaty coup
militer terhadap APRIS yang dipimpin Kapten Andi Azigz,
terhadap pasukan APRIS yang hendak didatangkan ke HNegara
Indonesia Timur, jusltru mempercepat tumbangnya NIT seba-
gai suaty negara bagian.

Kapten Andi Aziz, atas bujuykan dan rayuyan dari
menteri kehakiman Soemokil dan Belanda, akhirnya ia
mengerahkan anak buahnya dari kesatuan KHNIL untuk
menyerang pasukan APRIS sagar tidak'dapat mendarat maspk

ke wilayah NIT di Makasar. BRBeberapa hari sebelumn

88
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penyerangan ity dilakukan, Kapten Andi Aziz dan anak
buahnya, wmengadakan suaty rapat pada tangdal 3 April
1950, di wmana kira-kira 2.700 orang KNI, diawmbil wmosi
vang semuanya menyetujui untuk menoplak kedatangan kesa-
tuan-kesatuan APRIS ke Makasar dan ke NIT pada umumnya,
sebelym anggota-anggota KNIL dimasukkan ke dalam kesatuan
APRIg. 104

Atas penerangan Dr. Soumokil, maka Kapten Andi Abdyl
Aziz wmengumpulkan grang-orang KNIL dan membentuylk "Pasukan
Bebas”. Tindakan tersebut, pada tanggal o April 1930
dilanjutkan dengan menangkap Letnan EKolonel Hokoginta,
vang didahulyi dJdengan penyerangan terhadap benteng tenta-
ra RIS di Makasar. Andi Aziz setelah menawan Mokogginta,
ia minta kepadanya menggunakan pengaruhnya untuk mencegah
pendaratan., Batalyon Worang. Bila batalyon tersebut heru-
saha mendarat, maka Aziz akan menembak kapal yang men-
gangkuyt mereka. Bila hal ity ditaati, Aziz mwmenjanjikan
akan membebaskan tahanan-tahanan TNI dan CPMH seandai
batalyan Worang way kembali ke Jawa. Mokoginta mengabul-
kan permintaan Aziz, dengan mewberi bherita kepada bhataly-
on worang agar tidak mendarat ke Makasar tetapi kembali
ke Jawa. Pemerintah RIS meminta bantuan komandan Belanda,

dan Belanda menganjurkan KNIL jangan ikut campur tangan

104Surat Kabar, Rakyat, Hedan, tanggal 6 April
1990, hlm. 1. :
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dalam soal-spal RIS. Namyn Aziz memberi jawaban bahwa
tindakannya dilakykan bukan sebagai seorang anggota KNIL,
tetapi sebagai anggota APRIS yntuk wmempertahankan Negara
Indonesis Tinur.1Q5

Pernyataan Aziz, meﬁgenai dirinya merupakan anggota
APRIS, wewmanglah syatu hal yang benar, Beberapa hari yang
lalu, Kapten Andi Abduyl Aziz hersama-sama dengan satu
kowpi pasukan KNI, pada tanggal 30 Maret 1950, telah
dilantik dan diresmikan ¢leh lLetnan Kolgnel Akhmad Yunus
Hokoginta (Kepala Kowisi Hiliter) di Ingdonesia Timur,
sebagal anggota APRIS. Sehingga perbuatan Andi Aziz itu
sangal mengejuytkan dan wemancing rasa amarah pihak RIS
vang werasa telah melakykan tindakan vyang sudah adil
terhadap KNIL di Makasar tersebyt dengan memasukkan
mereka ke dalam APRIS, vyang sebenarnya bila belum,
sebenarnya termasuk lawan TNI, sebab KNIL adalah pasukan
milik kerajaan Belancja.108

Pewerintah RIS, dalam peristiwa Andi Aziz, tangga-
pannya dapal dilihat dari pernyataan wakil ketua parlemen
RIS, Mr. Tambunan, yang memberikaﬁ keterangan, bahwa:

Dengan tindakan pasukan KNHIL tersebut wmenunjukkan

bahwa MHNegara Indgnesia Timur hendak mempertahankan

bentuk federalis dan akan wmewmakal alat-alatnyva guna
mgppertahankan pendiriannya tersebut. HNamyn dalan

1008arbara Sillars Harvey, op. git., PT. Temprint,
Jakarta, 1989, hlm. 164-1895. '

108Rapadhan  KH, A.E. Bawilarang, Untuk Sang Merah
Putih, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm. 194.
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peristiwa Andi Aziz ini tidak dapat dinyatgkan,

“Apakah pasukan-pasukan Kapten Andi Aziz bgrtlpdak

dengan persetujuan pemerintah negara Indonesia Timur

gstau bertindak degﬁgn kemayannya sendiri untuk
mempertahankan HIT.

Pemerintah Negara . Indpnesia Timur, kabinetnya
welakukan suaty tindakan mengundurkan diri, dengan itu
vengisyaratkan ketidaksetyjuannya dengan tindakan pasukan
Andi Aziz itu. Selanjutnya sebagal seorang pemimpin
Kabinet NIT, menteri Dpkp, setelah peristiwva Andi Azigz,
segera beliau mengirimkan berita kawat kepada pemerintah
pusat (RIS), vang isinya menyatakan bahwa:

“Tidak benar bila pewmerintah HIT mendukung penuyh
aksi Andi Aziz ituy. Hungkin saja presiden Sukawati
sendiri yang merestui, menyetujui tindakan Andi Aziz
ityu, tetapi kabinet sama sekali tidak. Halah Kabinet
mau menandaskan bahwa tindakan itu meruypaskan suatu
penyelewﬁggan vang tidak bisa dapat dibenarkan sama
sekali.l -

DPi Jakarta, Perdana Menteri Hatta menyerukan suatu
penyelesaian masalah Andi Aziz lewat jalan peryndingan.
Dan  rencana ini terlaksana pada tanggal 10 April 1950.
Konferensi ini diikuti oleh RIS - HIT, dan RI atau dise-
but Konferensi Segi Tiga". Di dalam konferensi itu,
delegasi NIT dipimpin oleh menteri penerangan I.H. Doko,
pihak RIS dipimpin oleh P.M. Halim. Dalam konferensi itu,
diambil keputuysan bahwa:

Soal-spal Hegara Indanesia Timur harus diselesaikan

atas dasar persatuan bangsa Indonesia yang sekokoh-
kokohnya. Serta di pihak MNegara Indonesia Timur

1D7Surat Kabar, Rakyat, ap git., hlm. 1.
1081 4. Doko, op. git., hlm. 258.
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dinyatakan bahwa rakyatlah yang akan wmenentykan

secara konst@tus?onal dgmokratéslssntuk " ketatanega-

raan Indpnesia di kemuygdian hari.

Rekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, atau.
menganyt sistem demokrasi,Kerakyataﬁ. Rakyatlah penguasa
tunggal dalam suaty negara dalam bentyk apapun, baik itu,
dalam bentuk Hegara Kesatuan (Unitaris) atay HNegara
gerikat (Federalis). Jadi secara garis bhesarnya kehendak
rakyatlah vyang harus jadi, dalam arti bila kebanyakan
rakyat ingin bentyk federal maka negara itu harus menjadi
negarsa "federal” (Serikat), kebalikannya, apabila
mayoritas rakyat Indanesia menghendaki bfentyk negara
"Resatuan” (Unitaris) maka bentuk negara federal (RIS)
vang sekarang 1inil berdiri harys diruyntuhkan sesnai
kehendak rakyat dan diganti menjadi “HNegara Kesatuan”
(Unitaris). PBegitu pula di Negara Indonesia Timur,
apabila mayoriftas rakyatnya ingin berintegdrasi ke Negara
Republik Indonesia dan membentuk Negara Resatuan
(Unitaris) sesual dengan negara yang lahir pada waktu
“Proklamasi 17 Agustus 1845", wmaka Negara Indonesia Timur
dan Nedara Repuyblik Indonesia Serikat, tidak boleh men-
pertahankan eksistensinya masing-masing.

Dalam mqsal&h Andi Aziz beserta ansk buahnya, pada
akhirnya, Sri Sultan Hamengku Buyono (MHenteri Pertahanan

dan Keamanan) mengambil sikap yang keras, sebab merasa

1095,rat Rabar, Rakvat. op.gil., hlam. 1 dan 4.
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tindakan dari paspkan ENIL di Hakasar pada tanggal 5
April 1950, bukan hanya menyangkut soal masalah
ketentaraan atau KNIL saja, tetapi sydah mencakup masalah
politik dan tindakan itu.jelas sesyaty hal yang sangat
meremehkan serta werendahkan wibawa RIS sebagai pusat
pewerintahan. Hal tersebut masih ditambah pernyataan dari
Letkol Hokoginta, bghwa perasaan "Malinosasi" masih kyat
dipupuk di Negara Indenesia Tipur, Maka hal itu Juga
nerupakan suatu usaha untuk menggerogoti kekyasaan dan
wibawa RIS, yang bukan sekedar guyna mpempertahankan bsntuk
federalisme. Henteri pertahanan menilai bahwa Soumokil
merupakan seseorang vang mendalangi peristiwa Andi Azi:z
dengan mendapat dukungan moril dari Sukawati sendiri.
Belian selanjutnya menilai bahwa sgal Andi Aziz” dan
NIT umumnya, akan lebih sulit untuk diselesaikan naﬁtinya
dibandingkan dengan permasalahan APRA/Westerling yang ada
di Bandung. Hal ity dikarenakan ENIL vyang melakykan
penberontakan di Negara Indaonesia Timur merupakan suatu
gemobiliseerden (mereka yang dimobilisasi), yaitu mnereka
pasukan yang dikeluarkan dari RNIL, namun mereka tetap
punya pakaian dan persenjataan yang lengkap. Karenanya
suatn tindakan yang tegas amatlah penting. Hamengku
Buwono menyarankan kepada P.M. Hoh. Hatta, agar ménolak
setiap peryndingan dengan NfT tentang socal Andi Aziz,

sebelum Andi Aziz diserahkan kepada pemerintah RIS,
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beserta anggotanya vang ikut melakukan insiden 5 April
1950, 110

Sebelyp peristiwa Andi Aziz meletus P.H. Hatta telah
menperingatkan presiden Sukawati, di dalam surat pribadi
beliau vyang diterima presiden Sukawati pada tanggal 1

April 1950. Hatta dalam suratnya mpenyatakan bahwa:
Pemerintah RIS melipuyti selyuryh daerah Indonesis,
terutama dalam soal keamanan. Oleh sebab itu_menteri
pertahanan berhak mengatur tentara sypaya keselama-
tan dan kemerdekaan Tanah Air dapat dipertahankan.
Hatta mengingatkan presiden Sykawati bahwa,"EKNIL
werypakan bagian dari tentara Belanda, sehingga
tidak dapat dipergunakan yntihk wewmpertahankan Indo-
nesia tanpa persetujuan Belanda, cara ini berlawanan
dengan hak dan wewenang syaty negara berdaylat”.
Hatta mengatakan pula, "Sudah pada adatnya, sebelum
meminta bantuan orang lain, Tanah Air kita bharys
dipertahankan dengan tentara sendiri”. Penyebaran
tentang RIS ke seluruh Indonesia, harus dilihat
dalam rangka ini. MHenteri pertahanan telah memberi-
tahukan sgpya pemerintah daerah tentang penyebaran
tersebut”. :

Berkaitan dengan peristiwa Andi Aziz, Perdana MHen-
teri NIT (Diapari) melaporkan bahvya,ia dan pemerintahnya
tidak berdaya terhadap tindakan eigenimacgtig (“"menurut
kehendaknya sendiri") dari pasukan KNIL, anak byah Andi
Aziz, yang baru saja dilantik menjadi APRIS, yang dengan
“pasukan bebasnya”, ia telah menduduki markas CPH APRIS,
melawan Letkol Hokeoginta dan para opsir-opsir dan serda-

dunva. Telah melakykan ancaman dengan kekyatan senjata

110peliar MNoer, Hohammad Hatta. Biografi Politik,
LP3ES, Jakarta, 1980, him. 383.

1117h3d, hlm. 384.
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berat terhadap Batalyon Worang yang may mendarat, menyu-
ruh Mokoginta memberi perintah berlawanan dengan perintah
pemerintah pusat (RIS). Pasukan Azis ini telah menyebab-
kan terbunyhnya beberapa orang anggota pasykan Batalyon
Worang. Hatta seketika itu juga, pada tanggal 5 April
1950, mengirim langsung surat kawat b#lasan, vang 1isinya
beliau mengecam, peristiwa itu sebagai suatu tindakan
menjurus pada peuwberontakan karena kata Beliauy,

"Memang bukan kewajiban satu pasykan uyntuk menenty-
kan cara bagaimana meskinya pemerintah negara diatyr
dari atas ke bawah, .... ini adalah yrysan pemerin-
tah danpemerintah .... Jugda meminta Perdana MHenteri
HIT agar Andi Aziz kembali ke tangsi, agar polisi
bertanggung Jjawab atas keamanan (dan agar bukan
tentara seperti Andi Aziz), agar orang-orang yang
ditawan Andi Aziz dibebaskan, dan agar Perdana
Menteri, ©beserta Letkgl Mokoginta dan Andi Aziz ke
Jakarta. Pimpinan tentara Belanda di Jakarta akan
memerintahkan KNIL agar kembali ke tangsi”. Untuk
Andi Aziz, PH Hatta mengirim syrat sendiri pada
tanggal 7 April 1950 yang isinya tegas menyatakan,
“Twan yang wmenyebut diri puytera Indonesia tentu
nenginsafl bahwa pemerintah tidak dapat wmembiarkan
seprang militer dari angkatan perangnya bertindak

menurut paham dan pendiriannya sendiri”. Hatta
memberi wgktu 3 x 24 jam kepada Andi Aziz untuk ke
Jakarta.ll

Perintah Perdaha Menderi Hatta tersebut,' nerupakan
perintah resmi pemerintah federal (RIS) ferhadap Kapten
Andi Aziz agar mwmenghadap ke Jakarta. Perbuatan Aziz
sangat mengqpewékan pemerintah RIS, ia tidak menghadap ke
Jakarta sampal batas wakty habis ditetapkan, yaitu

tanggal 13 April 1950. Akan sikap wewmbangkang tersebut

1121pid, hlm. 385-388.
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maka presiden Soekarno pada tanggal yang sama sebagail
Panglima Tertinggi APRI$ mengeluarkan pernyataan pada jam
20.15 malam, welalyi Radip RIS di Jakarta, yang menyata-
kan EKapten Andi Abdul Aziz sebagai pemberontak terhadap
kekyasaan pemerintah RIS dan mempercayakan kepada APRIS
guna menyelesaikan masalah di Hakasar itu, yang berten-
tangan serta melawan hukum Negara dan Tentars. Adapun
beberapa isi pidéto presiden RIS (Soekarno), adalah:

Soekarno mengatakan bahwa, "Ia selaln mengikuti ysa-
ha-usaha penyeppurnaan Angkatan Perang RIS dengan
gembira, terytama sekali apabila mnendengar, suatu
satuan bekas EKNIL dimasykkan ke dalam APRIS".
Beliau dengan kepercayaan ,berpikir bahwa, "anggota
baru itu, akan tyrut wmenyumbangkan sesuaty yang
berharga bagi kesempurnaan Angkatan Perang Indonesia
dan Kejayaan Indonesia dan saya masih punya keper-
cayaan 1itu, sekalipun harus saya nyatakan di sini,
bahwa kejadian di Makasar baru-bary ini menyakiti
saya sebagal Pangliwa Tertinggi". Beliau menegaskan
bahwa, "Soal apakah Negara Indonesia Tiwmur, HNegara
Sumatera Timur, Hegara Republik Indonesia, dan
sebagainya, akan tetap ada atau tidak, socal itu
bukanlah suaty hal yang menjadi soal dari Angkatan
Perang, melainkan dari rakyat Indonesia.” Dan juga
keahlian bekas KNIL akan dihargai setimpal dalam
APRIS. Hasutan yang mengatakan bahwa," saudara tidak
akan diterima di dalam APRIS adalah dusta. Di dsalam
RNIL saudara-saydara tidak pernah turyt politik,
anti 1ipi atap prp itu. Apabila saudara wmasult dalanp
APRIS, wmaka disitypyn saydara-saudara tidak boleh
berpolitik. Tidak boleh pro aliran pqolitik ini atau
anti aliran politik ity ! Di dalam RKNIL saudara
telah terdidik untuk wmenjadi prajurit-prajurit vyang
berdisiplin, dan hanya bertindak kalau diperintah
bertindak. Di dalam APRIS pun prajurit tidak boleh
bertindak, kiigu tidak diperintah uyntuk bertindak
Qleh atasan”.

~r a r -r

113g¢jarah Militer Kodam VI Siliwangi, Siliwangi
Rari Yasa ke Hasa, Pn. Fakta Hahjuwmg, Jakarta, 1968, him.
395-407 .



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

87

‘Selanjutnya dalam pidatonya presiden Soekarno
menyatakan Andi Aziz hersama anak buahnya, telah melawan
hukun negara dan Tentara, sehihgga dinyatakan baﬁua Andi
Aziz seoréng pemberontak.terhadap kekuasaan pemerintah
RIS, sebab ingin wnewmpertahankan NIT dengan kemayan
sendiri tanpa perintah dari pemerintah NIT atay rakyat
NIT. Presiden Soekarnn juga percaya bahwa pemerintah NIT,
rakyat Makasar dan Sulawesi Selatan akan wmemperlakukan
Andi Aziz sebagail seorang pemberontak terhadap kekuasaan
yang sah, yaitu melangkahi wewenang dan hak pemerintah
NIT dan rakyat NIT yang belum tentu sepaham dengan Aziz.
Dan yang paling parah, Azis telah berani mewmberontak RIS.
Dalam akhir pidatonya, presiden Soekarno memerintahkan
agar Angkatan Perang RIS menyelesaikan masalaﬁ Andi Aziz
secara tuntas dan sebaik—baiknya.115

Di dalam wasalah Angkatan Perang Belanda (KNIL dan
KL), sebenarnya menteri Doko sudah memberikan suatu
ulasan yang jelas kepada pihak wmiliter yang diwakili gleh
searang perwira RNIL, yang penjelasan beliau tentang
KNIL, beliau sampaikan pada saat awal bulan Maret 1950,
di wmana seprang peryira KNIL, méncoba memaksa megnteri
Doke untyk memproklamasikan WIT lepas dari RIS. Pada
waktu itu menteri I.H. Doko mengenai masalah RNIL menje-

laskan, bahwa

1157134, hlm. 402-404.
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"Kedudukan orang-orang KNIL sampal saat ini belun

beres. Saydara-saydara (RNIL) masih harus wmemilih

dari tiga kemuyngkinan yaity:

1. Hasuk menjadi anggota AFPRIS atauy, ) L

2. Tetap selaku KNIL dan kemuydian beralih menjadi
anggota Roninklijke Leger (K.L.) = Tentara
Belanda, ataw . .

3. Melepaskan pakaian dan wenjadi grang sipil biasa
serta kembali ke tempat asal masing-pa§ing.

Sehingge sebelum saudara-saydara memilih ketiga

alterna&}g di atas, saydara masih dianggap wusuh

APRIS",

Para anggota kapm unitaris NIT pun memilikil pandan-
gan serupa menteri Doko mengenai permasalahan RKNIL, yaitu
harus dilebur masuk APRIS atau jadi orang sipil biasa.
Dari pihak kaum federalis, seperti Soumokil yang mengha-
sut Andi Aziz berpntak, Jjelas punya pandangan yang berbe-
da dengan penteri Doko dan kaum unitaris. Bagi kelompok
Soumpkil dan kaum federalis, KNIL valaupyn belym dimasuk-
kan dalaw APRIS, sydah dapat diperintah oleh HNIT walau
masih berstatuis sebagai tentara Belanda yang tentunya
pemimpin tentara Belanda di Indonesia yang berhak memer-
intah dan menggerakkan KNIL dan KL. Namun bagi yang ingin
memproklamasikan HIT lepas dari RIS, seperti kehendak Dr.
Soumokil dan orang-orang Belanda, sepertil Kolonel Schot-
burg (pemimpin Angkatan Belanda di Makasar, serta orga-
nisasi Persatuan kaum Maluku dan Twapro, jelas peleburan

pasukan EKHIL ke dalam tubuh APRIS5 tidaklah perly dilakuy-

kan sebab NIT akan berdiri sebagai sebyah negara sendiri,

1191 H. Doke, op. cib., hlm. 241-242.
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berdaulat lepas dari peperintah pusat (RIS). Dan cita-
cita itw telah pernah dicoba oleh kelompok federalis di
bulan Maret dari awal sawpai akhir bulan, tetapi mereka
selalu dapat digagalkan pleh kelompepk wunitaris, serta
federalis yang tak ingin NIT lepas dari RIS.

Selanjutnya suasana di Magkasar yang keruh akibat
dari pemberontakan Kapten Andi Abdul Azis, berpengaruh
pula di Ambon; Relompok pro Soumokil, yaity orang-orang
Belanda yang masih banyak memegang kekyasaan ywmum, teru-
tama kepolisian sampai tingkat inspektur dan komisaris,
peristivwa Andi Azis o¢leh orang-orang Belanda itu wmereka
manfaatkan untuk menipy dan menghasut "Persatuan Timur
Besar”, beserta KNIL di Ambon dan rakyat yntuk wmenolak
kedatangan pasykan APRIS ke Amhbon. Lewat organisasi
"Persatyan Timur Besar” pada tanggal 12 April 1950 dike-
luarkan desas-desus fitnah (penipuyan) bahwa APRIS Jjuga
akan wmendarat di Ambon. Dengan berbagail hasutan, maka
RHIL di Amben telah mempersiapkan diri dengan‘ persenja-
taan yang lengkap. Untuk menyambut kedatangan APRIS, vang
diisukan APRIS ini akan mewaksa Ambon masuk ke wilayah RI
keluar dari HNIT dengan kekuatan angkatan bersenjata.
Hingga pada tanggal 12 April ity, karena rasa takutnya,
sebagian pendyduk keluar dari kota Ambon dan karena di
kota ENIL melakukan stelling-stelling (melakukan
interograsi) di beberapa sydut Jjalan, dan patroli

bersenjata berkeliling kota Amben. Nawmun desas-desus itu
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tidak benar, sappai beberapa hari tidak ada pasukan APRIS
menuju ke Anbon.lls
Kembali ke Jakarta, setelah pernyataan presiden
Soekarno pada tanggal 13 April 1850, mwaka menteri
pertahanan dan keamanan RIS, vyaitu Sultan llamengku Buwono
IX, mengeluyarkan syatu perintah “Harian Henteri
Pertahanan RIS", yang perintah tersebut berbunyi
1. Perintah PJH Panglima Tertinggi Angkatan Perang
Republik Indonesia Serikat untuyk menyelesaikan
peumberontakan di Hakasar telah diterimpa oleh
Angkatan Perang Republik Indonesial§§rikat.
2. Perintah akan segera dilaksanakan.
Kemudian dengan surat nomer 142/MP/50, Henteri
Pertahanan RIS, Letnan Jendral Hamengku Buwono IX, pada

tanggal 15 April 19850 mengeluarkan surat keputusan

mengangkat Kolonel A.E. Rawilarang sebagal pejabat

komandan Tentara dan Toritorium Indonesia Timur. DPengan
tugas sebagal panglima militer dari semuya satuan - satuan
darat, laut, dan udaras vang diftpgaskan menjalankan

operasi wmiliter di Indonesia Timur, sehubungan dengan
peristiwa pem berontakan Andi Aziz, guna menertibkan dan

menjagda keamanan di Indonesia Timur, khususnya Hakasar,

118y 5uf  A. Pyar, Peristipa Bepnhlik Halukpy Sela-
tan, Pn. Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 23.

1175cjarah Militer KODAM VI Siliwangi, ap. git.,
him . 404.
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agar tak wmuncul lagi gerakan melawan pemerintah pysat
(RIS). 118

Sehubungan dengan amanat presiden RIS (Soekarno) dan
perintah harian Menteri Pertahanan RIS, maka dibentuklah
pasukan ekspedisi ke Hegara Indonesia Timur di Sulawesi,
Hakasar khusysnya. Pasukan ekspedisi ke HNIT sebelumnya
sudah dibentuk oleh Menteri Pertahanan RIS pada tanggal 7
April 1850: dengan susunan

Ekspedisi itu dipimpin oleh Kolpinel A.E. Kawilarang

dengan kekuatan 1 Divisi yang terdiri dari:

(1). Brigade XVIII/Divisi I dipiwpin pleh Letkol S.

Sukowatl dan HMayor Worang.
(2). Brigade ¥X/Divisi III dipimpin oleh Letkol

Soeharto.

(3). Brigade XIV¥ - Divisi 1V Jawa Barat dipimpin
Havor Abdullah

(4). Batalyon Seberang dipimpin Hayor Andi

Matalata.ll9

Dengan sudah tersusunnya anggdota ekspedisi, waka
setelah pidato presiden 13 April 1950, maka pasnkan APRIS
tinggal menjalankan tugas. Pada tanggal 17 April 1950,
Letkol Sentot Iskandardinata menyampaikan perintah kepada
Brigade X/Divisi III, untuk melakukan gperasi ke HNegara
Indonesia Timur. Rencana operasi penumpasan dan penjaga
keamanan dan ketertiban, dijelaskan sebagai bherikut:

(1). Batalyaon Hatalata mendarat ¢di selatan Pare-Pare
dan merebut kota itu yang dijaga KHIL/KL dengan
kuat .

118Ramadhan K.H., op.cit., hlm. 185-196.

llgTjahyadi Hugroho, Qoeharto Bapak Pembanguann
Indonesia, Pn. Yayasan Telapak, Semarang, 1984, nhip. 120.
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(2). Batalyan Waorang mendatat ¢di selatan Hakasaar
dan terys ke utara uyntyk wenduduki kota
Hakasar.

(3). Brigade X mendarat di Bouthain, seterusnya
mengyasai kota. Harkas Brigade tetap di
Bonthain, kemuydian wengirimkan saty Batalyon ke
Hakasar.

(4). Brigade XVIII wendarat di antara Palopp dan
Bone, 1 batalyon ke Palop¢, 1 Batalyon ke Ujung
Lumuru, dn 1 Batalyon ke Bone.Markas Brigade di
Bone.

(9). Brigade XIV dijadikan cadangan taktis. 120

Di sisi kesibykan paswvkan Angkatan Perang RIS dalam
menyiapkan pasukan ekspedisi ke HNegara Indonesia. Di
daerah wilayah NIT, tepatnya di pulay Dewata (Bali), para
penuda-penuda di daerali tersebut dengan semangat
persatuan mereka, wmaka pada tanggal 14-17 April 18950,
mengadakan suyatu "Kongres Pemudsa Seluruh Bali", dengan
mengambil tema, "bersaty menghadapi pembangunan di masa
vang akan datang”. Kongres ini diadakan dengan mengundang
seluruh kelompok pemuda-pemuda di pulan Bali. Kongres ini
diikuti oleh berbagai golongan dan berbagai paham vyang
ada di Bali. Kongres ini mengambil keputusan, mosi dan
rescolusi, antaa lain, adalah:

a. Agar selekas-lekasnya didatangkan THI (Tentara
Nasiopal Indonesia) ke Bali untuk menjaga
keamanan, menggantikan tentara yang sekarang ada
di Bali;

b. Resatuan Ardjuna, di mana Pewmuda-Pemuda Gerilya
tergabung di dalamnya, supaya direswikan menjadi
inti Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
(APRIS) yang bertugas di Bali;

c¢. Redudukan vyang penting-penting (kedudukan kunci
vang menentuykan) dalam pemerintahan supaya

dipegang o0leh orang-orang betul-betul berjiwa
kebangsaan;

1201p3i4., hlm. 120.
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d. Paruman Agung sebagai syatu lembaga kenegaraan
vang tidak wmencerminkan kewmapan rakyat suypaya
diganti dengan badan lain yang lebih demokratis;

e. Polisi supaya direorganisir, sebab dalam
bentuknya vang sekarang sukar dapat diterima oleh
rakyat;

f. Henynjyk 3 orang formatur untuk membentuk susunan
penguruys dan merumuyskap segala keputusan sidang
kongres;

g. Mengesyahkan nawa Kesatuyan Pemuda Nasipnal
Indonesia (KPNI) sebagai sebyah organisasi vang
mence{?inkan hasrat bersaty pemyda-pemuda seluruh
Bali,

Isi resolusi kongres pemnda di pulay Bali, memberi
peluang besar bagi RIS guna menjalankan tugasnys
mereorganisasi pasukan-pasukan bersenjata untuk
dimasykkan sebagai anggota APRIS atau masuk sipil biasa.
Keputusan resolusi itu sangat menggembirakan pemerintah
pusat, dimana baru saja heberapa hari yang laly wmungul
peristiwa yang sangat memprihatinkan pemerintah RIS, kini
suncul dukgngan bahwa pasukan APRIS vyang berintikan
pasukan TNI ternyata diharapkan oleh rakyat HNIT untuk-
hadir di Negara Indanesia Tiwur itu, terutama di pulay
Bali. Beberapa pernyataan respolusi pewuda Bali, amat
sangat jelas menunjukkan," bagaimana keadaan dan situasi
daerah Bali, baik dari segi politik, maupun militer,
terutama?”. Angkatan perang dan kepolisian nampak je}as
sebagal badan yang sangat ingin sekali diperbaiki .di

pulay Bali, yané tentunya APRIS vang diminta tolong oleh

rakyat Bali guna wewperbaiki situasi daerah Bali, seperti

*“I¥yoman. $, Pendit, gp. git., hlm. 345-345.
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isi resolusi kongres pemyda mereka, vang merupakan suyatu
tindakan vang pantas dipuji dan dihargai.

Setelah mendengar pidato presiden Soekarno lewat
radio RIS, maka Kapten Andi AbBdul Azis memenuyhi panggilan
pemerintah federal (RIS) un;uk nenghadap presiden dan
mempertanggungjawabkan semua perbyatannya pada tanggal O
April, yang lalu. Sehingga pada tanggal 14 April, paginya
ia menyerahkan diri dan datang juga ke Jakarta memenuhi
panggilan Perdans MHenteri Hatta. Setelah sampail di
Jakarta, Andi Aziz dijatuhi hpkuman 10 tahun penjara,
karena kedatangannya dianggap terlambat dari wﬁktu vang
ditentukan, ditambah lagi presiden Soekarno telah menya-
takan Andi sebagai pemberontak.lzz

Keiompok pro-RI di daerah Sylawesi Utara, bertindak
lebih radikal. Di daerah ini terdapat suatu perjuangan
bersenjata guna membubarkan Negara Indonesia Timur. Badan
perjuangan bersenjata ini bernama LRRI (Laskar Rakyat
Republik Indonesia) dan LFP (Lakar Front Pemuda).
LRRI di bawah Komandan FHLW Mondong, sedangkan LFQ di
bawah FKomandan L. Anes. Kedua badan ity memiliki tugas
vang berbeda-beda. LRRI bertugas untuk melucuti senjata
paolisi NIT. Sementara LFP bertugas untuk menyadarkan
anggota. KNIL agar mau bergabuyng dengan mereka. Kedua

ocrganisasi ini pada tanggal 14 April 1950 wmerencanakan

122Deli&r Noer, op.git., hlm. 387.
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mengadakan serangan bersama-sama ke markas KNIL di Teling
dan di Wanea (kedua markas berada d¢i kota Manado). Guna
melaksanakan rencana tersebut maka LRRI dan LFP melakukan
operasi penvelidikan di sekitar kedus markas.‘Penyerangan
terhadap markas besar EKNIL dimaksudkan gﬁna nerebut
persenjataan yang cukup. Para anggota KNIL yang pro-RI,
sudah diberi tahu, dan mau membantu serangan dari dalam
markas. Akan tetapi karena ada seorang pengkhianat vyaitu
Sersan Rawung, vang memberi tahu kepada KHIL.dan Reserve
Corps di Teling dan Wanea, maka penyerangan dibatalkan
oleh pihak pro-RI.143

Kegagalan penyerangan, tidak membuat pasukan pro-RI
di Sulawesi Utara itu menyerah. Hereka (LRRI dan LFP)
segera menyusun kembali serangan terhadap KNIL dan RC
(Reserve Corps) dan pasukan polisi NIT. Serangan akan
dilakukan secara serentak pada tanggal 24 April 1850,
dengan sasaran yangd diserang adalah kedudukan polisi NIT
vang berada di Towohon, Tomephon, Airmpadidi, Kawangkoan,
Tumpaan, dan Amurang. Jalannya penyerangan pasukan LRRI
dan LFP adalah, serentak pada tanggal vyang bersamaan,
vakni 24 April 1950, dengan jam yang berbeda, yakni Jjam
22 .00 menyerang_Amurang, Tumpaan dan Airmadidi; jam 23.00

menyerang Tondano dan Kawangkogan; sedangksn untuk Tomo-

123Bambang Suwondo, Sulagesi Utara, op. git., hlm.
203-204.
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hon, dilakykan jam 01.00 tanggal 25 April 1950. Sudah
dibentuk eném pasukan untuk menyerang keenam kota itp.
Sesuai rencana maka pasukan diberangkatkan ke Amurang
ontuk meluycuti polisi NIT di Amurang dan Tumpaan. Gerakan
itu dipimpin oleh F. Wongkar, J. Kaindeh dan Boy Potu
vang di Amurang diperkuat oleh Komandan LRRI Wilayah VII
H.L. Kaligis vang juga sydah siap yntyk itu. Dengan mudah
pasukan LRRI ity melucuti semua senjata polisi NIT di
Amurang dan Tumpaan tanpa pencegahan dari KNIL dan RC
vang ada di tempat itu vang mungkin sekali tidak menge-
tahyi adanya serangan. Pasukapn LRRI itu karena tidak
diperintahkan maka juga tidak map menyerang pasunkan KNIL
dan RC sebab hal itu menjadi bagian tugas dari LFP.
Setelah berhasil dalam tugasnya, pasuykan LRRI itu tidak
melanjutkan dengan menyerang/melucuti polisi NIT yvang ada
di Kawangkoan sesuail rencana berhubyng harus cepat-cepat
kembali ke Tomohon untuk membanty serangan di sini. Tiba
di Towmohon, pimpinan pasukan diambil alih lagi oleh
Kowandan LRRI FHI, Hondong, yang bersama kekuyatan-kekuatan
LRRI vang siap siaga di sini menyerang markas polisi yang
ada di kota ity. Beberapa anggota polisi NIT vyang pro
LRRI antaranya .Sem Mait ikut membanty, sehingga Komandan
Polisi NIT yang ada di Tomohon (bernama Rusman), menyerah
bersama seluruh anak buahnya (Posumah, 1978 : 95-99).
Semua senjata wereka dirampas oleh LRRI.
Pasukan vyang diperintahkan menyerang polisi NIT di

Tondano dan Airmadidi gagal, sebab rencana serangan sudah
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diketahui mysuh. Tanpa menunggu berita dari kedua tempat
itu, pasukan LRRI pimpinan Hondong wmewindahkan MHarkas
Besare dari Tomohon ke desa Pndos (kecamatan Hotoling,
HMinahasa Selatan). Pemindahan itu dilakukan tanggal 25
April 1950 uyntuk wmenghindari serangan balasan dari po-
1isi, KNIL dan RC di Hinahasa, yang tenty saja tidak akan
tinggal diam. Saat itu, daerah Hinahase Seiatan Sudah
dibebaskan seluruhnya dari kekuwasaan NIT. Kepala DRaerah
Hinahasa P.H. Tangkilisan sebelym memippin "sidang DPR
Hinahasa (30 April 1950), pergi menewyi Komandan LRRI FH
L¥ Hondong untuyk menyatukan perjuangan politik dan w=mili-
ter dalém nembabaskan Hinahasa dari NIT dan bhergsabung
dengan RI yang berkedudukan gi Yogyakarta.124

Di masa ity LRRI merupakan syaty gerakan pasukan
vang wmenamakan diri, pasukan pembela Republik Indonesia
dan berjuang menghancyrkan Negara Indonesia Timur, agar
seluryh Indonesia Tiwur masuk ke dalaw wilayah Negara
Republik Indonesia yang berkedudykan di Yogyakarta. LRRI
memiliki semboyan dan lagu perjuangan. Adapyn lagu per-
juangan mereka yang terkepal di bplap April adalah

Lakar Rakyat, Pengawal Rakyat

Bertindak cepat, lagipun tepat

Kalau terlambat barang sesaat

Banyak terhambat lagi terlambat

Aksi Westerling menjadi bukti

Aksl Azis, nvyata munafik

Aksi 18 April bahava mendekat
Laskar Rakyat terpaksa nekad

124lhid-) hlm. 204-205.
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25 April tonggak sejarah
Laskar Rakyat mewmbyang jejak
Henegak tonggak kesatuan
Agar lepas dari tipuan

Roda sejarah berpysing terus
Laskar Rakyat wmengintai terus

Mengawal rakyat, tanaﬁ dan baq%ga
Agar tanahnya makmyr bahagia.

Meskipun lagy ity seperti baru ada di buylan April
1950, nampun bukan berarti pada bylan itu, LRRI baru
muncul. LRRI telah ada jauh sebelum persetyjuan EKHB
muncul. Dan dari awal LRRI mewmang bertyjuan menghancurkan
Hegara Indonesia Timur dan mengembalikan Indonesia Timur
wenjadi wilayah Hegara Republik Indonesia, dan pula vyang
pasti buykan RIS tapi RI di Yogyakarta, vyang didirikan
pada tanggal 17 Agystus 1945.

Batalyon Worang vang dikirim pertam akali ke MNegara
Indonesia Timur (Makasar) telah ditolak oleh pasukan KHIL
pimpinan Kapten Andi Azis, pada tanggal & A4pril 1950.
Tapi setelagh Azis menyerahkan diri, ekspedisi Batalyon
Worang akhirnyva dapat mendarat di dekat Djeneponto pada
tanggal 18 April 1950. Dan pada tanggal 21 April mereka
memasukl kota Hakasar, dengan tenang tanpa ada insiden
apa-apa dan rakyat menerima dengan tenang tanpa ada unjuk

rasa yang bersifat demonstratif.126

1251pid., hlm. 205.

1285gjarah Militer KODAM VI Siliwangi, op. cit.,
hlm. 409-410.
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Pasukan ekspedisi pimpinan Kolponel A.E. Kawyilarang
pada tanggal 20 Aprii 1950 mylai siap wenyju ke sasaran
masing-masing. Letkol Soeharta bersama pasukannya
berangkat pada tanggal 21. April 1950. Setelah mendengar
kabar penyerahan Andi Azis dan anak buahnya, serta keber-
hasilan Batalyon Worang mendarat di Jenepanto dan mengua-
sal Makasar, maka rencana gperasi pada tanggal 24 April
1850, saat bhriffing terakhir pukuyl 23.40, dirubah agar
Brigade dan pimpinan Letkol Sceeharto vyang berangkat
lebih duly supaya mendarat di Hakasar dan bukan di Bon-
thain. Perybahan rencana operasi tersebut adalah:

(1). Brigade X di bawah pimpinan Letkol Soeharto
mendarat di Makasar. Letkol Soeharto menjadi
Rowandan Sektor Makasar vang melipyti kota
Hakasar dan daerah pantai barat Jeneponto
sampal gunung Lowmpobatang, ke utars lurus
sampal timur Pancana, membelok ke barat hingga
selatan Pancgana.

(2). Batalyon Abdyllah mendarat di Bonthain dan
membentuk Sub Sektor III dan Sektor Timur.

(3). KRhusus kota Hakasar ditetapkan sebyah Romandan
Hiliter Kota (KHK).

(4). Brigade XVIII mendarat di Bone dan membentuk
Sektor Timur dengan Komandan Letkol §. Sukowati
dengan kekuatan Batalyon Hayor Magenda,
Batalyon Mayor Abdyllah, Batalyon Hayor Wahwman.

(5). Hari H §da1ah 26 April 1950 dan jam D adalah
06.50.12

{
Secara keseluryhan pasukan ekspedisi APRIS ke Negara

Indonesia Timur sampai ketujuan pada tanggal 28 April

1850. Kedatangan pasukan APRIS baik ekspedisi terakhir -

12775ahyadi Wugroho, op. git., hlm. 121-123.
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atau yang pertama (Batalyon Worang) pada uwmymnya disambuyt
dengan gewbira dan sangaﬁ meriah oleh rakyat di Sulawesi
Selatan. Hanya saja pada saat tanggal 26 April 1990
terjadi insiden " kgcil-kecilan antara pasykan gerilya
rakyat dengan pasykan KNIL, di sekitar pelabuhan. Dari
beberapa sumber pasvkan APRIS yang masak di Makasar
mendapat keterangan, bsahwa sebeluym pasukan ekspedisi
APRIS tiba di Makasar, banyak kekejaman dilakukan oleh
pasukan KHIL dan KL terhadap rakyat. Mereka ity melakuykan
perampokan dan pemerasan terhadap rakyat di Jjalan-jalan.
Setelah pendaratan APRIS, waka KNI, dan KL dilarang
keluar dari pos-pos mereka. Pos mereka dipusatkan di
Kampenen Hariso dan MHattoangin. Dan larangan kelyar pos
itu sudah diberlakukan sejak tanggal 25 April 1950, di
mana sudah ewmpat hari pasukan Batalyon itu masuk kota
Makasar, sejak Batalyon itu wasyk kota Hakasar pada
tanggal 21 April 1950. Kolonel A.E. Rawilarang
selanjutnva setiba di kota Makasar pada tanggal 28 April
1850, segera diangkat menjadi Panglima Territorial
Indeonesia Timur, wmenggantikan pejabat laﬁé,.Letnan Kolo-
nel Mokoginta yang ditarik kewbali ke Jakarta.128

Di sela-sela ketegangan antara pasukan APRIS dan

pasukan RNIL serta KL, wuncyl herita yang sangat

128s¢jarah Militer KODAK VI Siliwangi, op.cit.,
hlw. 410-411. ‘
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menggembirakan dari pihak pemerintah Negara Indonesia
Timyr. Presiden Sukowati pada tanggal 21 April 1950
kepada pemerintah pusat (RIS) di Jakarta mengeluarkan
suatu pernyataan dari HNegara Indonesia Timyr, vang
berisi, bahwa pemegrintah negara Indonesia Timur (NIT)
bersedia dimasykkan ke dalam suwatu “Negara Kesatuan”,
dengan syarat Negara Repyblik Indonesia vang ada di
Yogyakarta ikuyt dimasukkan ke dalam pemnbentukan “"HNegara
Resatuan" tersebut. Dalam hal ini berarti llegara Republik
Indonesia Serikat (RIS) dibybarkan diganti "Negara
Kesatuan Indonesia"”. Dan beberapa minggu berikut selyruh
daerah bagian Negara Indonesia Timyur menvatakan
pernyataan vang sama dengan pewmerintah NIT di MHakasar,
vaitu meleburkan diri menjadi daerah "Hegara Kesatuan"”
vang hendak dibentuk mengganti&an "RIS". Negara Kesatuan
vang akan dibentuk ini, sesvuai dengan "Negara Kesatyan’,
vang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di
Jakarta. Hanya satu daerah HIT yang tidak wmengeluarkan
pernyataan serupa, vailtu Haluku Selatan, tidak memberi
pernyalbtaan apapun juga.lzg

Masalah R.H¥.S dapat diselesaikan tuyuntas hingga
bulan Oktobef . 1850 akhir. Pertempuran dengan kaum RHS

sudah usal dan tinggal pembersihan. Pada tanggal 27

129George M¢. Turnan Rohin, Hationalism and Revolu-
tian In Indonesia, Cornell University Press, New York,
1970, hlmp. 480,
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Oktaber 1950 dan seterusnys, daerah Haluku secara
keseluruhan telah masuk wilayah Republik Indeonesia.
Sehingga hanya pulau Irian Jaya dan Timor-Timur vyang
helum masuk ke wilayah RI130

Tuntutan pembubaran NIT dibulan Hei 1950 semakin
menghebat. Pergplakan politik di Minahasa menghebat
menuntut di bubarkannya DPR dan diganti dengan Komiter
nasional Indonesia (KNI) Daerah Hinahasa. Pada tanggal 2
Hei 1850 di Sulawesi Utara 1itu, di daerah Balaan
Hongondow, Goraontalo dan Briel wmenuntut agar Dewan
Sulawesi Utara dibubarkan diganti dengan KNI Daerah
Gorontalo. Lalu pada tanggel 2 Hei 1950 pemerintah sub
daerah Goreontalo menyatakan diri keluar dari NIT serta
menggahungkan diri dengan RI di Yogyakarta. Begitu pula
daerah Bolaang Mongandow di buylan Hei 1850 mengeluarkan
pernyataan yang sama bergabyng dengan Rp. 131

Pemerintah presiden Sukarwati telah menyatakan may
bergabung dalam negara kesatuan, asal RI juga bersedia.
RKemudian gduna merealisasi tujuan itu maka kemudian
pemerintah RIS bersama dengan NIT dan Hegara Sumaters
Timur melakukan konferensi pada tanggal 3 sampai 5 Hei

1350. Moh. Hatta, presiden Sukawati (NIT), presiden Dr.

1305¢5arah  Militer Kodam VI Siliwangi, gqp. git.,
him. 411

13lBambang Suwondo, Sulawesi Utara. op. cit., hlm.
213-214 . :
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Hansur (Negara Sumatera Timur), mencapal kesepakatan
bahwa akan mendirikan syatu negara kesatuan.132

Setelah presiden Sukowati menyampaikan pernyatan
bahiwa NIT bersedia dimasukkan ke dalam wilayah ‘'negara
kesatyan”, suku perjuangan kaum ynitaris di NIT semakin
kuat. Pasukan LFP di Sulawesi Utara pada tanggal 2
menjelang 3 Hei 1950 dipimpin oleh N. Tﬁ. Rumajar
mengadakan aksi di markas Tebindg dengan wmengajak 72
anggota KNIL piwmpinan sersan Hamengki dan Sersan Angkouw.
Setelah bergabung di daerah Airmadidi mereka meluputi
pasukan RC yang ada di sana. Pasukan LFP Dbermaskas di
Tomchon, Juga para pasukan RNIL yang memihak mereka.
Akibat aksi LFP, maka Belanda kehilangan ratusan paspkan
KNIL di kota Manadg. Pasykan EKNIL vang pro-Belanda
tinggal dua pleton, yaitu RC di Wanea dan CPM, serta
tinggal punya 50 prang pglisi HNIT. Setelah nendapat
tambahan anggota, maks para pemimpin LFP, membentuk satu
batalyon pasukan, yang di beri nama'"Batalyon 3 MHei®,
pada tanggal 4 Mei 1950, dengan Komandanya A.H. Hongko,
dan Wakil Romandannya L. Anes. Pada tanggal 6 Mei 1950
pasukan Batalyon 3 Hei melakykan serangan terhadap kota
Manado dan menawan komandan pasukan KHIL pro-Belanda
yaitu Mayor Nues serta semua perwira KNIL yang ada di

Sario, Manado. Dengan memaksa Nues maka semua sisa KNIL

132Geqrge Hc. Turnan Kahin, qp. qit., hlm. 460-461.
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pro-Belanda dapat menyerah semua. Sehingga pada tanggal
10 Mei 1950, pasykan APRIS, yaituy "“"Batalyon Worang",
pimpinan Hayar H.V. Worang wendarat di Hanado tanpa ada
paksaan, bahkan malah disambut dengan weriah dan gembira
oleh_ Batalyon 3 Hei, yang menginginkan NIT dibﬁbarkan
dan berdirinya "Negara Kesatuan Republik Indonesia® 133

Tuntytan-tuntutan rakyat baik di Jawa maupun di luar
Jawa (Sumatera, Kalipantan, Indanesia Timur) membuat
pemerintah-pemerintah negara bagian tidak pernah dapat
menjalankan pemerintahnya. Tuntytan sagar kewmbali ke
negara kesatyan seperti masa proklamasi 17 Agustys 1945
disalurkan rakyat lewat DPR mwasing-masing di daerah
mereka, setelah aspirasi mereka tidak terwujud mulailah
rakyat turun ke Jjalan dan . mengadakan demonstrasi-
demonstrasi. Di Indonesia Timur malah ada kelompok
bersenjata yang sengaja melucwti senjata bahkan bila
terpaksa membunuh ENIL atay Pelisi NIT.

Tuntutan-tuntutan rakyvat, wmembuat negara-negara
bagian semuanya meleburkan diri di bawah pemerintah pusat
bergabung dengan RI. Bersatunya kembali ke RI, Jjugsa
dikarenakan wibava pemerintah pusat hilang sebab
gelombang protes vyang besar. di masyarakat. Setelah

negara-negara bagian melebur diri ke RI, tinggallah tigsa

1338ambang Suwondo, Bulawgsi Utara, op.cit., hlm.
208-211.
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negara vang belum Dbersaty, vyaitu Negara Republik
Indonesis, Negara Indonesia Timur, HNegsara Sumatera
Timur. 134

Hasil konferensi pada tanggal 3-95 Hei 1950,
merypakan puncak kemenangan RI. Semua daerah di Indonesia
bersedia masyk ke dalam “"Hegara Kesatuan Republik
Indonesia”, kecuali Haluku Selatan (RMS). Di negara
Indanesia Timpur Presiden Sukawati, mengumumkan Indonesia
Timur bersedia bergabung dalanm "negara kesatuan”.
Selanjutnya presiden Sykawati pada tanggal 8 HMHei 1950,
membentuk sebyah kabinet baru di Makasar dengan tujuan
khusus membubarkan negara Indonesia Timur.135

Pada tanggal 9 Hei 1950 itu, pergolakan-pergolakan
semacam demnstrasi, pernyataan DPR di daerah tetap
berguna menuntuyt NIT dibubarkan, meskipun sudah keluar
pernyataan dari presiden Suykawati (HIT).
Sebagail contohnya adalah

Pada tanggal yang sama 9 Mei 1930 Dewan Raja-raja

berssma DPR daerah Sumbawa yang dibantu oleh partai-

partat politik dan ogrganisasi, mengeluarkan

perayataan politik keluar dari NIT dan menggabungkan

diri dengan pemerintah RI di Yogyakarta. Di daerah

Lombok keluar pula suatu pernyataan politik vyang

sama, vyaitu keluar dari NIT dan menggabungkan diri

dengan %5 pada bulan dan tahun yang sama dengan
sumbawa. 6

134 Joeniarto, S.H., gp. cit., hlm. 70.

13%yLF. Sundhaussen, ep. ¢it., hlm. 97.

136H..Bambang Suwondp, dkk., op. cit., hlm. 185.
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Di daerah Nusa Tenggara Timur saty hari selanjutnya
atau tanggal 10 Mei 1850, gabungan dari hasil rapat para
pemyka masyarakat, tokoh-tokoh PDI (Timor) dan berdasar
hasil sidang Umum DPR Nusa Tenggara Timur, mengeluarkan
swatu pernyataan politik yang sama, vang berbunyi

Hengharapkan, (1) mendesak kepada pemerintah RIS dan

NIT, agar secepatnya NIT dihapyskan melalui Undang-

Undang Daruyrat dan meleburkan diri ke dalam RI. (2).

Henganjyrkan kepada pemerintah-pemerintah RIS dan

BI, agar'supayé'daer?§7Timor dan kepulavannya dijad-

ikan bagian dari RI.

Gencarnya aksi-aksi demonstrasi rakyat di seluruh
wilayah NIT dan ditambah suara-syara dalam parlemen NIT
sendiri vyang makin kuat menuntut dibubarkannya NIT dan
kembali ke “"Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka
pemerintah NIT tidak mampy lagi bertahan. Sehingga
tanggal 12 Heil 1950 pemerintah NIT wmengirimkan utusan
delegasi NIT ke Jakarta, yang heranggota PH Ir. Putuhena,
dan Menteri Penerangan Henk Randonywy guna berunding
dengan pemerintah RIS serta menyerahkan mandat NIT kepada
PH RIS, Drs. Moh Hatta, agar RIS melaksanaan perundingaﬁ
tentang pembentykan "Negara Kesatyan" dengan pemerintah
RI di Yogyakarta. Dengan begity NHIT wmenganjurkan agar
"negara kesatuan" segera dibentuk, hal Jjelas berarti

bahwa NIT harus pula dibubarkan. Pemerintah RIS dan RI di

o

1371, W. Doko, op cift.., hlm. 253-254.
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Yogya, akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 wencapai kata
sepakat bahwa "Negara Kesatuan Indonesisg"” akan
dibentuk.138

Pemerintah Sumatera . Timur Jjuga telah memberikan
mandatnya kepada RIS. Sehingga perundingan RIS dengan RI
secara de Yure dan de facto. Perundingan 19 Hei 1950 di
 Jakarts itu, persetujuannya vyang paling penting, adalah;

Persetujuan tentang kesediaan bersama mwmelaksanakan

Negara Kesatuan bagai jelmaan dari RI proklanasi

17 Agustus 194:;.13'§

Dengan demikian sah sudah secar de yure dan de
facto, bahwa "Negara Indonesia Timur"”, harus dibubsgrkan
dan tidak béleh lagli ada yang menentauyng kepufusan ini,
sebab pémerintah NIT secara de yure dan de facto telah
menyerahkan mandatnya kepada RIS, begitu pula SUHATERA
Timur, guna membentuk sebuah "negara kesatuvuan”, sebeluyn
tercapainya persetujuan 19 Hei 1850. Dan dari sini
sebenarnya sudah tidak ada lagi wasalah ketatanegaraan
dalam -negara Indeonesia secara de yure dan de facto.
Sehingga segala gerakan yang ingin wempertahankan NIT
setelah tanggal 19 Hei 1950 adalah tidak pynya kekuatan

hukum lagi. Gerakan semacam 1itu berdasarkan kepada

1388ambang Suwondo, Sulawesi Tgngah. op. git.,
hlm. 138.

138g Hoedjanto, gp. ¢it., hlm 72.
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ketatanegaraan internasional dianggap sebagal perbuyatan,
pemberontakan. Sehingga periode selanjutnya seperti,
gerakan Kahar Myzakkar dan termasuk pyla RMS dianggap
sebagal gerakan pemberontakan atasy pengacau, maka pada
saat pewmerintab pusat (RI) tidak mampy menyelesaikan
secara damail, masalah pemberontakan itu, lalu pemerintah
menyelesaikannya secara hukum militer. Tindakan
pemerintah pusat itu (RI) jelas tindakah vang benar dan
sah, apalagi sudah digcoba secara damai (perundingan)
menemul Jjalan buntun. RHS dapat disebut pula pemberontak
sebagal pendiriannya bukan dari kehendalk rakyat Haluku
sendiri, namun hanya keinginan sekelompok orang yang pro
dengan Belanda.
Mengenai keadaan di NHTT, setelah persetujuan 18 Hei
1950, PH. Putuhena menjelaskan bhahwa;
Di NIT dewasa ini, baik, yang wengenai keamanan
maupun pembentukan negara kesatuan Indonesia adalah
menggembirakan. Juyga soal yang tadinya mengenai
nasuk kepada RI dan sebagainya itu sekarang telah
tidak merupakan soal vang runcing lagi, bahkan
pemerintah darurat di daerah Sulawesi Selatan itupun
telah menyatakan berdiri dibelakang pemwerintah NIT
sekarang ini, demikian Pptuhena. Juga kemarin telah
diadakan konggres rakyat, vang dipimpin Yusuf Bauti
dan FKarang Djarung. Akhirnya Putuhena wmenerangkan

bahwa di daerah NIT uwmumnya tidak terlihat kalangan-

kalaq%an bagi pembentukan Wegara kesatyan Indonesia
itu. ‘

140 Media Massa, Pikiran Rakyat, Jalan Landraad 3,
Bandung, tanggal 18 Juni 1950, halgman 1.
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Keadaan gecara de jure, Negara Indonesia Tiﬂur,
sudah tidak dapat dilangsungkan lagi hidupnya, apaiagi
bila, "Hegara Kesatuan Indonesia" telah terbentuk. HNamun
hingga awal Agystus 1950, “Negara Kesétuan" ity belum
dibentuk, sehingga antara pasukan KNIL, KL dengan pasukaﬁ
APRIS di Makasar masih terus tegang, dan sewaktu—waktu
masih dapat pecah insiden-insiden bersenjata. Awal
Agustus, tepatnya tanggal 5 Agustys 1950 terjadi
pertempuran gntara KNIL, KL melawan APRIS hingga tanggal
8 Agustus 1950. Pihak Belanda yang membantu KNIL dan KL,
akhirnya menyerah dan mengajak APRIS untuk berunding pada
tanggal 8 Agustus 18950. Pasykan KNIL,KL dan Belanda
menyerah dan bersedia meninggalkan Makasar tanpa
bertsenjata apapun jugda. Jaiannya hasil perundingan itu

adalah

Pada tanggal 9 Agustus 1950, diadakan penjerahan

kendaraan-kendaraan lapis badja seperti: bren-
carrier, humber, scout-car, kemudian selanjutnya
dilakukan penyerahan alat-alat perang lainnya.

Pengangkutan anggauta-anggauta KL dan KNIL secara
berangsur-angsur pada tanggal 20 Agustus 1850 belunm
seluryh KL, KNIL meninggalkan kota Makasar, namun
dianggap telah selesai, sesyai persetujuan vang
dicapai. Hari itu juga jam 12.00, pasukan-pasukan
dari Sektor Hakasar, dengan didahului ¢oleh pasukan
Geni Pionir dan Polisi Hiliter APRIS kita mylai

memasukil MHakasar. Demikianlah pada akhir bulan
Agustus 1950, seluruh pasykan KL/KNHIL telah
meninggalkan Hakasar tanpa hersenjata, sehingga

mplai sa?& itu Peristiwa Makasar dianggap telah
berakhir. 1

—

14lgejarah Militer KODAM VI Siliwangi, ap. cit.,
hlm. 417,
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Padé tanggal 15 Agustus 1950, panitia yan sejak pada
tangal 19 Mei 1950 ditugaskan untuk menyusun, “Rencana
UUDS MNegara Kesatuan Republik Indonesia”, telah selesail
tugasnya, dengan pihak DPRS serta Senat di Jakarta dan
Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pysat (BPENIP) di
Yogyakarta telah membubphkan tanda disetujui serta
disahkannya "UUDS" itu, sebagai UUD pengganti konstitusi
RIS. UUDS tersebut mernpakan kelanjutan kongkrit pasal
satu dari Undang-Undang No. 7 tahun 195D, pemerintah RIS,
tentang perubahan konstitusi RIS ke pups 1950, 142

Remudian pada tanggal 15 Agustus 1950 1itu Juga
dihadapan sidang DPRS dan Senat di Jakarta, presiden

Soekarno wmemproklamasikan berdirinya "NHegara Kesatuan

Republik Indonesia”, sebagai ganti "NHegara Republik
Indonesia Serikat”, vang telah dibubarkan. Presiden
Soekarno mengucapkan teks proklamasi, vyang berbunyi

1

sebagal herikut

“Berdasarkan atas Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17
Agustus 1845 dan pada taraf perjuangan Bangsa
Indonesia untuk kemerdekaannya pads saat ini, maka
Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari 1ini
d@prokigmirkan vang meliputil seluruh wilayah Indone-
sia”.

Pery 1428 Wantjik Saleh, SH, Kitab Himppnan Peraturan
lg7aﬂ¢%%8ﬁ&3%ﬁauhlik Indonesia, Pn, PT Gramedia, Jakarta,
s m 136.

143 Ide Anak agung Gde Agung, op. cit., hlm. 771.
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Pidato presiden Sqekarno itu mengesahkan secara 'de
jure dan de factp bahwa NIT bubar dan telah integrasi k¢
wilayah RI secara otomatis, sehab pada tanggal 12 HMel
1950, NIT telah penverahkan mandatnya kepada pemerintah
pusat (RIS) secara de Jjure, guna umembentuk “Hegara
Kesatuan” itu.

Dengan kenyataan di atas, maka PMH. IR. J. Poetoehena
beserta kabinetnya di Makasar, pada tanggal 16 Agustus
1850 meletakkan jabatannva, sehingga NIT pun
dibubarkan. 44

B. Tercapainya Integrasi NIT ke RI

Pada saat uylang tahun kemerdekaan Indonesia. (17
Agustus 1850), presiden Soekarnp menguylangi lagi
pernyataannya, bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia”
telah terbentyk secara de facto dan de Jjure. Dalam
pidatonya yang paling penting sekali, presiden Scekarno
mengeluarkan pernyataan bahwa, tinggal Irian Barat saja
vang belum nasyk ke dalam, "Hegara Republik
Indonesia™. 149

Pernyataan presiden Soekarno tersebut, bila di saji,
jelas beliau tidak mengakui keberadaan RMS di Maluku.

Nada pidato amat jelas bahwa Spekarno menganggap MHaluku

—

1441154 ., hlm. 772.
1451p3d., him. 772.
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suydah masuk RI dan ini berarti beliau menganggap bahwa
RMS ity tidak ada. Masalah RMS tersebuyt akhirnya dapat
diselesaikan oleh kaum militer di bawah kolonel
Kawilarang pada tanggal 27 Qktober 1950 (dalam arti akhir
oktober ity, Haluyku secara de facte wmasuk RI). Kawi
larang sebagai Indonesia Timgr, menggantikan pejabat

lama, Letnan Kolonel Mokoginta yang ditarik kembali ke

Jakarta.l38

Di sela-sela ketegangan antara pasukan APRIS dan
pasukan KNIL serta KL, wmunenl berita vang sangat
menggembirakan dari pihak pemerintah HNegara Indonesia

Timuyr. Presiden (Sukowati) pada tanggal 21 April 1950

kepada pemerintah pusat NIT (RIS) di Jakarta
wengelyarkan sautu pernyataan dari Negara Indonesia
Timur, vyang bherisi bahwa pemerintah Negara Indonesia

Timur (NIT) bersedia dimasukkan ke dalam suatu "Hegara
Kesatuan”, dengan syaratlﬂegara Republik Indonesia yang
ada di Yogyakafta ikut dimasukkan ke dalam pembentukan
"Negara Kesatuan" tersebut. Dalam hal ini berarti Hegara
Republik Indepnesia Serikat (RIS) dibuybarkan diganti
"Negara Kesatuan indonesia”. Dan beberapa minggu berikut
seluruh daerah bagian Negara Indonesia, Timur mehyatakan

pernyataan yang sama dengan pemerintah NIT di MHakasar,

vailblu meleburkan diri menjadi daerah "Negara Kesatuan",

136 gejarah Militer KODAM V Siliwangi, op. cit.,
hlm. 410-411.
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vang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, di
Jakarta. Hanya satu daerah NIT vang tidak mengeluarkan
pernyataan gerupa, vaitu Haluku Selatan, tidak memberi
pernyataan apapuyn juga.147

Peristiwa pernyataan semua daerah-daerah bagian NIT
untuk masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia,
merupakan suatuy bukti kehendak kuat dari rakyat NIT dan
beberapa pemimpinnya uyntuk membubarkan NIT. Pernyataan
presiden Sukowati menjadi lonceng kehancuran cita-cita
kaum federalis yang tetap berdaulat. Dan sebagai puncak
kemenangan kaum unitaris secara menyeluruh.

Sementara perjyangan menumbangkan NIT gencar terjadi
dl seluryh wilayah NIT. Di ibuykota NIT (Makasar) setelah
pernyataan presiden Sukowati pada tanggal 21 April 1850,
maka Dr. Soumakil dan anak buyahnya yang merancang
peristiva “Andi Azis", pada tanggal 25 April 1950
melarikan diri ke Ambon (Maluku Selatan) laly di sini
denan pendaryh kekuatan KNIL vyang ada, maka ia
memproklamasikan berdirinya “"Negara Republik Maluku
Selatan”, vang lepas dari pengaryh NIT dan RIS . 148

Pemerintah RIS sangat menyesalkan tindékan Dr.
Soumokil CS, yang telah menjelekkan nama pemerintah dan

menghayuyt rakyat Maluku Selatan terptama kelompepk KNIL

T

147George Me Kahin, op. cit., hlm. 460.

148yLy. Sundhaussen, op. c¢it., hlm. 96.
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vang wmemang banyak di sana guyna melakykan tindakan
menentang pemerintah pusat. Dengan penuh masalah . ini
dengan tindakan yang halus (tigak wmemaksakan pendapat)
vaitu dengan wengirimkan delegasi-delegasi ke Haluku
selatan untyuk berunding dengan para pemimpinnya, terutama
vang anggota RHS (Republik Maluku Selatan).

Sebelum peristiwa RMS terjadi, Dr. Soumokil telah
dischors oleh pemerintah NIT pada tanggal 22 April 1950,
sebab dicurigai melakykan tindalan subversi melawan
pamerintah. Pihak Belanda membenarkan bahwa soumokil
telah pergi ke Maluku Selatan dengan menumpang suatu
pesavwat pembom Belanda B-25. Begitu jelas bahwa Belanda
ada dibelakang dari lahirnya “"Republik Haluku
Selatan".149

Biang keladi timbulnya RHS adalah Dr. Soumokil.
Diantara tokah di Maluku Selatan yang berhasil welarikan
diri dari Ambon adalah B. Nazar dua hari setelah
proklamasi RMS. Sesampai di1 Hakasar memberi kesaksian
kepada pemerintah pusat (RIS) bahwa ;

Proklamasi R.M.5., segala sesuatunya, berjalan

dengan kekerasan. Untuk upacara proklamasi R.MH.S.

para anggota Dewan Malukypy Selatan diangkut dengan
paksa dan tempat upacara dikawal keras oleh militer.

Kepada Daerah Malukuy Selatan sendiri dalam upacara

proklamasi itu dengan kesadaran menyatakan, bahwa ia

sendirl tidak sanggup menjadi Kepala Negara dan jugs
diterangkannya bagaimana kesukaran-kesukarannysa

Haluky Selatan ini menjadi suatu negara. Tetapi ia
sedera mendapat tentangan dari yang hadir, vyaitu

149 yysyf A. Luar, BMS, op. ¢it., hlm. 22-23.
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ez
militer dan kayum Persatyan Timyr Besar yang disertai
dengan soqorak-sorai: “Seret saja, siapa tidak pau,
cencgang saja’.

Henerangkan pyla bhahwa segera sesudah dilakukan
proklasmasi itu penangkapan terhadap anggota-anggota
Partai Indonesia Herdeka (P.I.H.) dilakykan secara
kasar. Uwpsmanya Ketuya P.I.MH. W. Reawvary sewakty
ditangkap, dipukuli sehingga mukanya bercacat-cacat.
Juda golongan lain, terytama yang beragauna Islanm,
tidak 1lyput dari penangkapan-penangkapan itu. Jugsa
para pemimpin-pemimpin pergerakan ditangkap dan
disiksa, KHNIL yang tidak turyt aksi merek?501ucuti.
Keadasn kota sunyi dan penduduk mengungsi.

RMS didirikan dengan paksaan bukan kehendak rakyat
sendiri. RHS berdiri sebab Dr. Symokil mempunyai kekpatan
untuk memaksakan kehendak, yaitu dukungan Belanda' dan
kaym militer KNIL.

Pemerintah RIS mengirimkan Dberturut-turut -misi
perdamaian ke Ambon untyk menyelesaikan masalah RMS. Pada
tanggal 27 April 1930, rowmbongan misi perdamaian
berangkat ke Maluku yang semua angota misi adalah putra-
putri MHaluky sendiiri. Rombongan ity terdiri, ketua Dr.
Leimena, Pellaupessy, Ir. Putuhena dan Dr. Rehatta. Hisi
ini pada tanggal 1 Héi 1950 ditolak mentah-mentah oleh
RMS. Dalam keterangan, Dr. Leimena berkata

"Kami sesalkan bahwa mereka tidak mau menerima dan

berbicara dengan kami yang datang meluly untuk

merundingkan hingga soal Haluku dapat diselesaikan
dengan baik untuk kepentingan dan keselamatan

seluruh nusa dan bangsais§aja perseoeonlijk merasa ini
sangat menyedihkan...."

130144, him. 27-28.
1911hid, hln. 64-65.
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Peristiwva RMS di Haluku Selatan, wmenggugah 9
organisasi orang Maluku yvang ada di Jawa untuk melakukan
"Konferensi Maluky". Konferensi itu mereka laksanakan
pada tanggal 12 dan 13 Juni 1950 di Semarang. Dalanm
konferensi mereka mendukung diadakannya misi perdamaian,
namun bila gagal, wereka wmengijinkan pemerintah RIS
melakukan tindakan apapun terhadap RM$, asal hanya orang-
orang RMS saja yang ditindak sementara rakyat yang tidak
tahu apa-apa hendaknya dilindungi atau tidak ikpt ditin-
dak.152

Konferensi MHaluku di éemarang telah memberikan
wewenang penuh bagi RIS untuk menyelesaikan masalah RHMS.
Setelah misi perdamaian yang berturut-turut dikirim
pemerintah RIS gagal. Akhirnva demi keselamatan rakyat,
bangsa dan negara APRIS dikerahkan guna menumpas RHNS.
Diantara pasukan ada diambhil dari orang Indonesia Tinur
sendiri, yaity Batalyon 3 Heil pimpinan Hayor A.H. Mengko
dan Kapten (Penghina) pasugkan APRIS ini dipimpin Kolonel
A.E. FKawilarang vang orang Indonesia Timyr sendiri
(Sulawesi). Dengan demikian RHS ditumpas oleh orang

Indonesia Tiwur Sendiri.153

1521hid., hlm. 85-66.

1535ambang Suwaondo, Sulawesi Utara., op.cit., hlm. 212.
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PERUTUP

Negara Indonesia Timur (NIT) berdiri pada tanggal 24
Desember 1846 dengan Presidennya Tjokorde Gde Rake
Soekawati yang menjabst sebagai Presiden NIT hingga
tanggal 16 Agustus 19850. Pada tanggal 16 Agustus 1950,
Presiden Republik Indonesia Serikat (RI3) vyaituy Ir.
Soekarno, memproklamasilkkan berdirinya "Negara Kesatuan
Republik Indanesia”. NIT vang padas tanggsal 12 Hei 1850
menyerahkan mandatnya kepada RIS guna wmembentuk suatu
“"Negara Kesatuan” maka pads tanggal 168 Agustus 1850 itu,
NIT ikut dibybarkan, sebsab Negara Kesatuan Republik
Indonesia telah terbentuk dehgan proklamasi 18 Agustus
1850.

Banyak sebab yang dapat dikemukskan, "Mengsapa
integrasi NIT ke MNegara Kesatuan Republik Indonesia
(NRRI) sampai terjadi?”. Jauh sebelum HNHegara Republik
Indonesia Serikat (RIS) terbentyk pada tanggal 27
Desember 1949 perjuangan beberapa organisasi, baik
politik waupun militer di NHIT sudah ada, yang bertujuan
guna membubarkan NIT dan berintegrasi ke "Hegara Republik
Indonesia” (RI) yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada
masa RIS berdiril di tahun 1948 dan RI sebagsi sslah satu
negara bagian RIS, salah satu contohnya LRRI (Laskar
Rakyat Republik Indonesia), KRIS (Kebaktian Rakyat

Indanesia), GAPKI (Gabungan Perjuvangsn Kemerdekaan
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Indonesia), BPPI (Badan Pimpinan Pemuda Indonesia) dan
lain-lain.

Faktor lain yang menyebabkan NIT wengambil langkah
integrasi ke HNERRI adalash : tidak sangdgdupnya lagi
pemerintah NIT menghadapi tuntutan-tuntutan golongan
unitaris vang dibantu oleh massa rakyat vang
berdemonstrasi menuntut pembubaran NIT dan bﬁrintegrasi
ke HKRI, yang sebelumnya wmerupakan NIT dan berintegrasi
ke NKRI, vyang sebelumnya merupakan RI di Yogyakarta.
Pemerintah MNIT tidak sanggup lagi mengendalikan rakyat
vang melakykan teror bersenjats dengan pasukan laskar
rakyatnya, vaity LKRI dan LFP (Laskar Front Pempda),
serta laskar rakyaft lain yvang tidak punya nama. Hereka
itu sering menyerang markas-markas KNIL dan pplisi NIT
atau melakukan pembunuhan terhadap polisi NIT dsn KNIL.

Alasan lain, di dalam parlemen partai-partai lebih
banyak yang pro-unitaris serts banyak anggota parlemen
menginginkan terjadinva integrasi ke RI Yogyakarta atau
setelah bulan Hei 1948 banyak vang 1ingin agar NIT
integrasi ke HKRI yang akan dibentuk. Suara-suara DPR-DPR
di daerah seluruh wilayah NIT pada tanggal 8 hingga 10
Mei 1849 winta integrasi ke HKRI, kecuali daerah Haluku
Selatan. Hamun begitu intedrasi NIT ke KHRI sgah, sebab
suara mayoritas DPR-DPR di seluruh vilayah NIT
menghendakl integrasi ke NKRI dan hanya satu daerah saja
vang tidak mengeluyarkan pernvataan apa pun yaitu Haluky

Selatan.
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Keinginan NIT berintegrasi ke HNKRI, tidak dapat
lepas kaitannya dengan kondisi pemerintahan dan nega3ra
Indonesia vyang di saat itu dalam masa penuh pergolakan
antara goleongan federal dan unitaris, khususnya di pulau
Jawa dan Hadura dalam berdemonstrasi meminta pembubaran
negara-negara bagian agar integrasi ke RI Yogvakarta di
awal tahun 1950 di NIT dengan dykungan rakyat mulai ikut
berani melakukan demonstrasi dan menentang pemerintah
NIT, vang mylai nampak di pertengahan bulan Februari
1950.

Tuntutan Kkauym wuynitaris di Jawa untuk wmembubarkan
negara-negara bagian mendapat jalan terang atau wadah
nyats untuk membubarkannya, dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Darurat Mo. 11, di bulan Haret 1950, yang sebelum
adanya Peraturan Pemerintah di bplan Februari 1930 jugs
membantu prases pembubaran negara-negara bagian.
Keluarnya Peraturan Pemerintah RIS dan Undang-Undang
Darurat tentang perubahan susunan ketatanegaraan di atas,
membuat ksum unitaris baik di Jawa maupuyn di NIT menjadi
semakin berani menuyntut pembubaran semua negara bagian.
Di HIT para wunitaris menuntut integrasi HIT ke RI
Yogyakarta dan akhirnya ke NERI. Pemerintah RI di
Yogyakarta dengan presidennya Mr. Assat di alam
kabinetnya menyatakan bahwa, "kembali ke NKRI adalah
tujuan pokok kabinet RI". Pernyataan kaum republiken
seperti Hoh. Yamin, Syahrir, Sultan Hamengku Buwono IX di

dalam media massa, sedikjitnya memberi dukungan wmoril
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(semangat) bagi kaum unitaris di NIT, yang sudah lama ada
sebelum RIS terbentuk stay sejak NIT berdiri 1846.

Selain pewmerintah PH. Moh. Hatta (RIS) memberi
kemudahan bagi kaum wnitaris dengan mengeluarkan
Peraturan Femerintah dan Undang-Undang Darurat di tahun
1950. Presiden RIS (Ir. Soekarno), Jauh hari sebelum RIS
terbentuk pada tnggal 27 Desewmber 1849, beliau sudah
memberikan dukungan moril dan semangat basgil kaum unitaris
guna tetap berusaha menjadikan Indonesia sebagai HNegara
Resatuan bukan Serikat. Hal tersebut dilakukan Presiden
Soekarno nampak Jjelas bila kita membaca pidato ulang
tahun kemerdekaan beliau pada tanggal 17 Agustus 1946 dan
17 Agustus 1948 vang Jelas berisi anjuran beliau agar
seluruh bangsa Indonesis berussha menciptakan lagi negara
kesatuan seperti vang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945.
Pidato Presiden Soekarno ity berkumandang puls di NIT dsn
didengarkan semua orang vang memiliki radio atau membaca
surat khabar. Sehingga tidak Kkeberatan bils kita
mengatakan bahwa RI Yogyakarta, pemerintah RIS, dan
Presiden Soekarne ikut memberiksn sedikit sumbangan bagi
integritas NIT dan HNKRI.

Kemudian, "Bagaimana proses integritas HIT kew HNERI
itu?"” . Berdasar suymber informasi sejarah yang diperoleh,
perjuangan guna terjadinya integrasi NIT ke HKRI amatlah
gigih dilakukan kaum unitaris NIT yang didukung rakyat
veng memang lebih banyak mendukung kauym unitaris daripada

tertiadap kauwm federal, hal ini nampak bila kita tindau
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kembali yraian pada bab sebelumnya khysusnya tiga dan
empat. Dari sitw tidsklah berlebihan bila kita katakan
proses integrasi HIT ke MKRI adalah myrni dari kehendak
rakyat NIT sendiri.Meskipun ads bantuan dari RIS dan RI,
namun bantuan itu hanyalah bersifat dorongan maoril dan
pemberian jalan pemuda saja, seperti . Undang-Undang
Darurat, dalam arti tidak ada paksaan atay tekanan dari
luar NIT.

Keberanian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ¢di masing-
masing daerah wilayah HIT, serta demonstrasi terus-
menerus dari rakyat dan kaum unitaris serta munculnya
organisasi baik politik atay militer yang memperjuangkan
tercapainya integdrasi, maka Jjelas wmembuktikan murninya
proses dan integrasi i1tu dari kehendak rakyat NIT
sendiri. Sehingga sebagai askhir ksta, dapat dikatakan
bahwa, "Integrasi NIT ke HKRI adalah kehendak rakyst NIT

sendiri, tanpa campur tangan pihak dari luar NIT".
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Delegasi-delegas
I, Pemerimah Republik indonssia,

2. Pertemuan unwek Permusiawarsi#n Federaal (Bijeenkomst voof
Federaal QOverleg).

3. Keradjaan Nederland,

menimbang pabwa mercka et beradane dalam Konpereasi Medja

Bundar supajp seiekas mungkin diijapar perdamaian jang baik da

kedaulatun jang sesungguh-sunggubnga, sempurns dan tada -bersia;a{_"
kepada Republik Indonesia Serikai sesuai dengan asas-asas Renville ;58
menimbang oahwa mercka telan mendjapai tidjuan itu dalam kerdjn-§
sama jung baik ] : %

¥

mepimbany bahtwa Komis: Porseriiaians Bangsa-bangsa unwk indo-%

v

nesia dalum peristiwa ita telah weniberikan bantuan jang berhargs
refade cnemtushan sebdgae beviku

I, Sekaliun hasil Konperens: Medz Bundar iermaktublah dalamst
rantjangan-rant’angan persetudjuan dan surat-surat ; segala dokumex;
1tu dilampirkan pada resolusi ini :

fl. A, Rantjungan-rantjangan perssstudjuan sebagai bertkut

I Rantjangan Piaguni pericrahan kedaulatan ; ‘
2. Rantjangan Siatut-Umni, wrmasuk pula lampiran dan per-§
setudjuan-persctudjuan chusus tentang pokok-pokok jang &
terpenting hal kerdja-sama dikemudian hari ; ',:_
3. Rantjangan persetudjuan Perpindahan, termasuk persetu- 3§

mdju-:m-persetudjhan peraturan  pokok- £

pokok jang perlu diurus sebagai akibat penjerahan ke-4&

)

chusus  berisi

daulatan. 3

B. Tentang beberapa soul jang tersendiri, Delegasi-delegasi telen §
«aling mempermaklumkan masing-masing pendirian dengan §
sural-menjurat. %

itl. Dokumen-dokumen jang disebut pada A dan B disusun dalam -2
bahasa Indonesia don Relanda #

jang akan menentukan djikalau ada terdapat perbedaan arti amtara
naskah Indonesia dan naskah Belanda.

iV, Penerimaan resolusi ini oleh daerah-daerah jang berhimpun

Jalam Republik Indonesia Serikat dipihak jang satu dan 'oleh Kera-

djaan Nederland dipihak jang lain akan fii:p'fmdan.g -.ra-tigl'ka:sx dokumen-

dokumen jang ditampirkan pada resolusi ini. Rativikasi oleh s.ala.h §a1u ,
oifiak tidak akan mempunjai kekuatan, djika salah satu dari pihak jang

luin tidak meratipikasi resolusi ini.

V. Persetudjuan-persetudjuan jang disebut pada Il akan -m-ul-ai ber-
laku pada saat penjerahan kedaulatan ; penjerahan itu zkan dilangsung-
xan dengan segala upatjara pada sidang di Amsterdam, selambat-
jambatnja pada tanggal 30 Desember 1949, '

vi. Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia atau suatu
badan Perserikatan Bangsa-bangsa jang lamn akan mengawasi di Indo-.
nesia penepatan  segala persetudjuan tertjapal dalam Konperensi.
Medja Bundar.
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Delegasi Pemerintah Republik
Indonesia,
MOHAMMAD HATYA,

Ketua

Delegasi Perteintian ntuk
Permusjawaratan  Federa!
(Bijeenkomst vouy Federaai

Overley)
HAMID,

CHIER

Delegasi  Keradjaan  Nederland,
J. H. VAN MAARSEVEEN,
Ketua,
Ketua Konperensi Media
Bundar,

W. DREES.
Sekertarts-Unium
Konpereasi Mcdja Bundar,
M. J. PRINSEN.

Komisi Perserikatan Bangsa-

bangsa untuk Indonesia,
R. HERREMANS,

Ketua-minggu.

H. MERLE COCHRAN,
Anggota.

—_ e e T -

TH. K. CRITCHLEY,
Anggota.

J. A. ROMANOS,
Sekertaris 1.

Tjatatan. Naskah induk-persetudjuan berbahasa Belanda pertama-tama
ditandatangani oleh Ketua Delegasi Keradjaan Nederland, naskah ber-
bahasa Indonesia pertama-tama oleh Ketua Delegasi Republik Indo-
nesia dan naskah berbahasa Inggeris pertama-tama oleh Ketua Delegasi
Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.
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RANTJANGAN PIAGAM PENJERAHAN
KEDAULATAN

Pasal 1

Keradjaan Néderland menjerahkan keduulatan atas Indonesia jang
sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikyt dengan lidak hersjarat
gt dengan tidak dapat ditjabut, dun karend itu mengakui Republik
indonesia Scrikat sebagai Negara jang merdeka dan berdaulat,

2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulutan itu atas dasar
ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja ; rantjangan honstitusi itu telaiy
dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.

1. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lumbatnju pada tanggal 30
Desember 1949, ¥,

Pasal 2
Tentang keresidenan lrian (Nleuv\-Gumea) 1elah tertjapai persetudjuan
scbagai berikut :

a. disebabkan hal persesuaian antara pendirian masing-masing pihak

icntang lrian belum dapat dijjapai, sehingga soal itu muasih mendjadi
pokok pertikaian ;

b. disebabkan keharusan Konperensi Medju Bundar diachiri dengan
berhasil pada tanggal 2 Nopémber 1949 ;

¢. mengingat faktor penting-penting jang harus diperhatikan padu
pemetjahan masalah Irian itu ;

d. ~mengingat singkatnja penjelidikan jang telah dapat diadakan dan
diselesaikan perihal soal-soal jang bersangkutan dengan masalah Irian
itu; ‘

e. mengingat sukarnja tugas-kewadjiban jang akan d1h1dapl dengan
segera oleh peserta Uni, dan

/. mengmgal kebulatan hau pihak-pihak jang bersangkutan hendak
‘mempertahankan asas supaja semua perselisihan jang mungkin ter-:
njata kelak atau t¢imbul diselesaikan dengan djalan patut dan rukun,
maka status quo keresidenan Irian (Nlcuw Guinea) tetap berlaku sera-
ja ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal peajerahan
kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedudukan-
kenegaraan Irian akan diselesaikan dengan djalan perundingan antara
Repubh\k Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland.

69

156" 1pid, hlm 69
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PIAGAM-PERSETUDJUAN

Antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegyasi
Pertemaan Untuk Permusjawaratan Federal
(Bijeenkomst Federaal Querleg) teatany rentjana

KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Pada hari Sabru tanggal dua-puluh sembilan b Oktober
tahun seribu sembilan-ratus empat-puluh sembiliny kami De-
logasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan Untok
Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst [Federaal Overleq)
ping melangsungkan persidangan kami di Scheveningen.

Setelah mempertimbangkan dan menjerudijui pikivan-pikiran
hetatanegaraan jang disusun oleh kedua Panitia Kernanega-
raan kami dalam beberapa persidangan bersama di Scheve-
mingen dan ‘s-Gravenhage semendjok bulan Agustus sampai
achir bulian Okeoher tahan 1949:

! Dengan mendjundjung tinggi segala putusan kebulatan
oy diambil dalam Konperensi Inter-Indanesia dalam siding-
npe dikota Jogjakarta dan Djakarta dalam bulan Dyjoli dan
Aqustus 1949;

Setelah menmpeladjari dan mempertimbangkan  reatjana
Kousttusi Repubhlik Indonesia Serikat itu, waka kanu

MENJATAKAN

bahwa kami menjetudjui naskah Undang-undang Dasar
Peralihan bernama Konstitusi Republik  Indonesia Serikat
jong dilampickan pada Piagam-Persetudjuan ini.

Kemudian dari pada itu maka untuk membuktikan itu kami
kedua Delegasi dengan bersaksikan Tuhan Jang Maha-Esa
terhadap sikap-sutji dan kesungguhan-keinginan Bangsa dau
Tanah Air Indonesia Serikat membubuhkan tanda-tangan
parap kami pada Piagam-Persetudjuan ini:

a. Untuk Republik Indonesia,

Pemimpin Delegasi Republik Indonesia.
Dus. Mon. Tarra.

157

B Eemérinﬁapi RI'_,._ _Lembar H’egafa Remlblik -
Indonesia, Tahuj 1950, No. 1t - 85, Jakarta.
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b. Untuk Daerah-daerah-Bagian jaﬁg bekerdja
dalam perhubungan B.F.O.

{itusan Kalimantan.Barat,

Serany Havp o,

Ketua B.F.O.

[ltusan Indonesia Timur.
Ini Axax Acvng Gow Ao,
Wakil Ketua B.F.Q. pertama.

{ltusan Madura.

Dg., Sowrarso,
Wakil Ketua B.F.O. kedua.

[Itusan Bandjar,
A A Rivar

{ltusan Bangka,
Sare Acnsian,

{{tusan Belitung,
K. A. Mou. Jorsowr.

Ultusan Dajak Besar.
Mouncraxy my Hanor Mou, Ard

[Itusan Djawa Tengah.
Dr. R. Svnarro,

lltusan Djawa Timur,

R. Tu. Durwiro.

Utusan Kalimantan Tenggara,

M. Janmaxi,

75 ‘Nr 3, 1950

Utusan Kalimanian Timur,

Apai Panciran SoSRONEGORO.

lltusan Pasundan,

Mr. R. Tu. Davanana Wikisaryanga.

Ultusan Riau,

Rands Mo,

‘{ltusan Sumatcra Selatan.

Anntr, Manik.

Lltusan Sumatera Timur,

Randay Konaasian SiNaaa,
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PIAGAM PENANDA TANGANAN
KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

138 - -
Ibid, hlm 3- ¢
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Pada hari. Rebo, tanggal empat-belas Desember,
seribu sembilan vatus empat puluh sembilan, kami, Wi}
Pemerintah Republik Indonesia dan Wakil-wakil Pemerig
Daerah Bahagian dalam perhubungan Pertemuan un
Permusjawaratan Federal, berkumpul di Djakarta, Pegang
saan Timur, nomor lima puluh enam,

Menjatakan:

bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintak
_masing-masing Daerah Bahagian tersebut, demikian p
Komite Nasional Indonesia Pusat dan Dewan Perwakilag
Rakjat dari masing-masing Daerah Bahagian, K

setelah mempeladjari dan mempertimbangkan naskah
Undang-undang Dasar Sementara berisa Konsitusi Repuys
blik Indonesia Serikat, jang disetudjui oleh Delegasi Repus¥
blik Indonesia dan Delegasi Daerah-daerah Bahagian tersebutz
diatas di Scheveningen, pada hari Sabtu, tanggal dua pulukii
sembilan bulan Oktober, tahun seribu sembilan ratus emp
puluk sembilan, -

menjetudjui naskah Undang-undang Dasar Sementara,
berisi Konstitusi Republik Indonesia Serikat,

Kemudian dari pada itu, maka berdasarkan kekuasaan jang
diberikan pada kami oleh masing-masing Pemerintah kami
untuk membuktikan itu, kami membubuh tanda-tangan kami:
pada Piagam Penanda-tanganan ini,

Untuk:

Republik Indonesia,
Mn. Soesanto TirrorropJo.

Kalimantan Barat,

Svrray Hamip 1L

[ndonesia Timur,

Ipe Axax Actxa Goe Actxa.

PLAGIAT MEFéUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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Madura,

PANGERAN ADIPATI ARIO TJIAKRANINGRAT.

Bandjar,
Monammab Haxarian,

Bangka,
Mouaumap Justir Rasion

Belitung.
K. A. Monammap Jusur.

Dajak Besar,
Muurasx sy HapJi ALL

Djawa Tengah,
Dr. R. V. SuvpJrro.

Djawa Timur,
RapEN SoEparo. -

Kalimantan T engg_a?a.
M. Jamann

Kalimantan Timur,

A. P. S0sSrRONEGORO.

Pasundan,
Mg. Dsomaana WIRIAATMADJA,

Riau,
Rapsa MoHAMMAD.

Sumatera Selatan,
AspuL MaLik.
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Sumatera Timur,

Ranga Kavntamsian SiNaga.

nesia Serikat ini dibuat 20 {(dua puluh) helai jang disamp
kan kepada:
1. Para Pemerintah jang turat menanda-tangani Piagam inf’
Pcmerintah Keradjaan Nederland di Den llaag.
Pemerintah Federal Sementara. di Djakarta. .
Pemerintah Republik Indonesia Scrikat.

Komisi Perserikatan  Bangsa-bangsa untuk Indonesi

(UN.C.L).

SINNIERN
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KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

%% Pemerintan RI, op. cit, hlm 20- 30
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3. Murid-murid sekolah partikulir memenuhi ::jarat-sjeu:a~
kebaikan-kebaikan menurut undang-undang bagi pengadjars;
an umum, haknja sama dengan hak murid-murid sekolak’
umum,

4. Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa bery
saha melaksanakan dengan lekas kewadjiban beladjar jang
umum. '

Pasal 40.

Penquasa senantiasa berusahs dengan sungquh-sungguh -
memadjukan kebersihan umum dun kesehatan rakjat.

Pasal 41.
1. Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada se-
gala perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui:

2. Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan -
perkumpulan agama patuh-taat kepada Undang-undang. ter
masuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis.

BAB Il

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN DAERAH--
DAERAH-BAGIAN,

BAGIAN 1
DAERAH-DAERAH-BAGIAN.
Babakan 1. Ketentuan umum.

Pasal 42.

Sambil menunggu penjelesaian susunan Republik Indonesia
Serikat sebagai federasi antara negara-negara-bagian jang
saling sama-martabat dan saling sama-hak, maka daerah-
daerah-bagian jang tersebut dalam pasal 2 adalah saling -

sama-hak. Pasal 43.

Dalam penjelesaian susunan federasi Republik Indonesia
Serikat maka berlakulah asas-pedoman, bahwa kehendak
Rakjatlah didaerah-daerah bersangkutan jang dinjatakan
dengan merdeka menurut djalan demokrasi, memutuskan
status jang kesudahannja akan diduduki oleh daerah-daerah
tersebut dalam federasi.

21 Nr 3, 1950
Pasal 44.

Perubahan daerah sesuatu daerah-bagian, begitu pula ma-
.uk kedalam atau menggabungkan diri kepada suatu daerah-
hegian jang telah ada, hanja boleh dilakukan oleh sesuatu
daerah ~ sungguhpun sendiri bukan daerah-bagian — me-
surut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang
iederal, dengan mendjundjung asas seperti tersebut dalam
~a<al 43. dan sekadar hal itu mengenai masuk atau mengga-
Sungkan diri, dengan persetudjuan daerah-bagian jang ber-
-«nakutan,

Pasal 45.

Tataan dan tjara mendjalankan pemerintahan daerah-
Jucrah-bagian haruslah menurut tjara demokrasi, sesuai
dengan asas-asas jang termaktub dalam Konstitusi ini.

Babakan 2. Negara-negara.
Pasal 46.

i. Negara-negara jang baru dibentuk membutunkan
s¢engakuan undang-undang federal.

2. Undang-undang federal tidak :aemberikan status ne-
gara kepada daerah-daerah jang dipandang tidak akan
sanggup melaksanakan dan memenuhi hak-hak, kekuasaan-

Lekuasaan dan kewadjiban-kewadjiban suatu negara.

Pasal 47. B

Peraturan-peraturan ketatanegaraan negara-negara harus-
lah mendjamin hak atas kehidupan-rakjat sendiri kepada pel-
bagai persekutuan-rakjat didalam lingkungan daerah mereka-
isu dan harus pula mengadakan kemungkinan untuk mewu-
diudkan hal itu setjara kenegaraan dengan aturan-aturan
icntang penjusunan persekutuan ite setjara demokrasi dalam
iaerah-daerah otonomi. :

Pasal 48.

I. Peraturan-peraturan ketatanegaraan negara-negara
tidak akan memuat ketentuan jang seluruhnja atau sebagian
Serlawanan dengan Konstitusi ini.
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2. Peraturan-peraturan ket
r tatanegaraan tersebut ata
pg;ubahamperubahan dalamnja baru mulai berlaku sesu"‘i(;a
ditimbang oleh Pemerintah federal. ‘ '
Untuk maksud itu maka peraturan-peraturan tersebut"

sudah selesai dibuat, dengan selekas-lekasnja dikirimkan oleh:

Pemerintah negara kepada Pemerintah federal.

3. Sekiranji.. menurut timbangan Pemerintah federal adﬁ

scs;(latu jang berlawanan sebagai dimaksud dalam ajat 1
}l)m a .dalam dua bulan sesudah menerima surat-surat it1'1
emerintah federal menjampaikan hal itu kepada Pemerintah

Ecg};}ara dan mengundangnja supaja bertindak membuat peru-
Anan.

4. Apabila Pemerintah negara tetap melalaikan menurut -

petundjuk-petundjuk jang dimaksud dalam ajat diatas selu-
ruh atau sebagiannja. ataupun. apabila Pemerintah negara
berpendapat bahwa petundjuk-petundjuk itu tak tepat diberi-
kan. maka baik Pemerintah federal maupun Pemerintah ne-
gara boleh meminta keputusan tentang itu kepada Mahkamah
Agung Indonesia dan keputusan ini bersifat mengikat. .

5. Apabila Pemerintah tederal memberitahukan kepada ~

Pemerintah negara dalam waktu jang tersebut dalam ajat 3
bah“fa peraturan ketatanegaraan atau perubahan dalamnja;
jang dipertimbangkan kepadanja mendapat persetudjuannja.
ataupun dalam waktu tersebut tidak memaklumkan timbangan
apa-apa. maka peraturan ketatanegaraan itu dipandang telah
lmendapat pengakuan Pemerintah federal sebagai peraturan
ketatanegaraan negara itu jang sah, ataupun perubahan ter-
scbut dianggap telah diakuinja sebagai termasuk dalam pera-
turan ketatanegaraan Negara itu jang sah dan dalam hal
dgmlkian maka peraturan ketatanegaraan itu lalu didjamin-
nja: ketentuan ini tidak mengurangi jang ditentukan dalam

Bab 1V. Bagian IIL

Babakan 3. Satuan-satuan kencyaraan jang tak tegak
sendiri jang bukan ncgara.
Pasal 49.
17
Kedudukan dalam federasi bagi satuan-satuan kenegaraan

jang tegak sendiri dan jang bukan berstatus negara. diatur
dengan undang-undang federal.

DAKAN TIDAK TERPUJI
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Babakan 4. Daerak-daerah jang bukan daerah-bagian
dan distrik federal Djakarta.
Pasal 50.

|. Pemerintahan atas daerah-daerah jang diluar ling-
kungan daerah sesuatu daerah-bagian, dan atas distrik fede- -
ral Djakarta dilakukan oleh alat-alat-perlengkapan Republik
lndonesia Serikat menurut aturan-aturan jang akan ditetap-
kan dengan undang-undang federal.

5 Daerah-daerah-bagian jang masuk bilangan untuk itu,
holeh disertakan dalam pemerintahan itu dengan persetu~
djuan pemenntahnja.
BAGIAN 1L

PEMBAGIAN PEN]ELENGGARAAN-PEMERIN-
TAHAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

DENGAN DAERAH-DAERAH-BAGIAN.
sabakan 1. Pembagian penjelcnggaraan-pcmerintahan, :
Pasal 51.

| - Penjelenggaraan-pemecintahan  tentang pokok-pokok
jang terdaftar dalam lampiran Konstitusi ni dibebankan
<emata-mata kepada Republik Indonesia Serikat.

2. Daftar lampiran'penjelenggaraan-pemerintaban jang
tersebut dalam ajat 1 diubah, baik atas permintaan daerah-
daerah-bagian bersama-sama ataupun atas inisiatip Pemerin-
tah federal sesudah mendapat persesuaian dengan daerah-
daerah-bagian bersama-sama, menurut atjara jang ditetap-
kan dengan undang-undang federal.

3. Perundang-undangan federal selandjutnja  akan .
niengambil segala tindakan jang perly untuk mengurus penje-
lenggaraan-pemerintahan jang dibebankan kepada federasi
dengan semestinja.

4. Segala penje]enggaraan—pemerintahan jang tidak
masuk dalam penetapan pada ajat-ajat diatas adalah kekua-
<aun daerah-daerah-bagian semata-mata.

Pasal 52.

I, Daerah-bagian berhak mendapat bagian jang sebesar-
besarnja dalam melaksanakan penjef‘-enggaraan-pemerintahan
federal oleh perlengkapan daerah-bagian itu sendiri.
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Untuk itu maka Republik Indonesia Serikat sedapat-da
nia meminta bantuan daerah-daerah-bagian.

2 Apabila Republik Indonesia Serikat menuntut banty
acerah-bagian untuk  melaksanakan peraturan-peraturag
federal, maka daerah-bagian wadjib memberikan bantuan it

3. Daerah-daerah-bagian  melaksanakan pemerintahaz_'z
ikut-serta jang ditetapkan dalam pasal ini sesuai dengan pen-
dapat lebih tinggi alat-alat-perlengkapan fcderal jang
bersangkutan, :

' Pasal 33.

Dalam menjelenggarakan tugas-pemerintahannja daerah-
daerah-bagian dapat bekerdja bersama menurut aturan-
aiuran umum jang ditetapkan undang-undang federal;
aturan-aturan itu menentukan pula tjampur-tangan Republik
Indonesia Serikat jang boleh djadi dilakukan dalam hal itu.

Pasal 54.

1. Penjelenggaraan seluruh atau sebagian tugas-pemerin-
tahan suatu daerah-bagian oleh Republik Indonesia Serikat
atau dengan kerdja-sama antara alat-aiat-perlengkapan Re-
publik Indonesia Serikat dan alat-alat-perlengkapan daerah-
bagian jang bersangkutan, hanjalah dapat dilaksanakan
atas permintaan daerah-bagian jang bersangkutan itu.

Bantuan Republik Indonesia Serikat itu sedapat mungkin

terbatas pada tugas-pemerintahan jang melampaui tenaga
daerah-bagian itu.

2. Untuk memulai dan menjelenggarakan tugas-pemerin-
tahan sesuatu daerah-bagian dengan tiada permintaan jang
bermaksud demikian, Republik Indonesia Serikat hanja ber-
kuasa dalam hal-hal jang akan ditentukan oleh Pemerintah
federal dengan persesuaian Senat dan Dewan Perwakilan
Rakjat. jakni apabila daerah-bagian itu sangat melalaikan
tugasnja. dan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan
undang-undang federal.

Babakan 2. Perfubungan kcuangan.
Pasal 55.

Undang-undang federal menentukan pendapatan-penda-
patan jang, sebagai pendapatan federasi sendiri, masuk per-
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hondaharaan Republik Indonesia Serikat; sekalianlpe.n,da—
satan jang lain, sekadar menurut hukum tidak mend.Jadx ba-
sian persekutuan-hukum bawahan, masuk semata-mata untuk
kegunaan perbendaharaan daerah-bagian, sebagai penda-
oatan sendiri bagi daerah-daerah itu. |

2. Pada pembagian pendapatan-pendapatan jang dm?ak-
ud ajat diatas diusahakan mentjapai perimbangan. sehing-
-+ baik Republik Indonesia Serikat :1aupun dgerah-daerah-
hogian berdaja membajar segala pembajaran jang bersang-
kutan dengan penjelenggaraan-pemerintahannja. dan penda-
patan-pendapatan sendiri. |

3. Dengan tidak mengurang! dasar seperti tersebut
dalam ajat jang lalu maka pembagian pendapat.an-pend'apatan
<cboleh-bolehnja disesuaikan dengan pembagian pen;elelng—
garaan-pemerintahan  seperti ditentukan dalam babakan
diatas. .

4. Oleh undang-undang federal da_pat cﬁtentukan bahwa
atas padjak-padjak daerah-daerah-bagian dipungut opcenten
untuk keperluan federasi.

Pusal 56.

. Menurut aturan-aturan jang ditetapkan denga\n
undang-undang federal kekurangan uang pa.da dinas biasa
dalam anggaran daerah-daerah-bagian dxtut.up dengan
hantuan-biaja dari kas perbendaharaan Republik Indonesia
Serikat. | _

2. Kekurangan uang pada dinas luar biasa boleh ditutup
dengan bantuan-biaja jang sedemikian.

Pasal 37.

|. Pindjaman uang diluar negeri dflaksanakan hanja
semata-mata oleh Republik Indonesia Serikat. _ |
2. Atas permintaan daerah-bagian. Republilf Indonesia
Serikat boleh melaksanakan pindjaman uang diluar negeri
untuk keperluan daerah-bagian itu. .
3. Untuk melaksanakan pindjaman uang dalam ne%eil.
daerah-daerah-bagian membutuhkan pensahan lebih dahulu

dari Republik Indonesia Serikat.




_ Pemerintah federal.

. kepada mengadakan perubahan-perubahan dalam anggarag
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Pasal 58.

1. Anggaran daerah-daerah-bagian jang kekuran.ga
ditutup dengan memberatkan kas-perbendaharaan feq
atau dengan djalan pindjaman, membutuhkan pensak

2. Dalam hal-hal jang ditundjuk oleh undang-vndapg
federal dan menurut aturan-aturan undang-undang ity pen

sahan jang dimaksud dalam ajat tadi dapar disangkut

jiang bersangkutan itu menurut petundjuk-petundjuk jang

dianggap perlu oleh Pemerintah federal sepak
g F al sepakat de =
Senat. ' i

Pasal 59,

I.  Anggaran daerah-daerah-bagian selain dari pada jané
tersebut dalam pasal 58 tidaklah ditjampuri oleh Republik
[ndonesia Serikat. ;

‘ 2. Akan tetapi djikalau ternjarz kekatjauan dalam kebj
djaksanaan-keuangan maka Pemerintah federal sepak
dengan Senat boleh menghendaki supaja daerah-bagian jang
bersangkutan mengadakan perubahan tertentu dalam ang
garannija.

3. Undang-undang federal menetapkan apa jang dima
sud dengan perkataan kekatjauan dalam kebidjaksanaz
keuangan, dan membuat aturan-aturan untuk melaksana
kekuasaan seperti tersebut dalam ajat diatas, serta mengatur
akibatnja perhubungan dengan pertangguhan jang mungkin
terdjadi dalam melaksanakan bagian-bagian jang bersang-

Pasal 60.

1. Apa jang ditetapkan dalam pasal 56 sampai dengan
pasal 59 tidak boleh dilaksanakan setjara apapun, sehingga
oleh karena itu terdjadi peristiwa-perubahan dalam pemba-
glan penjelenggaran-pemerintahan dan dalam perhubungan ™
keuangan antara Repubiik Indonesia Serikat dan daerah-
daerah-bagian seperti diterangkan dalam bagian ini.
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2. Teristimewa tidaklah akan dihubungkar. sjarat-sjarat
jong menudju kearah itu kepada pemberian bantuan oleh
Republik Indonesia Serikat kepada daerah-daerah-bagian,
dan djuga tidak kepada pensahan pindjaman. uang atau
kepada pensahan anggaran.

Pasal 61.

LIndang-undang federal jang selandjutnja memuat aturan-
aturan tentang perhubungan keuangan antara Republik Indo-
nesia Serikat dengan daerah-daerah-bagian. dimana mungkin
akan menentukan lagi djaminan-djaminan lain. sehingga Re-
publik Indonesia Serikat dan daerah-daerah-bagian saling
mendjundjung tinggi sepenuh-penuhnja segala hak dan ke-
kuasaannja.

Babakan 3. Hak-hak dan Kewadjiban-kewadjiban.
Pasal 62.

Segaia milik harta-benda. piutang dan hak-hak lain jang
diterima dari Indonesia pada pemulihan kedaulatan mendja-
dilah hak-milik Republik Indonesia Serikat dan daerah-
daerah-bagian, jaitu sekadar bergantumg kepada penjeleng-
garaan-pemerintahan jang mendjadi beban Republik Indone-
sia Serikat ataupun beban daerah-daerah-bagian.

Pasal 63.

Segala.kewadjiban jang diterima dari Indonesia pada pe-
mulihan kedaulatan adalah kewadjibaz Republik Indonesia

Secrikat.
BAGIAN I

DAERAH-DAERAH SWAPRADJA.
Pasal 64.
Daerah-daerah Swapradja jang sudah ada. diakui.

Pasal 65.

Mengatur kedudukan daerah-daerak Swapradja masuk
dalam tugas dan kekuasaan daerah-daerah-bagian jang ber-
sangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan




dialankannja, diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesi4s
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dengan kontrak jang diadakan aniara daerah-bagian-*
daerah-daerah Swapradia bersangkutan dan bahwa d
mntrak itu kedudukan istimewa Swapradja akan diper tiY
kan dan bahwa tiada suatupun dari daerah-daerah Swaprai
dia jang sudah ada. dapat dihapuskan atau diperket;jil
tentangan dengan kehendaknija, ketjuali untuk kepentingay
umum dan sesudah undang-undang federal jang men)atakan
bahwa. kepentingan umum menuntut penghapusan atau pe:
nqet;xlan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerxnta
daerah-bagian bersangkutan.

Pasal 66.

Sambil menunggu perdturan-peraturan sebagai dimaksud
didalam pasal jang lalu dibuat, maka peraturan-peraturagy
jang sudah ada tetap berlaku. demgan pengertian, bahw
sendjabat-pendjabat Indonesia dahulu jang tersebut dalam.
nja diganti dengan pendjabat-pendjabat jang demikian pa
daerah-bagian bersangkutan.

Pasal 67.

Perselisihan-perselisihan antara daerah-daerah-bagian dan
daerah-daerah Swapradja bersangkutan tentang peraturan
peraturan sebagai dimaksud dalam pasal 65 dan tentang m

baik pada tingkat jang pertama dan. jang tertinggi djuga,
ataupun pada tingkat apél.
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BAB III.
PERLENGKAPAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.
Ketentuan Umum.

Alar-alat-perlengkapan federal Republik 'Indonesia Serikat
jalah:

a. Presiden:
. Menteri-menteri:

S'cnat:

(2]

d. Dewan Perwakilan Rakjat:
e. Mahkamah Agung Indonesia:

[. Dewan Pengawas Keuangan.

BAGIAN 1.
PEMERINTAH.
Pasal 68.

1. Presiden dan Menteri-menteri bersama-sama merupa-
kan Pemerintah.

2. Dimana-mana dalam Konstitusi ini disebut Pemerintah.
maka jang dimaksud jalah Presiden dengan seorang atau be-
berapa atau para menteri, jakni menurut tanggung-djawab
chusus atau tanggung-djawab umum mereka itu.

3. Pemerintah berkedudukan diibu-kota Djakarta, ke-
tjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tem-
pat jang lain.

Pasal 69.
1. Presiden jalah Kepala Negara.

2. Beliau dipilih oleh orang-orang jang dikuasakan oieh
pemerintah  daerah-daerah-bagian jang tersebut dalam
pasal 2.

Dalam memilih Presiden. orang-orang jang dikuasakan itu
berusaha mentjapai kata-sepakat.
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2. Undang-undang dapat memperkenankan pemindah3
kekuasaan jang diterangkan dalam ajat | kepada alat-ala
perlengkapan lain jang berkuasa.

3. Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republi
Indonesia Serikat diatur dengan undang-undang federal,

BAGIAN V.
PERHUBUNGAN LUAR-NEGERI.
Pasal 174,
Pemerintah  memegang _pengurusan perhubungan luar-

ncgeri.

Pasal 175.

I. Presiden mengadakan dan mensahkan segala perdjan- 3
djian (traktat) dan persetudjuan lain dengan negara-negara
lain.

Ketjuali djika ditentukan Jain dengan undang-undang -%
federal, perdjandjian atau persctudjuan lain tidak disahkan,
melainkan djika sudah disetudjui dengan undang-undang.

2. Masuk dalam dan memutuskan perdjandjian dan per-
sctudjuan lain, hanja dilakukan oleh Presiden dengan kuasa
undang-undang federal.

Pasal 176.

Berdasarkan perdjandjian dan persetudjuan jang tersebut
dalam pasal 175, Pemerintah memasukkan Republik Indonesia
Serikat kedalam organisasi-organisasi antarnegara.

Pasal 177.

Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan-perselisihan
dengan negara-negara lain dengan djalan damai dan dalam
kal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang
menerima pengadilan atau pewasitan antarnegara:

Pasal 178.

Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia
Serikat pada negara-negara lain dan menerima wakil negara-
ncgara lain pada Republik Indonesia Serikat.
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BAGIAN VL

PERTAHANAN KEBANGSAAN DAN
KEAMANAN UMUM,

Pasal 179.

Undang-undang federal menetapkan aturan-aturan ten-
tang hak dan kewadjiban warga-negara jang sanggup mem-
hantu memp: lahankan kemerdekaan Republik Indonesia
Serikat dan membela daerahnja.

[a mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadjiban itu
Jan menentukan ketjualinja.

Pasal 180.

|. Tentera Republik Indonesia Serikat bertugas mglin-
dungi kepentingan-kepentingan Republik Indonesia Serikat.

Tentera itu dibentuk dari mereka jang sukarela masuk
(cntera dan mercka jang wadjib masuk tentera.

2. Undang-undang federal mengatur masuk tentera jany
diwadjibkan.
Pasal 181.

1. Pemerintah memegang pengurusan pertahanan.

2. Undang-undang federal mengatur pembentukan, su-
sunan dan tataan, tugas dan kekuasaan alat-pe.rl‘engkapan
jang diberi kewadjiban menielenggaralsan.kebxdlaksanaan_
pertahanan pada umumnja, mengorganisasi .dar.x membagi
tugas tentera dan, dalam waktu perang, memimpin perang.

Pasal 182.

|. Presiden jalah Panglima Tertinggi tentera Republik
[ndonesia Serikat.

2. Pemerintah, djika perlu, menaruh tentera dibayah se-
orang panglima umum. Menteri Pertahanan dapat ditundjuk
merangkap djabatan itu.

3. Opsir-opsir diangkat, dinaikkan pangkat dan diper-
hentikan oleh atau atas nama Presiden, menurut aturan-
aturan jang ditetapkan dengan undarg-undang federal.
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M. DPengawasan dilaut;

N. Pemeliharaan  pelabuhan-pelabuban  dan sungai
stingai, sekadar penting hagi pelajaran antarnegara;

O. Urusan pos. telgram dan telpon, sckadar Republik
lndoncesia Serikat jang menjediakan kcbu(ulmn-kcbutuhannja;

P. Pengaturan pertambangan;

Q. Perundang-undangan umum tentanyg tenaga air dan
listrik. dan djuga pembangunan dan cksplotasi perusahaan-
perusahaan tenaga air jang ditentukan oleh lederasi;

R Llal tera. _ -
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REPUBLIKf_;IﬁDO, VESIAYSERIKAT

Nr ]6, 1950 PERUBAHAN SUbUNAN KENEGAR}\AN Undang-
pon undang daryrat Nr 11;:Tshun 1950, Jlentang tate-
= tjara perubahan susunan kenegarnan dari wilajah

-Republik Indonesia Serikat. (Pendjelasan dalam
Tambahan Lembaran-Negara Nr 8, Tahun 1950).

Qe

Presiden Republik lnﬂonesna Serikat,

Menxmbang

8. bahwa perlu diadakan peraturan tentang perubahan -

- =>rscsuatu daerah-bagian, atau wilajah jang bukan daerah-
* bagian atau-gjang sendirinja tidak merupakan daerah-
bagian dari ﬁepubhk Indonesia Serikat;

b. bahwa berhubung dengan keadaan jang mendesak dlbe—
berapa daerah peraturan itu harus segera ditetapkan.

Menglngat pasal- pasal 437 44, 123 lid 4 dan 139
Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat.

Mendengar Senat
ﬁ,

; Memutuskan
Me‘netapka"}; i u .

Undang-undang darurat tentang . tata-tjara . perubahan
susunan kenegaraan dari’ wnla]ah Repubhk Indonesia Serikat:

. BAB L
,Ke.tcntuaﬁ-ketentuan umam. *
~ Pasal 1.

I Mengena: perubahan susunan kenegaraan dam pada
dserah Republik Indonesia Serikat, seperti termaksud dalam
pasal 44 Konstitusi Sementara, dilakukan suatu- tata-tjara

——

6% 1yid, hlm 1- 11
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: Bxlamana menurit penetapan dalam pas
= .dipetoleh persetudjuan;::Sementara - aptara- daera
bagian jang bersangkutan,” maka dimintakanlah se‘and)utn
pernjataan-pernjataan -jang tetap, jaitu:

dalam hal-hal tersebut® dalssi: pasal 4 ajat 1'sub a
dari daerah-daerah-bagian jang bersangkutan seluruhnj

dalam hal-hal tersebut dalam pasal 4 ajat 1 sub b dari pad
bagian jang bersangkutan dari daerah-bagian itu serta pula
dari daerah-bagian jang lain.

2. Pada azasnja pernjataan-pernjataan rtetap ini dilaksa.
nakan oleh suatu pemungutan-suara rakjat (plebisit), te
tentang suatu daerah jang mempunjai dewan sendiri se
dapat dipandang sebagai perwakilan rakjat, pernjataan
tjukup dilanksanakan oleh bentukan baru dari badan perwa
kilan jang sengadja diadakan untuk maksud itu dan disusug
menurut peraturan semula, satu dan lain menurut pertim
bangan Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Tindakan dalam hal jang terachir itu pada chususn)a al
diambil, apabila hal itu mengenai satu negara dimana tug
pemerintahan seluruknja ataw sebagian besar diselenggarakan
oleh Republik Indonesia Serikat menurut ketentuan daIa
pasal 54 ajat 1 Konstitusi Sementara.

- 3. Djika dalam hal ini ada sebab-sebab jang istimew'z}
Pemerintah Republik Indonesia Serikat terhadap daera
daerah-bagian dapat menentukan, bahwa keputusan jan
diambil selaku inisiatip; djuga mempunjai- kekuatan sebag
scatu pernjataan ]ang tetap.

4. Pernjataan-pernjataan mengenai suatu inisiatip, jan:
hanja mengakibatkan perluasan bagi satu daerah-bagian, p
dapat pula dilaksanakan terhadap - daerah-bagian itu -ole
badan perwakilan rakjat jarg .duduk dengan suara dua.
pertiga dari djumlah anggautanja.

Pasal 8.

1. Setelah oleh perwakilan rakjat dari satu daerah-bagiam
diambilnja inisiatip, maka perwakilan itu dapat memutuskam,
bahwa mengenai soal itu seketika akan diadakan suat
pemungutan-suara rakjat (plebisit). .
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~ ditunda sampai hasxl dari. pemungutan—suara sudah dite}x

. ‘ _5_
2. D]:kaasedennkiam mah 'lla:ul
dxanggap 3eb

pasa. i

3. Daldm hal ini tindakan. seperti tersebut dalam pa

tukan T
Pasal 9 ‘

1. Djika menurut ketentuan-ketentuan dari Bab ini
tertjapai persesuaian diantara sekalian pihak jang bersang-
kutan, maka perubahan itu, ketjuali dalam hai-hal jang
dimaksud ajat 3 dan 4 dari pasal ini, ditetapkan dengan
penetapan dari Pemerintah Republik Indonesia Serikat,
]I:xenurut keinginan rak)at dan daerah-daerah jang bersang-
utam, Ce?

2. Peraturan-peraturan jang diambil menurut peraturan
undang-undang dan administrasi, jang perlu sebagai akibat = - .
dari perubahan jang diadakan sekadar terletak dalam batas-
batas kekuasaan .dari daerah~daerah-bagian, diserahkan
kepada _daerah-bagian (c.q. dae:ah dae:ah bagian) :.jang
bersangkutan. : .a,w , o

m
3. Djika hal itu mengenai pembentukan suatu negara, dan_
pembuat undang-undang.Republik Indonesia Serikat; berse-
suaian dengan pasal 46 dari Konstitusi, menjetudjui pemben- .
tukan itu, dapatlah undang-undang jang bersangkutan itu
memuat sekalian perubahan dan peraturan-peraturan, sebagal
jang dimaksud dalam ajat-ajat | dan. 2-. :

YTy I T R T TR

4. Djika ‘perubahan )ang “dimaksud dalam ajat 1 meng-
akibatkan penghapusan-? atau - ‘pengetjilin suatu daerah-
swaprad]a bertentangan-‘dengan- kemauan-kepala swapradja -
jang bersangkutan, dan walaupun demikian perubahan itu
diadakan djuga, karena dinjatakan oleh pembuat undang-
undang dari Republik Indonesia Serikat, bersesuaian dengan
pasal 65 dari Konstitusi bahwa penghapusan atau pengetjilan
itu dikehendaki oleh kepentingan umwm, maka  dapatlah
undang-undang jang bersangkutan itm memuat sekalian
perubahan dan peraturan-peraturan, sebragai jang dunaksud.

dalam ajat-ajat 1 dan 2. _

e
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-tentang itu, baik setjara sendiri-sendiri maupun -setjar:
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ST e oo BABSIIL T s TP
Perubzkian susunan kenegarsan dari, wiiajah Republil
Indonesia Serikat atas inisiatip \@ari Pemerintah
Republik Indonesia Serikat.

Pasal. 10. ~ s

Pemerintah Republik Indonesia Serikat dapat menéa;ﬁb
inisiatip untuk merubah kedudukan dari:

a. wilajah, jang tidak merupakan daerah-daerah-bagian dan:
tidak termasuk suatu daerah-bagian; :

6. wilajah, jang termasuk suatu daerah-bagian dan tidak
ilapat menjatakan pendapatnja oleh satu dewan per
kilan jang diadakan buat wilajah itu; '

¢. wilajah, jang merupakan daerah-bagian atau jang sendir
nja tidak merupakan daerah-bagian, jang mempunj
dewan perwakilan tetapi jang susunannja dianggap tidak.

representatief.
Pasal [1.

I. Inisiatip dari Pemerintah Republik Indonesia Seri
dimaktubkan dalam suatu usul jang dibubuhi keterangan
dalam maua djuga diterangkan soal-soal jang dipandang
perlu untuk mengadakan suatu pemungutan-suara rakja
(plebisit). : ‘

2. Usul jang dimaksud itu dikirimkan kepada sedjumla
orang atau organisasi-organisasi, jang terpandang perlu unt
itu, karena kedudukannja dalam masjarakat diwilajah janc
bersangkutan, dengan permintaan supaja mengumumkannj
sebanjak-banjaknja, dan supaja mengemukakan perasaannj

bersama dengan orang-orang lain.

3. Apabila wilajah jang bersangkutan termasuk suati
daerah-bagian, pengiriman-pengiriman edaran dari usul itu
tidak dilakukan, sebelum Pemerintah dari daerah-bagian
diberi kesempatan untuk menjatakan pendapatnja tentang itu

4. Apabila disesuatu bagian dari wilajah jang bersang
kutan terdapat suatu dewan, Pemerintah Republik Indonesia
Serikat meminta nasehat kepada dewan itu, dan hal itu harus
terdjadi bersama-sama dengan pengiriman edaran dari surat-
surat itu. '

" -5, Dalam-hal tersebut’pasal;10 sub-c, Penerintah’ Repu
“blik Indonesia. Serikat; setelah-Pgmerintah Republik: Indonesia’
*Serikat ‘berkejakinan’bahwia sebagian besar penduduk wilajah

jang bersangkutan menghendaki:. perubahan jang’dinjatakan

kepada Pemerintalj untuk mengadakan perubahan kedudiikan o

kenegaraan dari wilajah tersebut; dapat menjatakan bahwa
‘Dewan Perwakilan Rakjat dari wilajah tersebut susunannja
jang sekarang tidak representatief, serta menjampaikan
inisiatip tersebut kepada Pemerintah dari daerah-bagian jang
bersangkutan sekadar inisiatip itu bermaksud penggabungan
dengan suatu daerah-bagian jang sudah ada.

Pasal 12.

1. Setelah sampai tenggang jang ditetapkan untuk tiap-
tiap masalah. tetapi jang sekali-kali tidak boleh kurang dari
satu bulan sesudah surat-surat itu- dapat dianggap sampai
kepada alamat-alamatnja, maka Pemerintah Republik Indo-
nesia Serikat dapat menentukan, bahwa tentang usulnja akan

dilakukan pemungutan-suara rakjat (plebisit) menurut .

peraturan-peraturan jany ditetapkannja.
bl
2. Djika pada pemungutan-suarasusul itu diterima, maka

Pemerintah Republik Indonesia Serikat, apzbila andjuran itu-

bermaksud memperluas suatu daerah-bagian, akan meminta
persetudjuan tentang usul itu kepada pembuat-undang-
undang biasa daerah-bagian jang bersangkutan. ' :

Pasal. 13.

1. Djika menurut ketentuan-ketentuan dalam Bab ini
tcrdapat persetudjuan-penuh, maka perubaban itu ditetapkan
sesuai dengan ketetapan dalam pasal 9 ajat 1, dalam mana
diserahkan kepada kekuasaan perundang-undangan dari
daerah-daerah-bagian jang bersangkutan, tentang apa jang
biasanja termasuk dalam batas-abtas kekuasaan dari daerah-
daerah-bagian itu.

2. Ketetapan dalam ajat 2, 3 dan 4 dari pasal 9 diguna-
kan setjara jang bersesuaian. .

ey Ty
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BAB 1V:

Perubahan susunan kenegaraan dari wilajah Republik -
Indonesia Serikat atas inisiatip dari wilajah jang
bukan daerah-bagian atau jang sendrinja
tidak merupakan daerah-bagian.

Pasal 14.

1. Dewan perwakilan dari suatu wilajah. jang bukan
daerah-bagian, dapat mengambil inisiatip untuk perubahan
kedudukan kenegaraan dari wilajah itu.

2. Inisiatip jang dimaksudkan dalam ajat jang terdahulu
dapat djuga diambil dengan suatu petisi, dalam mana dengan
seksama ditundjukkan luas dan batas-batas wilajah itu, dan
dengan mana dinjatakan persesuaian, baik oleh suatu djumlah
jang terbanjak dari kepala-kepala persekutuan-persekutuan
berotonomi setempat-setempat jang terletak dalam wilajah
jeng bersangkutan, baik oleh sedjumlah orang-orang dewasa,
jang sekurang-kurangnja berdjumlah 5% dari taksiran
djumlah penduduk dari wilajah jang bersangkutan itu.

3. Ipisiatip jang dimaksudkan dalam ajut-ajat 1 dan 2
hanja terbatas dalam hal penetapan wilajah sendiri.

Pasal 15.

Inisiatip jang diambil menurut pasal 14 dapat mengandung
maksud:

a. pembentukan dari suatu negara bagian tersendiri;
pemasukan kepada suatu daerah-bagian (jang lain});

c. mendapat kedudukan sebagai wilajah jang langsung
dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Pasal_' 16.

1. Suatu inisiatip sebagai jang dimaksudkan dalam
pasal 15 sub a pada awalnja dapat ditolak oleh Pemerintah
Republik Indonesia Serikat apabila mengenai suatu wilajah
jang penduduknja kurang dari I (satu) djuta djiwa.

2. Suatu inisiatip sebagai jang dimaksudkan dalam
pasal 15 sub ¢ dapat ditolak oleh Pemerintah Republik Indo-
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nesia Serikat, djika ia berpendapat, bah\_i('a apabil_a., itu ._§x:tutut'
akan bertentangan dengan kepentingan umum.: .- * 7

3. Tentang suatu. inisiatip'-"'sebagai'-':-'"ang- dimgaks't;d?an‘-ff o
dalam pasai 15 sub b, Pemerintah Republik Indonesxa.Serlkat
meminta keputusan sementara dari perwakilan rakjat dari

- daerah-bagian jang lain itu.

Pasal 17.

Mengenai inisiatip seperti tersebut dalam pasal 15 Peme-
rintah Republik Indonesia Serikat akan menggdakan pemu-
ngutan-suara rakjat (plebisit) dalam wilajah jang bersang-
kutan, dalam hal-hal seperti berikut:

a. sub b djika inisiatip itu disetudjui oleh perwakilan rakjat
daerah-bagian lain itu:

b. sub a atau sub c djika inisiatip itu tidak ditolak_‘__pleh
Pemerintah Republik Indonesia Serikat: :

c. sub a djika inisiatip jang mula-mula ditolak, kemudian
diulangi dengan petisi jang disetudjui oleh sekurang-
. kurangnja 10% dari djumlah penduduk.
Pasal 18.

Djika menurut ketentuan-ketentuan dalam Ba‘b ini tellah
ternjata rakjat menghendaki perubaban jang dxma.ksud an
itu — dan sekiranja hal itu mengenai da'erah-l?a_gx?n lain,
pengluasan dari daerah-bagian itu telah disetudjuinja teti;;
menurut tjara sebagai dimaksudkan dalam Pasal 7, — maka
perubahan jang dikehendaki itu, dengan tidak mengtgangx
ketentuan pada pasal 16 dari Undang-undang dasar
Sementara, ditetapkan dan diatur dengan undapg-un 1:ng
dari Republik Indonesia Serikat, dengan pengertian lga wa
kepada kekuasaan perund_ang_—undanga.n daxtx dagrah- agla]rz
jang bersangkutan diserahkan apa-apa jang b1a§an]§ termasu
dalam batas-batas kekuasaan dari daerah-bagian itu.

BAB V.
Ketentuan-ketentuan penutup.
Pasal 19.

1. Dijika suatu wilajah, jang merupakafl da'erah—bagi_an
atau tidak, mengambil inisiatip supaja wilajah itu langsung
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dikuasai oleh Republik Irdonesia Serikat, maka Pemerintah

Rcpublik  Indonesia Serikat dapat menerima inisiatip itu
apabila dianggapnja memenuhi kepentingan umum,

2. Perubahan jang dimaksudkan dalam ajat 1 itu. ditetap-

kan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ajat |.

Pasal 20.

Dengan tidak mengurangi hak-hak rakjat dari wilajah-
vrilajah, jang tidak merupakan daerah-bagian dan tidak pula
termasuk - dalam  sesuatu  daerah-bagian atau rakjar dari
dacrah-daerah-hagian jang bersangkutan. untuk menjatakan
keinginannja lebih landjut mecnurut ketetapan-ketetapan
dalam undang-undang ini, maka wilajah-wilajah jang dalam
tahun-tahun  belakangan ini oleh sebab perkembangan-
perkembangan  politik  telah terpisah  dari daerah-daerah,
kedalam mana wilajah-wilajah itu sewadjarnja tecmasuk, dan
jung sedjak dahulu sudah djuga termasuk lingkungan dacrah-
daerah itu. dapat dengan tidak menggunakan tata-tjara jang
d:atur dalam undang-undang ini, dengan penetapan Peme-
rintah  Republik Indonesia Serikat dimasukkan kedalam
daerah-bagian, dimana wilajah-wilajah itu semula mendjadi
satu bahagian.

Pasal 21.

Djika diperlukan untuk kepentingan pertahanan, maka
bagian-bagian-ketjil dari wilajah jang termasuk atau tidak
termasuk dalam suatu daerah-bagian. dengan undang-undang
federal dapat ditempatkan seluruhnja atau sebagiannja
langsung dibawah Pemerintah dari Republik Indonesia
Serikat, dan untuk itu, djika dianggap perlu, ditjeraikan dari
daerah-bagian atau dari satuan-satuan kenegaraan jang lain.

Pasal 22.

I. Djika sebelum terbentuknja undang-undang ini olch suatu
dewan perwakilan sudah diambil pernjataan, jang berisi suatu
irisiatip sebagai jang dimaksud dalam undang-undang ini,
maka pernjataan itu dalam mendjalankan undang-undang ini
dapat dianggap sebagai inisiatip atau sebagai pernjataan
tetap.
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2. Untuk wilajah dimana tidak dibentuk suatu dewan,
Letentuan pada ajat 1 dilakukan setjara gijas (analogie)
tentang inisiatip-inisiatip sebagai jang dimaksud dalam
pasal 14 ajat 2.

Pasal 23.

Undang-undang darurat ini dapat dinamakan ,.Undang-
undang tata-tjara perubahan susunan kenegaraan Republik
[ndonesia Serikat’.

Pasal 24.

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari
divmumkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengegahuinja. memerin-
tahkan pengumuman Undang-undang darurat ini denga.n
menemparkannja dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia
Serikat. L

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal & Maret 1950.

i - Presiden Republik Indonesia Serikat.
SOEKARNO.

Perdana Menteri,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Dalam Negeri.

IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG.

Diumumkan, )
pada tanggal 9 Maret 1950:

Menteri Kehakiman.

SOEPOMO.
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LAMPIRAN: VII 1)

UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA
REPUBLIK INDCGNESIA

{Undang-Undang 15 Ag. 1950 No. 7) Lembaran Negara 50-56.
(d.u. 15 Ag. 1950) (Penj. Tambahan Lembaran Negara 37)

Presiden Republik Indonesia Serikat
Mcnimbang:

bahwa rakyat dacrah-dacrah bagian di scluruh Indonesia menghendaki
bentuk susunan Negara republik kesatuan;
bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat;

bahwa Neguara yang berbentuk republik kesatuan ini sesungguhnya

tidak lain dari pada Negara Indonesia yang kemerdekaannya oleh rakyat

diproklamirkan pada hari 17 Agustus 1945, yang semula berbentuk
republik kesatuan dan kemudian menjadi republik federasi;

bahwa untuk melaksanakan kchendak rakyat akan bentuk republik ke-
satuan jtu dacrah-dacrah bagian Negara Indoncsia Timur dan Negara
Sumatera Timur tclah mengusahakan Pemerintah Republik Indonesia
Serikat sepenuhnya untuk bermusyawarat dcngan Pemerintah dacrah
bagian Negara Republik Indonesia;

bahwa kini tclah tercapai kata scpakat antara kedua pihak dalam per-
musyawaratan itu, schingga untuk memenuhi kehendak rakyat tibalah
wakiunya untuk mengubah Konstitusi Sementara Republik Indonesia
Scrikat menurut kata scpakat yang telah tercapai itu menjadi Undang-
Undang Dasar Sementara Negara yang berbentuk republik kesatuan
dengan nama Republik Indonesia;

Mengingat:
Pasal 190, Pasal 127 bab a dan Pasal 191 ayat 2 Konstitusi;
Mengingat pula:

Piagam Persctujuan Pemerintah Republik Indonesia Scrikat dan
Pcmerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Scnat;

Memutuskan:

Menctapkan:
Undang-Undang tentang perubahan Kounstltusi Sementars Republik Indo-
nesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Pasal I. Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah men-
jadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, schingga
naskahnya berbunyi sebagai berikut:

T€Vg . wamtjik Saleh, op.cit, hlm 42- 43
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Mukadimah

Bahwa scsungguhnya kemerdckaan itu ialah hak scgala bangsa dan olch
scbab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak
scsuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdckaan Indonesia telah sampailah
kcpada saat yang berbahagia dengan sclamat sentosa mengantarkan
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdckaan Negara Indone-
sia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkatan scjarah yang
berbahagia dan luhur,

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu
piagam Negara yang berbentuk republik kesatuan, berdasarkan pengaku-
an Ketuhanan Yang Mahacesa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyat-
an dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kescjahteraan,
. perdamaian dan kemcrdckaan dalam masyarakat dan Negara-hukum
Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna,

BAB {
Negara Republik Indonesia

Bagian |
Bentuk Negara dan kedaulatan

Pas. 1. (1) Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat yalah
suatu Negara-hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan,

(2) Kcdaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan
dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan
Rakyat.

Bagian I1
Daerah Negara

2, Republik Indonesia meliputi seluruh dacrah Indonesia.

Bagian 111
Lambang dan bahasa Negara

3. (1) Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang
Merah Putih.

(2) Lagu kecbangsaan ialah lagu ""Indoncsia Raya”.

(3) Meterai dan lambang Negara ditetapkan oleh Pemerintah.

4. Bahasa resmi Negara Republik Indonesia yalah bahasa Indonesia.

Bagian IV
Warga negaraan dan penduduk Negara

5. (1) Kewargancgaraan Republik Indonesia diatur oich undang-un-
dang.

(2) Pewargancgaraan (naturalisasi) dilakukan olch atau dengan kuasa
undang-undang.

Undang-undang mengatur skibat-akibat pewargancgaraan terhadap
istri orang yang tclah diwargancgarakan dan anak-anaknya yang belum
dewasa.

6. Penduduk Negara yalah mercka yang diam di Indonesia menurut
aturan-aturan yang ditctapkan dengan undang-undang.

16:¢
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LAMPIRAN: VIII

162)

1 DESEMBER HARI BERSENARAB.

TANGGAL i1 Desember diperingati setiup tabus, inulai tahun
1947. Sedjak terdjadinja aksi pembersihan Westerling maka
berbagaij tindakan diambil oleh badan? tertentu untuk membnat hari
tsb. mendjadi hari berkabung nasional dan lain® Satn diautaranja
dibuktikar oleh wmosi berikut, disiarkan oleh Badan Penghubung
Peladjar indonesia {BAPPI), lengkapnja kita salinkan sbb..

Badan Peughubung Peladjar Indonesia (BAPPI)
Djalan Rendzah 99, Makassar.

M O S}

Rapat Perwakilan Badan Penghubuny Peladjar Indo-

nesia pada

tanggal 5 Desember 1949, jang meliputi

organisasi* Pemuda Peladjar di Makassar :

Mengetahui

Mengetahuai
pula

Mengetahui

selandjutnja :

Menimbang :

16

Bahwa hari 11 Desember adalah ,hari ber-
kabung” bagi Rakjat Indonesia, terutama
bagi Rakjat Indonesia jang berada di Sula-
wesi, sebab pada hari itu (11 Desember 1946)
dimulai ,,aksi_pembersihan™ oleh tentera Be-
landa di Sulawesi Selatan, jang telah memakan
40.000 djiwa.

Bahwa hari itu tiap? tahun diperingati di Ibu
Kota Republik Indonesia, Jogjakarta, dan
telab diakui sebagai ,,Hari Nasional™.

Bahwa sampai sekarang belum pernah di-
umumkan hasil? penjelidikan pembersihan ter-
sebut, baik oleh Pemerintah N.L.T., maupun
oleh Pemerintah Keradjaan Belanda.

a. Bahwa hari 11 Desember penting sekali
artinja bagi Rakjat dan Pemerintah N.L'T,
karena disaat mengganasnja pembersihan

103

2 . _ ,
Syamsudin Lubis, op. cit, hlm 103- 105
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di Sulawesi Selatan, dalam Konperensi
Denpasar pada igl, 24-12-1946, lahir suatu
Negara, jaitu Negara Indonesia Timur.

b. Bahwa Pemerintah N.LT. sewadjibnja
menjatakan pendiriannja jang tegas.

Memutuskan : MENUNTUT KEPADA PEMERINTAH
AGAR HARI! 11 DESEMBER DIAKUI
DAN DIRESMIKAN SEBAGAI HARI
NASIONAL DAN — BERKABUNG BAGI
SELURUH RAKJAT INDONESIA.

Makassar, 8 Desember 1949

Badan Penghubung Peladjar Indonesia

Ketua : ' Panitera I :
WEDASTERA. M. RIZA.

Mosi ini disampaikan kepada :

Pemerintah Negara Indonesia Timur
Presiden N.I.T.

Badan Perwakilan Sementara N.L.T.
Senaat Indonesia Timur

Hadat Tinggi

Dewan Sulawesi Selatan

Kuasa Wakil Tinggi Mahkota di Makassar
Pers dan Radio

9 NSV A

Secretariaat Pusat Pandu Rakjat Indonesia. bagian Timur
Indonesia, dengan suratnja no. Pusat/42/L. D. tertanggal 26 No-
pember 1949 kepada 1. Menteri PP dan K Republik Indonesia,
2. Pengurus Besar Umum dan Markas Besar Umum Pandu Rakjat
Indonesia, 3. Panitia Peringatan 3 tahun Hari Pengorbanan 40.000
Pembela Kemerdekan Bangsa di Sulawesi, di Djokjakarta, mengi-
rimkan pengumuman mereka, bahwa tgl. 11 Desember didjadikan
sebagai hari berkabung dan mengandjuckan kepada segenap ang-
gautanja supaja pada tanggal tsb. sehari-harian memakai pakaian
kepanduan dan membersihkan makam? pahlawan jang ada ditem~-
pat masing?,

104
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DATU SUPPA LOLO

Ja diseret dengan mobil dalam penjembelihan 40.900. Setelah ' tidak
bernjawa lagi, ditembak pula dadanja..
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era Selatan:

tera Timur;

awas-pengawas dari:
Tengah:

B Timur:

ang:

LAMPIRAN: IX '€37)
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Abdul Malik

R. Hanan
Abdul Fatah
Zainudin Darmo
Dr. T. Mansur
G. van Gelder
Tengku Arifin.

M.T. Sihombing

The Sien Tio

R. Slamet Tirtosubroto

T.Tg.P. Achmad Kusumonegoro
Mr. R.P. Notohatyanto

Mr. Tjoa Sie Hwie

Mr. The Boen Hwan

Jacob Jahja.

I. 24 Desember 1946 — 29 April 1947

LAMPIRAN 1V

SUSUNAN BADAN PERWAKILAN SEMENTARA DAN |
FRAKSI-FRAKSI DALAM BADAN PERWAKILAN N

SEMENTARA NEGARA INDONESIA TIMUR
24 Desember 1946 — 20 Desember 1949

Ketua  : Mr. Tadjoeddin Noor
Sekretaris : Mr. Van Gelder
lI. 2 Juni 1947 — 20 Desember 1949
Ketua : Mohammad Kaharoeddin, Sultan Sumbawa

Sekretaris : Dr. H. Stolk.
Fraksi-fraksi Dalam Sidang Pertama Tahup 1947:

1. Fraksi Progresif, terdiri dari 32 anggota
2. Fraksi Pembangunan, terdiri dari 37 anggota

Fraksi-fraksi Dalam Sidang Kedua Tahun 1947:

1. Fraksi Progresif, terdiri dari 34 anggota

2. Fraksi Nasional, terdiri dari 17 anggota

3. Fraksi Koalisi Demokrat, terdiri dari 20 anggota
4. Fraksi. [.LE.V., terdiri dari 3 anggota

163 o han | L '
Ide Anak Agang Gde Agung, op.cit; him BOR ~ B4 |

Fraksi-fraksi Dalam Sidang Pertama Tahun 1948:

1. Fraksi Progresif, terdiri dari 35 anggota
2. Fraksi Nasional, terdiri dari 22 anggota
3. Fraksi Demockrat, terdirt dari 5 anggota
4, Fraksi "Liar” {yang tidak termasuk golongan fraksi), terdiri dari 12 ang-

gota
5. Frakst L.LE.V., terdiri dari 3 anggota
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Fraksi-fraksi Dalam Sidang Kedua Tahun 1948:

susunannya sama seperti di dalam sidang pertama
Fraksi-fraksi Dalam Sidang Pertama Tahun 1949:

i. Fraksi Progresif, terdiri dari 34 anggota LAMPIRAN V.
2. Fraksi Nasional, terdiri dari 22 anggota
3. Fraksi Demokrat, terdiri dari 5 anggota
- 4. Fraksi "Liar” terdiri dari 13 anggota
5.

Fraksi LE.V., ferdir dari 3 anggota SUSUNAN BADAN PERWAKILAN RAKYAT

NEGARA INDONESIA TIMUR DAN'FRAKSI- FRAKSI
Fraks:-fraksi Dalam Sldang Kedua Tahun 1949 | _ 21 Februari 1950 - 1 6 Agustus 1950 B
susunannya sama sepe'n dx dalam sidang per’tama f T : AR T
' Ketua : Hoesain Poeang Limboro,

Sekretaris : Dr. H. Stotk _ T LR
Fraksi-fraksi Dalam Sidang Pertama Tahun 1950:

Fraksi Kesatuan Nasional, 20 anggota

Fraksi Nasional Progresif, 25 anggota

Fraksi Kerakyatan, 10 anggota ‘

Fraksi Indonesia, 8 anggota N - o
Fraksi Sosialis, 3 anggota: o '

Ongey Lol

i
2 .
v
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4. Menteri Muda Keuangan : R.EJ. Matekohy N
5. Menteri Kehakiman : Mr. Dr. Ch R S Soumokxl
6. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perhubungan : Ir. AM. Semawi
: 7. Menteri Pendidikan : E.Katoppo . .- -
LAMPIRAN. VI - 8. Menteri Kesehatan : Dr. S.J. Warrouw:
9. Menteri Sosial_ : G.R. Pantouw .- °
SUSUNAN PEMERINTAH . ' 10. Menteri Penerangan o d. Tahja :
: ; 11. Menteri Negara ditugaskan untuk :
NEGARA INDONESIA TIMUR -t mengurus masalah Keislaman : Achmad S)ehan Banmxd
PRESIDEN: Tjokorde Gde Rake Sockawati, 24 Desernber 1946 — 12 Menter Negara ditugaskan untuk -
15 Agustus 1950. _ mengurus soal ’ Kewarganegara-
. an : : R. Claproth
KABINET YANG BERKUASA: . 13. Menteri Negara ditugaskan untuk .
; ; : . ' menyelidiki Peradilan di Indone- .
I, lz(?ll:lxnnie;gl‘:;djamoedm Daeng Malewa Pertama — 13 Januari— sia Txymur ©: Mr. Tjia Kok leang
1. Perdana Menteri merangkap ll. Kabinet S.J. Warrouw — 11 Oktober—15 Desember 1947
Menteri Perekonomian : Nadjamoedin Daeng Malewa 1. Perdana Menteri merangkap .
2. Menteri Urusan Dalam Negeri  : Ide Anak Agung Gde Agung Menteri Kesehatan : Dr. S.d. Warrouw
3. Menteri Keuangan - M. Hamelink 2. Menteri Urusan Dalam Negen
4. Menteri Kehakiman : Mr. Tjia Kok Tjiang . . merangkap Wakil Perdana Men- : P :
5. Menteri Kesehatan : Dr. S.J. Warrouw teri : de Anak Agung Gde Agung
6. Menteri Pendidikan - : E. Katoppo 3. Menteri Keuangan . : M. Hamelink . .-
7. Menteri Pekerjaan Umum dan i ) 4. Mentert Muda Keuangan -1 R.E.J. Matekohy ..
Perhubungan : E.D. Dengah - 5. Menteri Perekonomian - : J. Tahja s
8. Menteri Sosial : J. Tahja 6. Menteri Muda Perekonomian : Hoesain Poeang Limboro
9. Menteri Penerangan : 'G.R. Pantouw 7. Menteri Kehakiman : Mr. Dr. Ch.R.S. Soumokil
. Kabinet Nadjamoedin Daeng Malewa Kedua — 2 Juni— 8. I;denteri Pekerjdgglf Umum dan : -
11 Oktober 1947 erhubungan I AM. Semawi -
: 9. Menteri Pendidikan : E. Katoppo <
1. Perdana Menteri merangkap 10. Menteri Sosial : Abdoellah Daeng Mappoedjl
Menteri Perekonomian : Nadjamoedin Daeng Malewa 11. Menteri Muda Sosial . Drs. Tan Tek Heng
2. Menteri Urusan Dalam Negeri 12. Menteri Penerangan - : Sonda Daeng Mattajang
merangkap Wakil Perdana Men- _ 13. Menteri Muda Penerangan : R. Claproth
teri . : Ide Anak Agung Gde Agung
3. Menteri Keuangan merangkap >
Wakil Menteri Perekonomian  : M. Hamelink
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IV. Kabinet Ide Anak Agung Gde Agung Pertama — 15 Desember
194712 Januari 1949

1.

Noubkw

®

9.
10.

11.
iz.
13.
14.
15.
16.

Perdana Menteri merangkap
Menteri Urusan Dalam Negeri
Menteri Kehakiman

Menteri Perekonomian
Menteri Keuangan

Menteri Kesehatan

Menteri Pendidikan

Menteri Pekerjaan Umum dan
Perhubungan

Menteri Sosial

Menteri Penerangan

Menteri Muda Urusan Dalam
Negeri

Menteri Muda Kehaknman
Menteri Muda Perekonomian
Menteri Muda Keuangan
Menteri Muda Pendidikan
Menteri Muda Sosial

Menteri Muda Penerangan

. Ide Anak Agung Gde Agung
: Mr. Dr. Ch.R.S. Soumokil
: Hoesain Poeang Limboro
: M. Hamelink
: Dr. S.J. Warrouw
: E. Katoppo

: Ir. D.P. Diapari
: Mr. S.S. Palenkahoe

. Boerhanoeddin

~: Mr. S. Binol
: R. Claproth
: Drs. Tan Tek Heng
: R.E.J. Matekohy
: J.E. Tatengkeng
: Moh. Sjafei
: L.H. Doko

V. Kabinet Ide Anak Agung Gde Agung Kedua — 12 Januan—-
. 27 Desember 1949

1.

2.
3:
4.

o »

A

Perdana Menteri merangkap
Menteri Urusan Dalam Negeri
Menteri Kehakiman

‘Menteri Keuangan

Menteri Perekonomian
ad interim
Menteri Pendidikan

Menteri Pekerjaan Umum dan

- Perhubungan

Menteri Kesehatan

 Menteri Sosial

Menteri Penerangan
Menteri Perekonomian

: Ide Anak Agdng Gde Agung
: Mr. Dr. Ch.R.S. Soumokil
: ‘M. Hamelink =~

: Drs. Tan Tek Heng
: J.E. Tatengkeng -

: Ir. D.P. Diapari

: Dr. d. W Grootings

: Mr. S. Binol

: LH. Doko

: Abdoel Radjab Daeng

Massikki

Catatan:

Setelah Abdoel Radjab Daeng Massikki diangkat menjadi Menteri

_ Perekonomian, Drs. Tan Tek Heng diangkat menjadi Menteri Negara

diperbantukan kepada Kementerian Keuangan dan ditugaskan untuk
urusan anggaran belanja negara.

VI. Kabinet J.E. Tatengkeng — 27 Desember 1949—14 Maret 1950

1.

fRJO0I G

Perdana Menteri merangkap
Menteri Pendidikan
Menteri Urusan Dalam Negeri

: J.E. Tatengkeng .

: Iskandar Djabir Moh. Sjah,
Sultan Ternate

: Drs. Tan Tek Heng-

: Abdoel Radjab Daeng

Menteri Keuangan
Menteri Perekonomian

. Massikki
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perhubungan : Ir. D.P. Diapari
Menteri Sosial : Mr. S. Binol
Menteri Kehakiman : Mr. Dr. Ch.R.S. Soumokil
Menteri Kesehatan ad interim : Mr. S. Binol
Menteri Penerangan : [.H. Doko

VII. Kabinet D.P. Diapari — 14 Maret—10 Mei 1950

1

A

. Menteri Penerangan

Perdana Menteri merangkap
Menteri Pekerjaan Umum dan

Perhubungan : Ir. D.P. Diapar
. Menteri Urusan Dalam Negeri  : Abdoel Radjab Daeng
Massikki
Menteri Kehakiman : R. Claproth

: Drs. Tan Tek Heng
: Achmad Ponsen Daeng

Menteri Keuangan
Menteri Perekonomian

. Posanre
. Menteri Eendidikan : LH. Doko
. Menteri Kesehatan dan Sosial  : Dr. D. Tahitoe

: Dr. W.J. Ratoelangi

VIII. Kabinet J. Poetoehena — 10 Mei—16 Agustus 1950

1.

Perdana Menteri merangkap
Menteri Perekonomian dan Per-

hubungan : Ir. J. Poetoehena .
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- 2. Menteri Urusan Daiam
Negeri - : Lanto Daeng Pasewang’

3. Menteri Kehakiman : Mr. 1. Goesti Ketoet Poedje
4. Menteri Pendidikan dan

. Kesehatan : Ir. Ingkiriwang
5. Menteri Keuangan : Abdoel Razak
6. Menteri Sosial : Andi Boerhanoeddin

7. Menteri Penerangan : H. Rondonoewoe

INDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN VII

- DAFTAR KUMPULAN PARTAI POLITIK
DI INDONESIA TIMUR PADA SAAT
NEGARA INDONESIA TIMUR DIBUBARKAN"

. Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI); Haluan:

Politik; Kedudukan: Makasar.

Ketua : A. Mononoetoe W.Ketua : J.E. Tatengkeng
Penulis Umum: H. Rondonoewoe

Bendahara: Andi Boerhanoeddin _

Pbt-pbt. : Ny. Towolioe, E.U. Poepella, A. Madjid.

. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR);. Haluan: Politik; Kedudukan:

Makasar.

Ketua : H. Rondonocewoe W .Ketua : M. Zajat
Penulis] : Maladjong Daeng Liwang _
Bdh.I : S. Effendy . Bdh.Il : Ny. M. Towolioe

- Penerangan: Ny. Salawati Daoed

Pendidikan: M. Legoh S
Ekonomi : O. Mahamit Bag.Wnt : Andi Ninong

. Partai Warganegara Indonesia (PARWANI).; Haluan: Politik;

Kedudukan: Makasar. .

Ketua : M.Th. Bachmid W.Ketua : A.K. Alamoedi -
Penulis : A.R..Alhabsije Bendh. : AL Bamagaésim
Pbi.-poi. : M.L. Attamimi, S. Alamoedi, A.H. Alasiri '

* Diambil dari berkas arsip Perwakilan Arsip Nasional Ujungpandang. ~
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4 Partai Indonesia Raya (PARINDRA); Haluan: Politik; Kedudukan: ‘ 12. Persatuan Maluku Utara; Haluan: Politik, Kedudukan: Makasar.
. Makasar. Ketua : P.H.G. Soentpiet W .Ketua : A.J. Aboebakar
Pimpinan: Hadjarati Penulis] : H.M. Radja Loa Penulis Il : M. Hanafi -

5. Kebaktian Rakyat Indonesia Maluku (KRIM); Haluan: Politik; Kedu- Bendhr. : E.D. Tan Pbt-pbt : J.C. Rompis,
" dukan: Makasar Pelindungt Sri Sultan Tidore, R.A. Baay,
P?mpir;an' Watt'imena. . A. Moncnoetoe Que Ek Liong,

Penasehat: W. Kandin Nona M. Poetinela
13. Partai Tionghwa Peranakan (PERTIP); Haluan: Politik; Kedudukan:

6. Banteng Indonesia Sulawesi (BIS); Haluan: Politik; Kedudukan:

Makasar. Makasar.

Perancang. : Daved Sidja (Handelaar). b | Ketua : Drs. le Kheng Heng W.Ketua : Liem Tjleng Goan,
7 Partai Katholik Rakyat Indonesia (PKRI); Haluan: Politik; Keduduk- "~ Pnsh. : Thio Heng Sioe , Liem Tjeng Leng

an: Makasar. A Politik  : Mr. Tjia Kok Tjiang  Pnyld. : Nio Tjoen Liong

Ketua  : Mr. H.J.A.H.E. Payens ’ Ekonomi : Lie Tiong-Boe Sos.Keb. : Nona Soh Lian Tjie'.

W . Ketua : Mr. Teng Tiin Leng. | 14. lkatan Wartawan Indonesia Timur (IWIT); Haluan: Politik; Keduduk-

Penulis/Bdh.: Drs. N.A. Nyman ' an: Makasar.

Pbt.-pbt. : Mr. Tjin Kok Tjiang, Q.J.H. Mudde, P.A.M. Beyaert, Ketua : J. Mawengkeng Penulis : A. Sjafioedin

1 H.W. Ehlhart. Bendh. : Monohoea Pbt. . A. Sasabone

15. Gerakan Kebangsaan Indonesia Minahasa (GERKIM); Haluan: Poli-
tik; Kedudukan: Makasar.
: M.L. Saracen

8. Partai Demokrasi Assosiatif Federal Indonesia (PARDAFI); Haluan:

itik dan Ekonomi; Kedudukan: Makasar. '
;o?ula ar? A.J. Wakary. Pnl/Pbt. : Thio Heng Sice. Ketua
5 " Intie Penulis : M. Warrouw Bendh. : Tendean

W.Ketua : Kemontooy

| ———

; . tau, J. Paat, Liem

Potpo. E[{}:fgh?}%:nl,’gl?dﬁofg?lzgci:Jbier?;a&aplldii. N.V. Lith. Pbt-pbt. : Mr. Palengkahoe, Mewengkang, Mamesa

9. Persatuan Timor Besar (PTB); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar. 16. De Nederlandsche Vereniting voor Oost-Indonesié; Haluan: Politik

. Ketua : P.L. Christoffel W.Ketua : Th.D. Lengkong dan Sosial; Kedudukan: Makasar.
Penulis : J. Hitipeun. Penulis] : J.K. Kamangi Ketua - P.H. Kremer W.Ketua : Prof. J.d. Haurath
Penulisll : D. Noya Bdh.l : J.E. Pastera Penulis : D.M. van Zwieten Pbt. : C. van Burken
Bdh.Ill : 1. Mulle. Bdh. Il : K. Kamarimbing. Bendh. : Drs.E. van Tongeren )
Pbt-pbt. : N. Pattiradjawane, J. Latuharhary, H. Kapok, L.J. 17._ Balai Perguruan Sawerigading; Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar
Ballo. Direktur : Noeroedin Sjahadat

- 10. Vaderlandse Club (VC); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar. Guru? : Abd. Sawawy Jahja, Hamzah Daeng Mangemba

Pimpinan : Statius Mulle, Ir. Lels, C.B.H. Loeff. 18. Badan Penyelenggara Tana Toraja; Haluan: Politik.

19. Partai Serikat Islam Indonesia (PSIl); Haluan: Politik; Kedudukan:

11. Indo Europeeschen Verbond (IEV); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
Makasar. Ketua  : Aboebakar W Ketua : Sjamsoeddin, Samad
Ketua : O.J.E. Fransz. Penulis : J.A. Nicolaas Penulis] : Abd. Rasjid Penulis [[ : Moehidin Adam
Pbt-pbt. : H. Bruggeman, J.Th. Droop, Th.J. Hogendorp, _ Bendh. : Manjanderi Daeng Matoetoe
Goedhart.

Pbt-pbt. : A. Waris, .M. Saleh, A. Hakim.
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22.
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Masyumi; Haluan: Poiitik; Kedudukan: Makasar.

Ketua : M. Niode W Ketua : A. Haroen

Penulis[ : U.H. Boeloeati Penulis I : [. Mohamad

Bendh. : K. Laija

Pbt-pbt. : A. Joenoes, J. Polapa, M.S. Ointoe, S. Moesa.

Persatuan Isiam; Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.

Ketua : Hadji Manjoor W.Ketua : Hadji Mochlis

Penulis : Moch. Amin Daeng  Bendh. : Abdoelkadir
Toeioe

Pbt-pbt. : H.D. Zakaria, H. Abdoerasi, Batjo Sebes, Loethan

Moch. Isa, Moch. Akib, Hadji Moch. Tahwa Daeng
Magang

Persatuan Guru Indonesia Sulawesi Selatan; Haluan: Politik dan
Sosial; Kedudukan: Makasar.

Ketua : D. Sioemcerang W .Ketua : HaEba Daeng Si-
Penulis| : Laside toedjoe
Penulis 1I/ Pbt-pbt. : Djalaloeddin, Nakka,
~ Bendh. : Mansjoer Sampara
. Perserikatan Sekerja Indonesia; Haluan: Politik; Kedudukan: Maka-
sar. :
Ketua : Pijo W.Ketua : Manapiang
Penulis| : Abdoel Aziz Daeng Penulis1l : Abd. Kadir
Sitoedjoe Bendh. : Soekarno
Pbt-pbt. : Sitoemorang, A.L. Tobing, Sjamsoeddm Daeng Mana-

gawing, Sitti Moemoerah

a Buruh Tionghwa; Haluan: Politik; Kedudukan Makasar.

W.Ketua : Po Ai Eng
: Go.Loe Seng

: Ban Sie Tjhoen
, : Kho Tiong Lien Pbt.

i Kedaulatan Rakyat Bagian Wanita (PKR Bagian Wanita);

.udukan: Makasar.
tua : Ny. Salawati Daoced W.Ketua : Ny.-W. Maladjong

: Ny. Habibi Bendh. " : Ny. R. Pantouw
: Ny. Sikado, Ny. Selamet, E. Sigar Ny. Z. Wahab, Ny.
A. Warrouw

enulis
~bt-pbt.

821

26. Badan Pemimpin Pemuda Indonesia (BPPI); Haluan: Politik; Kedu-

27.
28.

29.

30.

33.

32.

dukan: Makasar (Perkumpulan Pemuda Makasar).

Ketua  : Soejatim M. W.Ketua : A. Waris .
Penulis] : Madilace A.D.T. Penulis il : Nn. Rachmatijah
Pbt-pbt. : B. Sjamsoedin, Daeng Ngerang, Makkatem, A. Sja-

froedin, A. Moeis Taha.
Fikiran Pemuda (FP); Haluan: Politlk/Ku!; Kedudukan: .Makasar.

Angkatan Pemuda Indonesia (API); Haluan: Politik; Kedudukan: Ma-
kasar. -

Ketua  : Ch. Sjahadat W.Ketua : Soeaib

Penulis : Ibr. Masbi Bendh. : M. Sjoerkati
Pbt-pbt. : A. Rachman Tahir, M. Arif.

Panitia Tahanan Politik; Haluan: Politik dan Sosial; Kedudukan: Ma-
kasar.

Ketua : Dr. R.C.L. Sendoek W .Ketua : Mr. Tjia Kok Tjiang
PenulisI : Soejatim M. PenulisII : D. Hamzah

Bendh. : Ny. S. Saelan Bendh. II: Ny. A. Kindangan
Pbt-pbt. : A.N. Hadjarati, E.D. Hidajat, Aroepella, A. Boerhan-

oeddin.

Twaaifde Provinsi Minahasa (TWAPRO); Haluan Politik; Keduduk-
an: Makasar.

Ketua : D.A. Kaircepan : Ch.M. Poenggawa
‘ Soerentoe,

Mamarimbang.. -

Penulis

. Persatuan Patriot Indonesia; Haluan: Politik.

Ketua : A. Sanoesi

Panitia Pembentukan Partai Sosialis Indonesia; Haluan: Politik.

Ketua : Abd. Rachiem W.Ketua : S. Mamesah
Penulis : A.W. Rachiem Bendh. : Irtin Achmad
Pbt-pbt. : Sahiboe, Selamat, Wagiman, Sakari, Sahoed.
Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI); Haluan: Politik dan
Agama.
Pnsh. : Achmad Makara- Ketua : Moeh. Noer

oesoe W.Ketua : Abbas Daeng‘ Mala-
Penulis] : A.D. Hamid Shaid wa
PenulisII": A. Sjamsoceddin Bendh. : A. Watief, Masrie
Pbt-pbt. : Achmad D.P., Mahiroe, A.'Hadjl Daeng Nangka.
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34.

35.

36.

37.

Pengurus Bag:an Penerangan:
Ketua : M.S. Faroek
Pnsh. : Laode Hamiroe, M. Arsjad, Pama, Rafiocedin.

Biro Pejuang Pengikut Republik Indonesia; Haluan: Politik; Kedu-
dukan: Makasar.
Joesoef Baoeti
Moch. Riri Amin
Daced

Partal [ndo Nasional (PIN); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
Ketva : J.F.G. Steyn

Panitia Pembentuk Front Pemuda Indonesia (PPFPI); Haluan: Poli-
tik; Kedudukan: Makasar.

Ketua : Soenardi (PRMAI) W .Ketua : J. Baocety (BPRI)
Penulis : Soeleman (IP[M]) Penulis I : Riza (IPPI)

Bendh.

Pbt-pbt. : Tadjoeddin, Soleman, Soedastra, Ngantoeng.

Partai Nasional Indonesia (PNI); Haluan: Politik; Kedudukan: Maka-

sar.
Ketua : Intje Saleh Daeng Tompoh.

Makkaraeng Daeng Djaroeng

DAERAH PARE-PARE

Ojanggo

DAERAH LUWU - PALOPO

. Partai Serikat Islam Indonesia (PSIl); Haluan: Politik/Agama;-'

Kedudukan: Palopo
Ketua

. Partai Christen Indonesia (PARKI) Haluan: Sosial/Politik; Keduduk-

an: Tana-Toraja.
Ketua

. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR); Haluan: Politik; Kedudukan Palo-

po.

. Angkatan Pemuda Indonesia {API); Haluan: Politik; Kedudukan Pa-

lopo.

. Gabungan Partai-partai Politk dan Sosial Tana Toraja; Haluan:

Politik; Kedudukan: Makale.
1. Biro Pejuang Pengikut Republik Cabang Tanah Tora]a ;
2. Partai Kedaulatan Rakyat {PKR).
3. Partai Keristen Indonesia (PARKINDO).
4. Partai Serikat Islam Indonesia {PSSI).
5. Muhammadiyah
6. Aisiyah.

7. Persatuan Guru Indonesia (PGI).

8. Persatuan Pelajar Indonesia (PPI). St

3: 1. Partai Serikat [slam Indonesia (PSIl); Haluan: Politik dan Agama; 9. Pecinta Tanah Air.
= Kedudukan: Pare-pare. 10. Bunga Lalan Rantepao.
g Ketua : Moh.Amin W .Ketua : Daeng Nompo 11. Seloara Tikala.
5 Penulis : Mochtar Moenir La  Bendh. : Andi Takka 12. Limeta Tikala (Rantepao).
Ode 13. Koperasl Rakyat [ndonesia Toraja (KRIT).
' 2. Perserikatan Tionghwa Peranakan (PERTIP); Haluan: Politik; Kedu- L
dukan: Pare-pare (kantor pusat Makasar, Endestraat No. 11a). DAERAH BONTHAIN R l
Ketua : Nio Tjoen Siong W Ketua : Tjoa Hong Seng TR
Penulis : Go Tjien Hok Bendh. : Kho Tjeng Hoei 1. Mohammadxyah Haluan: Polittk/Agama; Kedudukan .'I:irc_oﬁ:
Pbt-pbt. : Tjia Liong Sang, Thoeng Koei Sioe, Hong Ong Tjoang Ketua M. Ali Daeng Mangale. K
3 B ,W,Ketua/ Penulis: Abd. Rahman, Dg. Magasing. N
. Badji Minasa; Haluan: Politik; Kedudukan: Parepare e D) . cmof i T
Ketua : Kasim, Amboe Nontji Penulis : Hadji Tibe, Sose PenulsL.: Diamarang Bendh. : M. Joesoef /w3l
-pbt. : Madi j ddin, K in. .
Voorl. : La Djala Bendh. : Abdoellatief Pot-pbt. + Mading, Bara, Sjamsoeddin, Kamaroeddin N
Cont. : Saido, Ponang CRggosht T
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2. Mohammadiyah; Haluan: Politik/Agama; Kedudukan: Bulukumba.
Ketua : Abdoelkader Pale- Penulis : Saloko PaEra
loengi Bendh. : Semail
Pbt-pbt. : Lompong, Sakka, A. Hafid, Sariboe, A. Kasi.

3. Mohammadiyah; Haluan: Politik/Agama; Kedudukan: Ponreganta-

rang.
Ketua : Moh. Hasan Penulis : Hamade
Bendh. : Achmad Pbt. : Abos Asang.
4. Mohammadiyah; Haluan: Politik; Kedudukan: Kassi-Kajeng.
Ketua : M. Sidik Soeding Penulis : Abd. Wahab
Daeng Masenge Bendh. : A.M. Daeng Mano-
Pbt-pbt. : Manro Daeng Maga- " djengang.

se, Manna Lantara Goeleng.

5. Mohammadiyah; Haluan: Politik/ Agama; Kedudukan: Bulukumba.
Ketua : Dolo Daeng Bella Miskin Daeng Mamase
Penulis : Abd. Moein Teha, Abd. Rahman

Bendh. : Aboe Bakarreng
Pbt-pbt. : Manro Daeng Magaoe, Manna, Lantara, Goeleng,

A.M. Rahim.

DAERAH MANDAR-MAJENE

1. Partai Serikat Islam Indonesia (PSSI); Haluan: Politik/Agama; Ke-

‘dudukan: Majene. .
2. Badan Permupakatan Nasional (BAPNA); Haluan: Politik;

Kedudukan: Majene.
- 3. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR); Haluan: Politik; Kedudukan: Ma-

jene.

DAERAH LAIWUI DAN BUTON

1. Partai Serikat Islam Indonesia (PSI); Haluan: Politik/Agama;
Kedudukan: Raha. -

MINAHASA

1. Twaalfde Provinsie (Singa Minahasa) (TWAPROY}; Haluan: Politik;

Kedudukan: Minahasa.
Ketua . J. Maweikere..
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. Komite Ketatanegaraan Minahasa (KKM); Haluan: Politi‘k;

Kedudukan: Minahasa.
Ketua : Dr. V.L. Ratoem- W.Ketua ¢ E.D. Dengah
boeijsang Penulis : M.P. Mongola,
Bendh. : J.F.W. Kneefel Ch.P.d. Soemeiseij
Pbt-pbt. : K. Mangendap, J. Maweikere, P.A.P. Pitoi, A.A.

o .
Rompies.

Persatuan Timor Besar {PTB}; Haluan: Politik; Kedudukan:

Ketua

Pendirian Masyarakat Katholik (PAMAKAT); Haluan: Poli-
tik/Agama; Kedudukan: —

Ketua : A.A. Rompies, G. Dimpidoes

Penulis : Oiet Paat, F.d. Kambey '
Pbt-pbt. : J.J. Palar, B. Polii, A. Tene, J. Wantah, L. Ngala.

Partai Demokratis Indonesia (PARDI); Haluan: Poiitik; Kedudukan: -
B.J. Lapian, Ch. Scemessey, F. Intana, A.S. Pangkey,
J.P. Mengola, O.N. Pakaja.

Front Demokrat Federal (FDF); Haluan: Politik; Kedudukan:_Ton-

dano.

Ketua : H.W. Rondoncewoe Penulis : E. Matoelandi,
Ch.Ch. Manaroisong F.A. Rambitan '
Pbt. : O. Kandouw

Panitia Pengesah Keamanan Umum (PAPKU); Haluan: Polmk

8. Gerakan Indonesia Merdeka (GIM); Haluan; Pohtlk Kedudukan X

10.

Ketua : M. Sondakh, Penulis
: D.A. Koemenit "
Bendh. : J.J.H. Pandelaki
Pbt-pbt. : R.C.L. Lasoet, A.C: Manoppo, Dr.W.dJ. Ratoelangx,
F.J. Geroengan.

Barisan Nasional Indoriesia (BNI); Haluan Politik; Kedudukan -

: A.B.H. Wawo: :
Roentoe ., ...

Ketua : G.E. Daoehan, Penuhs/
M.B. Toemtel -Bendh. : A. Madnd oo
Pbt. : Ny. Soemampouw-Lapian, F. Mohede E H. B Moget N

Persatuan Serikat Islam Indonesia (PSll); Haluan: Pohtxk/Agama.
Kedudukan: Bolaang .Mongondow, Gorontalo, Manado, Pare pare,'
Makasar, Bacaan. :



1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

21.

. ‘Barisan Nasional Indonesia (BNI)};
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Ketua  : M.D. Karrawinata. Achmad Hippy, Jakin [. Parimata.
W.Ketua : D.P. Ma'moer Loebis Bahaoeddin, Moh. Amin,

Aboebakar atau Madeong.
Gabungan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI}; Haluan:
Politik; Kedudukan: -.

Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS); Haluan: Politik;
Ketua  : Karel Soepit Penulis : Bort Soepit

Pbt. . Feddy Dengah, Poeloekang, L. Anes

Hootden Bond; Haluan: Politik; Kedudukan: -.

Ketua . E.W. Lalamentik, Penulis : J.P. Mangela

P.J.A. Kawilarang Pnl./Bdh: Palangkahoe
Pbt. . Roeata, Mantiri, Tambahjong
Persatuan Hukum Tua dan Pegawai Daerah Minahasa (PHPDM);
Haluan: Politik; Kedudukan: -.
R. Paat, H.F. Rorimpandey, Sampouw, Makatipoe, A. Rotikan, L.
Rambi.
Pemuda
Ketua

Indonesia Sulawesi Utara (PISO); Haluan: Politik;
: J. Karamoy, Arzad, Abdoek-Hari, S.J. Sondakh,
F.H.L.W. Mondong, B. Wowor, S. Kano, Ch.D. Pon-

toh.
Persatuan Indonesia Muda (PIM); Haluan: Politik; Kedudukan: -.
Ketua : E.D. Johanes Penulis : R. Poeloekadang

Indo Europees Verbond (IEV); Haluan: Politik; Kedudukan:-Manado
Ketua  : Ir. Belfrey Pnl./Bdh: J.E.W, Kneefel

Panitia Pencegah Perpecahan (PPP); Haluan: Politik; Kedudukan:

Manado. -
Singa Minahasa (TWAPRQ); Haluan: Politik; Kedudukan: Tonelet.

Ketua . Frans Josep

donesia; Kedudukan: Tonelet.

Ketua : F.R. Ernan Penulis : J. Walintoekan
Bendh. : R. Wowor

Gerakan Republik Indonesia Timur (GRIT); Haluan: Politik;
Kedudukan: Tomohon.

1. Pemakat 5. KKM

2. Hoofdenbond ' 6. Pakasaan-pakasaan

3. Bond Hukum Tua 7. Permi

4. Twapro ' 8. GIM

Haluan: Politik; Kesatuan In-
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DAERAH POSO

1.

. Partai Serikat Islam Indonesia (PSIl):

. Barisan Nasional Indonesia (BNI);

. Barisan Nasional Indonesia (BNI);

. PARDAFI; Haluan: Polmk Kedudukan: -

Partai Serikat [slam Indonesia (PSIl); Haluan: Politik/Agarna; Kedu-
dukan: Poso; Ketua: K. Poawon. -
Haluan: Politik/Agama;
Kedudukan: Belantak (Banggai).

Haluan: Politik; Kedudukan;

Kolonedale.

. Barisan Nasional Indonesia (BNI); Haluan: Politik; Kedudukan:

Poso. .
Haluan: Politik; Kedudukan:
Benten (op Malain de Togaan groep).

; Ketua: Intje Mohammad
Dachlan.

DAERAH BOLAANG MONGONDOW

In

Gerakan Indonesia Merdeka (GIM); Haluan: Politik: Kedudukan: -.

Ketua : A.G. Manoppo, J. Pontoh.

Penulis : R. Mokoginta Bendh. : J. Pontoh

Pbt. . L. Mokobombang, K. Imban, Z. Imban, A.M. Lazaboe-
da.

. Barisan Nasional Indonesia (BNI}); Haluan: Politik.

Ketua : L.D. Mokodongan Penulis : S, Mokototoy

Pbt. : Abd. Mamonto, Andoep Simala

Gabungan Partai-partai Rakyat Indonesia Bol. Mongondow (GAPRX-
BOM); Haluan: Politik.

Pimpinan: A.C. Manoppo, M.D. Kartawinata, J. Ponto, K Im

ban.
. PERPIBOM; Haluan: Politik. e e e
Ketua : J.K. Damopoli. '
Kerukunan Wanita Bolaang Mongondow {(KARWANI); Haluan: Poli-

tik/ Sos:al/ Kultural.:

Pid. : Boki vd Radja Ketua  : Ny. Mokodompit.
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DAERAH SANGIR DAN TALAUD 2. Badan Penyelenggara Suara Rakyak (BAPSURA); Haluan: Politik.
Ketua : N. Monoarfa
1. Perserikatan Rakyat Sangir-Talaud (PARESAT); Haluanh: Politik. 3.Gerakan Penyadar (PENYADAR): Haluan: Politik.
Ketua  : J.E. Tatengkeng Penulis . J. Ponto f Ketua : K. Kaloekoe Penulis : Z. Jantoe
5 CPSbt. ) P W, AIerc,{ P. Oes;:eh Talaud (GERISf) Hal Politik | Ekon. : R. Toeli Berita : H.B. Lanoer
: ] i ir- ; Haluan Politik. = W : ! . i
; - Gerakan Rakyat In onesx.a_ angir-1alau 8 : Wang. : A. Nggoela Pnsht. : Abd. Walangadi
; 3. Barisan Nasional Indonesia (BNI); Haluan: Politik. ropag. : A. Joenoes '
Pimpinan : L. Kansil, B. Daoehan. [ 4. Barisan Nasional Indonesia (BNI); Haluan: Politik
. ik ional Indonesia (SENI); Haluan: Politik. ; ' : '
¢ }S\’:ﬁ\:t Nefsz:‘ne;(a:?;nes‘a( ! Pna[\.uan 3 ll)l Mangeghong . 5. Gabungan Pergerakan-pergerakan Rakyat Indonesia (GAPRI);
Pbt.  : P. Bawole, Th. Taidi, J. Maloransa ;*atlua"i Politik. b Mo Al
a etua : — enulis : Moh. Alj,
5. Dewan Islam; Haluan: Agama. Bdh. : A.R. Ceintoe Oe A. Boealati

Partai yang bergabung: 1. PSIl, 2. Penyadar, 3. PIl, 4. Persis,

Ketua : Mohammad Djoedi, Hasan Bachmid.
5. GPI, 6. Mohammadiyah, 7.PNS, 8. PAIl, 9. Gerkindo,

6. Partai Serikat Islam Indonesia (PSI); Haluan: Politik.

- SR IR R SRR i o L
-~

|
] , ]
. Perserikatan Guru-guru Sangi-Talaud (PGST); Haluan: Politik. : 10. Parkindo, 11. BPII, 12. Rukun Tani, 13. PPI. |
Ketua : J.E. Tatengkeng, Penulis : P. Asoeh } 6. Partai Serikat Islam Indonesia (PSIl); Haluan: Politik/Agama.
} L. Damar Bendh. : Z. Mananzang ! Ketua g Hippy, Penulis - g Monoarta,
é N . . Tatoehd®, i *Kab n. e. Hadjoe . Masoe
' Pbt. Rl MamieClie, (2 Tatoelgs 2 'oeroeaf | Bdh. : S. Niode Pbt. : 1. Jantie, I. Dajoh,
E 8. Perserikatan Kaum Buruh (PKB); Haluan: Politik/Sosial. ) ‘ B. Baoeta, -
L 9. Serikat Kaum Buruh Sangi-Talaud (SKBST); Haluan: Politik.. _ J. Dangie, B. Laya.
' Ketua lW Aer, L. Doema-  Penulis : F. Mokodompis 7. Majelis Syurau Muslimin Indonesia (MASYUMI): Haluan:
ang i
Pbt. : A. Amder, QOeli, B. Manoempil. }F:oimk/Ag.ama. " “Penulis : Dj. Arbie. M. Imran :
10. Partai Serikat Islam Indonesia Sangihe (PSII Sangihe); Haluan: Poli- ! Bfihua - o enulis - : Dj. Arbie, M. Imran :
" tik/Agama. - ' + A Hippy
Ketua : A. Tompok, N. La- Penulis : [, Paparang 8. Kuo Min Tang; Haluan: Poiitik.
hade Ketua : Tjoe Tek Ngo Penulis/
Pbt. : Liem Lang Teng, Bdh. . : Lie lt Ping

Sie Boen Seng, Tjang Woen, Lie Djit Hoa.

9. Gerakan Pemuda Indonesia (Afd. Wanita) (GERPINDO Afd,
Wanita); Haluan Politik. ..

DAERAH GORONTALQO

1. Gerakan Kebangsaan Indonesia (GERKINDO); Haluan: Politik.
Ketua : A. Oeno, A. Saboce Penulis : L Datau, Dj. Arbie
Bendh. : M.S. Ointoe, Moh. Ali.

Ketua : Wartabone, Fien Bjja.

Pbt. : A. Amoe, A J. Oesman. K. Kaloekoe, A. Anis, A. Ma- 1 10. Gerakan Pemuda Indonesia (GERPINDO); Haluan: Politik.
djid. Ketua : M. Niode, A.Z. Hipi Penulis : G. Bokings
l Pbt. : M.S. Ointoe, Anwar Djafera, S. Hasan, Achmad Masa, . .
‘ _ Kadir Lamoesoe. o
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11. Gerakan Kébangsaan Indonesia Wanita (GERKIWAN); Haluan:
Politik. _
Ketua @ Ny.I. Oenoe-Monoarfa, Ny. M. Abas-Dambea.

12. Perserikatan Wanita Rakyat Indonesia (PERWARI); Haluan: Politik.
Ketua : Ny. Kaoenang * Penulis : Ny. A.J. Oesman
Pbt. : Moh. Ali, A.R. Tangahoe

13. Persatuan Rakyat Indonesia; Haluan: Politik.

Ketua : dJ.P. Karamoy

14. Gabungan Seluruh Partai Politik Rakyat (GASPRINDO); Haluan:

Politik; Kedudukan: Leok.
PSIl, GERKINDO, GERKIWAN, WAPSIE, BNIl, PKR, PGI,

SERPL.

'15. Front Pemuda Indonesia; Haluan: Politik; Kedudukan: Gorontalo.

1. Gerpindo, 2. Pemuda Mohammadiyah, 3. PMI, 4. Pemuda Par-
nami, 5. PPIl, 6. NS, 7. SMM, 8. AMI, 9. Barpindo, 10. SMI,
11. SMPN, 12. Panca Sila, 13. Bapris, 14. IWI, 15. STI, 16. IPPI.

16. Badan Pendidik Rakyat Indonesia (BAPRIS}; Haluan: Politik/Sosial;
Kedudukan: Gorontalo.
Ketua : Moeis Rahim Penulis : E. Hardjono
Bdh. : Thomas Niode.

PROPINSI MALUKU (DAERAH MALUKU SELATAN)

1. Gabungan Sembilan Serangkai (GSS); Haluan: Politik; Kedudukan:

Ambon. _
Ketua : J.M. Litaay, Penulis/

M. Sialama Bdh. . Th. Piris
Pbt. : J. Ferdinandus, S. Samoesamoe, E. Gensel.

2. Perﬁbantu Serikat (Sékutu) Hindia Belanda (PS(S)HBj; Haluan:

Politik; Kedudukan: Ambon.

Ketua : W.E. Parinoessa, Penulis : M.S. Paays,
D.M. Koe-Hoewaé| M. Marlete
Bdh. : Nn. M. Corpoetty Pbt. : J.C. Tomasouw,

P. Soepoesepa
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3. Indo Europees Verbond ([EV); Haluan: Politik; Kedudukan: Ambon.
Ketua : Ir. Klenche, Penulis : Van Alice
Ehrencron Bdh. : Camoenié

4. Persatuan Timor Besar (PTB); Haluan: Politik; Kedudukan: Ambon.

Ketua : D. Titaley, Wenas  Penulis : Wattimena, Nicolaas
Bdh.  : Roemengan, Pbt. : Tamahoe,
Pikalawa Samoesamoe

5. Partai Indonesia Merdeka (PIM); Haluan: Politik; Kedudukan: Am-

bon.

Ketua : E.U. Poepella Penulis : O, Pattimaipace
Bdh. : 1. Hamid bin Hamid Said Bachmid

Pbt. : Bitek Gelar Soetan Tjaniago, Moh. Abihasin, Hardin

Latoepono.

6. Kebaktian Rakyat Indonesia Maluku (KRIM); Haluan: Politik;
Kedudukan: Makasar.
Ketua : Wattimena Penulis : Ramatoeang

7. Pemuda Republik Maluku Ambon (PRIMA); Haluan: Politik;
Kedudukan: Ambon.
Ketua : Abdoelkadir Toeakiat
Penulis : Moh. Hoesein Toeakiat £l
Bdh. : Moh. Tahir Salampessy. &f::’h ;
8. Partai Maluku Raya; Haluan: Politik; Kedudukan: Ambon
Ketua : D.Z. Pescewarissa Penulis : A. NariloHy;.

TOEAL HFD. BST. TE WONRELI

9. Perhimpunan Politik Serikat Selatan Daya (SSD); Haluan:.
Polisik/Sosial.

Ketua : S.d. Philipus Penulis : J. Bakk‘eni ‘~
Bdh. : M.S. Johannis- Pbt. : S. Mozes, '’

S.H. Salmon.
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DAFTAR PARTAI-PARTAI DI DAERAH PROPINSI MALUKU 7. Persatuan Buruh Tani Indonesia (PEBTI); Haluan: Politik.
' Ketua : Raden Tji, Penulis : Oesman Wakidin,
DAERAH MALUKU UTARA . Mog. Soeleman Joenoes Oesman
1. Persatuan Indonesia (Pl); Haluan: Politik: Kedudukan: T Pbt. . Moh. Ismail, Raden Oemar
. ; n: ; : . o
Ketua. Ol Reduc U R 8. Persatuan Indonesia (PI); Haluan: Politik; Kedudukan: Tobelo.
Kehorm. : A.M. Ali Kama Ketua. : Raden Selamet Wakil'kt, ?ﬂ)ang T;prapf
Ketua : Dr. Ch. Boesoirie, Achmad Anafi Penulis : Jacob Bangsa Penulis [ : Thomas Mangani
Bdh. . Hijas Soeradji

Penulis : A. Mononoetoe, M.S. Djahir, N i .
Hamdji F:;)j:ooe It CErCips kandar TR, Phbt. . Talib Tapi-Tapi, Hasan bin Robo, Dorara bin Daga,
Saleh Ratoe Bagoes, Marcus Tarangi, Bahari bin Djae.

Bdh. : Sagak Alhandar
Pbt. : Zainal R. Oemar.
’ PROPINSI SUNDA KECIL
2. }errsatuan Indonesia (Pl); Haluan: Politik; Kedudukan: Soela. DAERAH BALI
‘S ' ks'[si‘z:%aa?i&lam Bélh. : ?‘1{4 Kane, 1. Partai Demokrat Indonesia (PADI); Haluan: Polittk.
' R Ketua : Tjokorde Anem Penulis : Tjokorde Gde Rai,
3. Persatuan Indonesia (Pl); Haluan: Politik. : Poetera, | Goesti | Goesti Ngoerah
Ketua  : S. Poesoeng, Penulis : S. Kamaroellah, Njoman Kompiang Ananda
R.M. Sadaralam M. Abdoelwati Bdh. . | Kade Raoe, | Njoman Dijelada
Bdh.  : S. Bodja, H. Arif 2. lkatan Persatuan Wanita Indonesia (IPWI(Bali)); Haluan: Politik.
Pbt. : A. Saha, . Ratoeela, M. Tambolona. Ketua : Ny. Ida Bagoes Penulis : Nn. Dajoe Raka
Oka, Ny. Ida Ba- . Padmi, Ny. Dajoe
4. Indo Europees Verbond (IEV); Haluan: Politik. goes Oka Geboren Made Roni_
Ketua : H.W. Moemoes Penulis/ - Ni Kt. Djero o L
_ Bdh. . C. Meis Bdh. : Nn. Loeh Poetoe Pbt. . Ny. Gede Tjeger,
Pbt. : F.H. Knefsel ._ Soenderi, Ny. Dewa Ny. Poetoe Sasih,”
) . \ ' Gede Djajanegara Nn. Wajan Koeatja
5. ieextrsat.uan.S;Jar;h Maluku Utara (PSMU).; Ha-luan: Politik. . l _ 1. Perwano, 2. Rupi, 3. Pita, 4. Perwata, 5. IPI, 6. 1WI, 7. PIP
ua . Pr. asan-. . Penulis : Joseph Roeli : 8. Pertiwi, 9. Tapi, 10. Persiwa.
Dano Safie Sjah
Bdh. . Safie Oerip Pbt. . Pr. Kader, Pr. Ishak, 3. Gerakan Nasional Indonesia (GNI); Haluan: Polmk Kedudul\an
: Dano Djoebain; Denpasar. T e
Hi Taher Hamra Ketua : Ida Bagoes Poetera ~ Wakil kt. : Made Mendera. ,
Manoeaba . - I Goesti Poetoe Mer
6. Persatuan Sejarah Maluku Utara (PSMU); Haluan: Politik. ' tha :
Ketua  : Abd. Boeamonabot, Ach. Nama Penulis! : Gede Poetera, Penulis Il : | Dewa Gede D}aja-
Penulis : Idris Oemasoengi, Abd. Doeilla, H. Darakel, Kamaijana negara. -
Ibr. Oemar. | Bdh. : Ketoet Kaot
Pbt . 1 Goesti Kompiang Soedjana, N)oman Oka, Made R

Raona




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

834

4. Indo Europees Verbond ({IEV); Haluan: Politik; Kedudukan: Den-

pasar.
Ketua : J.W.A. Ramakers Wakil kt. : P.A. Schwab
van Praag

5. Panitia Penolong Pembangunan Republik Indonesia (PPPRI);

Haluan: Politik/Sosial; Kedudukan: Denpasar.
Ketua kehormatan: Radja Badung

Ketua : Made Mendera Wakil kt. : | Goesti Ngoerah
' Kanta
- Penulis : | Goesti Made Penulis Il : Goesti Kompiang
Moedera Soedjana
Bdh. : Ida Bagoes Pidada ‘

Anggota : | Goesti Poetoe Mertha, Ketoet Mandera

6. Gerakan Pemuda Indonesia (GERPINDQ); Haluan: Politik;
Kedudukan: Denpasar. '
Ketua : Anak Agoeng Bagus Wakil kt. : [ Made Narsin

Setedja
Penulis[ : [ Gde Poeger Penulis Il : lda Bagus Mandira
Bdh. : Soemantera
Pbt. . [ Goesti Ketoet Reti, |da Bagoes Kompiang, | Goesti

Ajoe Nenderi, | Ketoet Djedog.

DAERAH LOMBOK

1. Partai Guru Indonesia (Serikat Guru Indonesia) (PARGINDO):
Haluan: Politik; Kedudukan: Lombok.

Ketua . Saoed, Nengah Penulis : Made Raka, Sanoesi
Tegeg

Pbt. : Mochasan, Hamdan, Wajan Soedana, Saleh.

2. Badan Pembrontak; Haluan: Politik.
Ketua : Amaq Melan Redot

3. Partai Indonesia Raya; Haluan: Politik; Kedudukan: Mataram.

" Ketua : Selamat Wakil kt. : | Nengah I[nton

Penulis] : Soenadha Penulis Il : Goesti Bagoes
Bdh. : Abdoerrachman Soedharsana
Pbt. . Laloe Wiraja, R. Makarim. .
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DAERAH TIMOR

1.

Persatuan Istam Timor (PERSIT); Haluan: Politik/Agama;
Kedudukan: Kupang

Ketua : A.S. Atoesita, Penulis : Selim, Djo Kenning,
. AM. Salijas Samioen
Bdh. . Achmad Hoesein, Djawas

Democratisch Bond dari Indonesia (DBI); Haluan: Politik;
Kedudukan: Kupang.

Ketua - N. Loimalitna, Penulis : J. Pallar,
A.A. Caffin Th.C. Lerrich
. Bdh. . J.P. Toehoepoering, Pbt. . W.D. Frans, .
K. Oliver A.M. Sapija, Tjoen
. . Song-Liong
Indisch Katholieke Volks Partij (IKVP); Haluan: Politik; Kedudukan:
Kupang. . .
Ketua : Ch. Toelings, Parera- Penulis : A.D.M. Parera
Fernandez Bdh. : T.F. anas
Pbt. . K. Radjalewa, J. Radjalewa.

. Perserikatan Selatan Daya (PSD); Haluan: Politik; Kedudukan:
}}i:tpixaang. W.D. Frans Penulis : N. Lohimalitna,
Bdh. . L. Salamaoe F. Johannes
Pbt. . W.A. Leha, W. Joostensz, O. Makitan, Oeniwali.

_ Persatuan Timor Besar (PTB); Haluan: Politik; Kedudukan: -
Ketua : Mandoeapessy © Penulis : Angonois
Pbt. - Laisina, J. Mowan, P: Boengarad)l

. Perkumpulan Kamum Maluku (PKM); Haluan: Politik; Kedudukan
Kupang. : |
"Ketua : M.A. Sapija Penulis/ .

Pbt. . E.B. Lapoelalan, Bdh. . A. Toisoeta .- :

L. Salamoe, W.D. Fransz.

. Persatuan Demokratis Indonesna (PDI); Haluan: Polmk Kedudukan

Timor/ kepulauannya
Kep. . Bestuur Ketua
Pnl. : D. Bessy
Pbt. - A. Sitta, M. Monne, Amaija.

. Chr.F. Vdacemanse,
B. Sahetappy.
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8. Pertai Katholik Rakyat Indonesia - (PKRI); Haluan: . Politik:
Kedudukan: Timor/kepulauannya.. _
Ketua . G. Manek, Penulis : G.A. da Costa
A.D.M. Parera Bdh. : J.W. Tan
9. Indo Europees Verbond (IEV); Haluan: Politik; Kedudukan:
Timor/kepulauannya. ' ‘
Ketua : Ranaoeret Penulis/
Pbt. : 4.V. Linke Bdh. : F.W.J. Overbeek
10. Democratisch Bond van Indonesié¢ (DBI); Haluan: Politik;
Kedudukan: Kefamenanoe.
Ketua : J. Yh. Mamoh Penulis : [. Salmoen
Bdh. : G.A. Kano Pbt. . J. Frans
11. Kuo Min Tang (KMT); Haluan: Politik/Sosial; Kedudukan: SoE.
Ketua : Sia [ Wat Penulis : Lie Soe King
Bdh. : Go Tek Beng Pbt. - : Poa Djie Soen, Sia
Kin Moe.
12. Kuo Min Tang (KMT); Haluan: Politik /Sosial; Kedudukan: Nikiniki.
Ketua : Tan Tjien Siong Penulis : Tan A Hing
Bdh. : Tan Boen Hwat
Pbt. "Soen Ek Tjioe, Leo Khek Ko, Ang Sie Pin, Lein Djing :
Fong.
13. Partai Serikat [slam ‘Indonesia (PSIl); Haluan: Politik/Agama;
Kedudukan: Kalabahi. : . ;
Ketua : S. Abdoellah
Dewan Hadji Dasing
Ketua : Tahir Mou, Penulis : Abdoerrahim Kama-
Arad-Amat hi, Dasing Sangadji.
Bdh. : Ama Galekko
Pbt. : Djou Maratoe, Djili NaE, Ah Tanakeng.
14.
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Partai Moeslimin Timor (PARMOETI); Haluan: Politik/Agama;

Kedudukan: Barmoesa, Alor.

Ketua : Akbar Nawi, Penulis
S. Tolang Bdh.

.. M. Baso, N. Mande
: . Hodongero

15.
16,

17.

18.

19.

~ Pemimpin: R. Rohimone.

20.

21.
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(PERSIT); Haluan: Politik; Kedudukan: Bar-

Persatuan lslam Timor
moesa, Alor.

Partai Serikat Islam Indonesia (PSIl); Haluan: Poiitik; Kedudukan:

Kikilai.

Partai Muslimin Timof (PARMUTI); Haluan: Politik; Kedudukan:

Barmosa, Alor.

Ketua : AR. Nawa, Penulis : M.R. Basoh,
_ Sj. Tolang S. La Ara
Bdh. : G. Garo.

Partai Protestant Pantor (PARPROP); Halua:m: Politik;'Keduc_iukan__?_‘ :

Pantor Kalondana. - :. M\‘. e,

: ili Penulis _
fewa PDIg tleh;gér "Ch. Wabang
Bdh. . Ch. Wabang Pbt. : I;(d Klal;:;.e .
Pensht. : S. Sandy Kare .

Taman Pembacaan; Haluan: Politik; Kedudukan: Pulaq Sawu.

Persatuan Islam Timur (PERSIT); Haluan: Politik/AgérTa-ai;'

Kedudukan: Roti.

Ketua : Djawas Laonso Wakil kt. © Moehamr'n?d Ismail
Bdh .- Awat Djawas ~ Penulis] : Hoesin Sld1:n> R
Penulis Il : S. Moechmad .
Pz: l . A. Sjaaban, Achmad Salim, A. N_adnlao, l‘A. ls‘r_‘}?,l,l,’-"M'

Arif, Abd. Lantja._

Pemuda Méséhi. Injii Kota Kupang (PMIKN); Ha'luanf P_olitik;
Kedudukan: Kupang.

Ketua : D. Bessy Wakil kt.

FM"Adam"“‘i"’ v
Penuhs ll M Lekltonoe :

Penulis! : N.L. Djari . L
Bdh. . §. Manoehoetoe
Pbt. . J.M.P. Dacelima, J.A. Roemate Nn Mone H H

Kaho D Pattiwaellapia.
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PIR): Haluan: Politik/Sosial/Kebu
22. Angkatan Pemuda Indonesia (APf); Haluan: Poiitik; Kedudukan: . 28. Pers;tuandlnkdone}zfplz::a (PIR) _
an; Kedudukan: - ) .

Kupang. . . i} . ) ; Kot . J.E.A. Kairoepan Wakilkt. : A.B. Talib .

Ketua : lzak Tiboeloedji Wakil kt. : Moh. Tajib i etua - hanni PenulisIl : R. Soeprabto

Penulis : Abd. Latief, Bdh. : D. Bessy Penulis | Q'AJ%{ ag:: _

G.M. Hailitiek | }Sgth . N.y ‘M,. Soeprabto, Ny. L. Sion Risi J. Sine.
Pbt. : M. Riki, A. Djawas, Nn. A. Poeradja, Nn. J.M. Amalo. - ? ' ’ ’ _ _
: . . . Politik; ‘Kedudukan:

23. Pelita Timor Asli (PTA); Haluan: Politik/Sosial; Kedudukan: SoE. i 29. Partai Katolik Indonesia _(PERK!T)- Haluan: Folitik;

Ketua : P. Bapis Penulis! : S.L. Sefan Kupang. . . J.P. Ben Tanoni
Penulisll : E. Leo. ~ Bdh. : Nn. E. Ambiran ’ Ketua : P.A.S. Parera Waklll'ktl.l : :]I.D‘ Meann diikoe
Wakil kt. : J. Benoe Penulis! : Chl. da Comes Penulisll : J.D.
Pbt. : A. Bere, Z. Nakamnanoe, B. Selan. Bdh. . P. Bebekewa

L™, Pt . Frans Fernandez, Pnsht. : P.J. Kersten

24. Kuo Min Tang (KMT); Haluan: Politik/Sosial; Kedudukan: Nikiniki. ) . Sisk :
. . ) Fransiscus 2isKa.
Ketua : Tan Tjin Seong Penulis : Tan A Hing - _
Bdh. : Tan Ban Hwat ‘ . Politik/Sosial;
Pbt. : Soen Ek Tjioe, Leo Kek Ko, Ang Sie Pin, Lie Djing 30. Perkumpulan Selatan Daya (PSD); Haluan: Politi ;
Tong. . dukan: Kupang.
. ii?sau a-, W.Dp. Frans Wakilkt. : W.A. Leha

25. Partai Katholik Indonesia Timur (PARKIT); Haluan: Politik/Agama; i’enulisl . F.J. Johannis Penulis Il : L. Ch. Joesoef
Kedudukan: Kupang. Bdh. . C. Persiana . C
Ketua : P.A.S. Parera Wakil kt. : Bontanone Pbt D Manaha.. C. Losinalitna, K. Olivir, R. Francis, C.
Penulis] : Cl. da Comes Penulis Il : Mandjikoe ' " Christiaan.

Bdh. . P. Bobe Kewa s
Pb.t : Franciscus Sikoe, D. Lamoeri, Frans Fernandus. S R oot o d (EV); Haluan: Politik/Sbsial' Kedudu_.kani _

26. Partai Serikat Islam Indonesia (PSIl); Haluan: Politik/Agama; Kupang. | , . lis/Bdh. : F.W. J. Overbeek'
Kedudukan: Dulolong (Timor). ™ Ketua : P.T.Rancoeret l;;;\u s/ . Jork
Ketua : QOemar Para Wakil kt. ;: Kapitan Awa : g
Penulis| : Lansoe NaE Penulis Il : Parendji Sang gom— Haluan:
Bdh. : Bapa Toekang Pbt. : Halo Baloe, 32. Partai Demokrasi AsSOSlatlf Federal Indonesna (PARDAFU a : !

‘ Kota Désfng. Politik; Kedudukan: Kupang. * | o Th d(; JIS;:Q;I:

27. Partai  Demokrasi Associatif (PARDAFI); Haluan: Politik; Ketua - N. Loimalitna Penu }S | : FW":Io'nanniS' s
Kedudukan: Kupang, Afdeling SoE. _ ‘ ‘Bdh. : K. Olivir Tioen Soen Leong T
Ketua : N. Loimalitna Penulis! : 1. Th. C, Larrick Pbt. -2 W.D. Frans, Oemar Baktxr, J° AL e
Penulisil ;| C. Maanari Bdh. : K. Qlivier '

Pbt. : W.D. Frans, S.M. Sapija, Tjoeng Soen Liong, Oemar . . L o .
Baktir. C T e . . S Bt SF
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DAERAH FLORES

1

Democratis Bond Indeonesia (DBI); Haluan: Politik; Kedudukan:

Wolowaru.
" Ketua : M. WaseWangge Penulis : P. Boka Mbipi
Bdh. : M. Tani Ndori, Pbt. . A. Badjo Senda,
Wangge Hango Oba.

. Perkumpulan Politik Katholik Flores (PERPOKAF); Haluan:

Politik/Federal; Kedudukan: Larantuka.
Ketua . P.D. Larantoeka Penulis : L.S. Fernandez
Pbt. : M. Masen, M. Tanaloeroe, J.T. Diaz Alfi.

DAERAH SUMBAWA (BIMA)

1.

Angkatan Demokrasi Indonesia Luhur (ADIL); Haluan: Politik; Ke-
dudukan: Bima.
Ketua : Moh. Amin Penulis : Djafar Jacoeb
Bdh. : B. Salia Pbt. : Ismail Djawaloedin
Zakariah,
. Atoom; Haluan: Politik; Kedudukan: Bima.
Ketua : Abang Sasango Bdh. : La Oenta
Marzoeki Pbt. : Miksan
. Gerakan Indonesia {GI); Haluan: Politik; Kedudukan: Dompu.
Ketua  : Moh. Joenoes Penulis : Abdoerrachman
Hoesein Hadji Ab- B. Achmad, Ibrahim
doerrachman Papi f
Mahmoed
Bdh. : Hadji Moh. Joesoef, I. Singoe, Ali Din, Moeh. Hasan.
. Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI); Haluan: Politik; Kedudukan:
Sumbawa. _
Ketua : R. Moetadiji, Penulis : Moh. Zain Mantja
R. Latip . Bdh. : L. Padoesoeng
Pbt. : R. Soeroto, A. Rivai.

. Partai Kebangsaan [ndonesia (PKI}; Haluan: Politik; Kedudukan:

Ambang (Sumbawa).

i

6. Partai Kebangsaan Indonesia {

PARKI); Haluan: Politik; Kedudukan:
Ampang (Sumbawa).

Ket . A, Rasjid Wakil kt. : Panwari
g:;luualis/ ' = Pbt. : Masoesoe'ng,
Bdh. . Tangga Damhoefil

DAERAH SUMBA

1. Partai Demokrasi Indonesia Sumba (

PARDIS); Haluan: Politik;

Kedudukan: Waikabubak.
Ketua : M.A. Djambe.

. Persatuan Demokrasi Indonesia Timur (PD1); Haluan: Politik.

i is : E.J. Rehata
. J.S. Pirry Penulis :
I;te::ua . D.H. Krijger, K.W. Palakaheloe, Lie Tauw Pauw,
Aboebakar. .

_ Gabungan Perserikatan Islam Sumba (GAPRIS); Haluan:

Politik/Agama.
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LAMPIRAN

Pada saat Penyerahan Kedaulatan, RIS terdiri dari negara-megara bagian sebagai

berikut : \\\ << A 10.
{. Republik Indonesia (17 Agustus 1945) S T i — 11.
2. Dayak Besar (7 Desember 1946) 12.
3. Indonesia Timur (24 Desember 1946) . 13.
4. Kalimantan Tenggara (8 Januari 1947) 14,
5. Kalimantan Timur (12 April 1947) 15.
6. Kalimantan Barat (12 Mei 1947) 16.
7. Bangka (12 Juli 1947)
8. Biliton (12 Juli 1947)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 2.
Peta Wilayah RIS pada saat Penyerahan Kedaulatan.

D Y
¢+ Q.
1] 7/
. RlIAU -7
I" /’
N’ //
N REPUBLIK e ,/." KALIMANTAN y
a INDONESIA Pis? 7\ BARAT -
_—I’ N //4
AW BANGKA N - pavak [
N S BESAR ,
R ! ;i KALIMANTAN
Y SUMATERA Yo/ () ! /

TENGGARA
SELATAN -1 el

\
~arTN

“.._BILITON BANJAR

REPUBLIK INDONESIA T T e -

PASUNDAN
REPUBLIK

[anm Yl
I e
INDONESIA JAWA TN °8

TIMUR ‘. % -
“\ /' 9.

~ -
~ -
N

Riau (12 Juli 1947)

Sumatera Timur (25 Desember 1947)
Banjar (14 Januari 1948)

Madura (20 Februari 1948)
Pasundan (24 April 1948)

Sumatera Selatan (30 Agustus 1948)
Jawa Timur (26 Nopember 1948)
Jawa Tengah 23 Pebruari 1949)

Di samping itu terdapat pula wilayah/distrik federal ngka:ta yang didirikan
pada 11 Agustus 1948.
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LAMPIRAN: X1V 167)

PROPINSI SULAWES|I TENGAH
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